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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat
(2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal
264 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daearah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor
1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun
2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1955);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);

Peraturan  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 249);

Peraturan  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 100);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7,



Menetapkan :

22.

23.

24.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10
Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2016-2021 (lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan
Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.



6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(1)

(2)

(3)

Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah  Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan tugas
dan fungsinya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan Daerah.

Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran SKPD.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 pada tahun ke 5 (lima)
yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang
bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
Partisipasi Masyarakat.

RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan
pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan
mewujudkan efesiensi dalam pengalokasian anggarannya.

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi
sebagai berikut:



a. pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Rancangan Akhir
Renja SKPD Tahun 2022; dan

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA, PPAS
dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Dalam rangka Penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, kedudukan RKPD Tahun 2022
adalah untuk:

a. menyelaraskan sasaran prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu
Timur dengan Program dan Kegiatan Prioritas SKPD dalam mencapai
target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan

b. penetapan Renja SKPD Tahun 2022.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja SKPD Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir
Renja SKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kepala SKPD menyampaikan rancangan Akhir Renja SKPD Tahun
2022 kepada Kepala Badan; dan

b. Badan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja SKPD
Tahun 2022, untuk menjamin kesesuaian antara program dan
kegiatan SKPD Tahun 2022 dengan program dan kegiatan
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022.

Pasal 5

Penetapan Renja SKPD Tahun 2022 oleh Kepala SKPD paling lama 14
(empat belas) hari, setelah RKPD Tahun 2022 ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 6
Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut :

a. dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, SKPD
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD;

b. Badan melakukan evaluasi dan pengendalian kebijakan terhadap
seluruh Renja SKPD;

c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

d. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam
RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai
perkembangan pembahasan anggaran dengan DPRD;



(1)

(2)

(3)

target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat
berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan
dengan DPRD;

program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tidak dapat
berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat
pengalokasian dari pusat/provinsi yang sesuai peruntukan beserta
pendampingannya;

Kepala Badan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD Tahun 2022, serta RKPD Tahun 2022;

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), periode pelaksanaan pada tahun ke-5
(lima).

Pasal 7

Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan;
dan/atau;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dokumen RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dengan
Sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN



Pasal 9

Dokumen RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 1 juli 2021
SUPATI LUWU TIMUR,

Diundangkan di Malili

pada tanggal 1 juli 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 25



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, dan
Hidayahnya serta kesehatan yang selalu menyertai sehingga penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022 ini adalah dokumen perencanaan tahunan masa transisi dari
RPJMD 2016-2021 ke periode RPJMD 2021-2026, dimana RKPD tahun 2022
menjadi bagian dari periode RPJMD 2021-2026 yang saat ini sedang dalam
proses Penyusunan.

RKPD Tahun 2022 ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang tertuang di
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daearah yang selanjutnya menjadi dasar Penyusunan Rancangan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Disadari bahwa informasi yang disajikan dalam RKPD Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak dan tidak
luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya
konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RKPD
Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang.

Akhirnya, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan
semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RKPD ini.

KATA PENGANTAR
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

LampiranI: Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor :25 Tahun 2022.
Tanggal : 1]Juli2021
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

BABI1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat
tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana
pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan
mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan
sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah
satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) yang terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Perangkat Daerah (PD).

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana Kkerja,
pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-
sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
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Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD Tahun 2022
mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Kedudukan dari RKPD ini, diantaranya adalah:

a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang telah ditetapkan
dalam RPJMD 2016-2021 kedalam program dan kegiatan pembangunan
tahunan daerah;

b. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD)
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan
pembangunan Perangkat Daerah;

c. Sebagai acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2022.

d RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam RKPD dapat diketahui sejauh

mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun
2022 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis
program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dan
dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta
masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan
masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau Kkinerja
Pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Aparat Pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
1. Persiapan Penyusunan
Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu :
a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang
Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD;

g

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. Penyusunan Rancangan Awal
Pada tahap penyusunan rancangan awal aktivitas yang dilakukan adalah
menganalisis, merumuskan dan menelaah hal hal sebagai berikut :
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
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perumusan permasalahan pembangunan Daerah;

penelaahan terhadap sasaran RPJMD;

penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program
strategis Nasional;

i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;

j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan

k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

50 ™o

Dibutuhkan penelaahan terhadap pokok pokok pikiran DPRD dalam
rancangan awal dikarenakan pokok pokok pikiran DPRD yang harus
diparipurnakan diperlukan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pada
RKP, program strategis nasional dan Rancangan awal RKPD Provinsi.
Sistematika Rancangan Awal adalah sebagai berikut :

1) Pendahuluan

2) Gambaran Umum Kondisi Daerah

3) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

4) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

5) Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

6) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

7) Penutup

Setelah Rancangan Awal disusun, selanjutnya, dilakukan konsultasi

publik untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan

Rancangan Awal RKPD tersebut. Rancangan Awal RKPD yang telah

disempurnakan digunakan sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan

Awal Renja Perangkat Daerah.

3. Penyempurnaan Rancangan Awal.
Penyusunan Rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan
rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan hasil
verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempunakan dan
berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan RKPD Provinsi, RKP
dan Program Strategis Nasional. Verifikasi dimaksud adalah
mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif
pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana
program prioritas pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Timur
dan penyelarasan dengan Tema Pembangunan, Prioritas dan Arah
Kebijakan Pemerintah maupun Provinsi.
4. Pelaksanaan Musrenbang.

Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna

membahas Rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai

dari Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang
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Kabupaten.

Perumusan Rancangan Akhir.
Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan
Rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara
kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD
yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk
dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan
program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam
Rancangan akhir RKPD.

Penetapan.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD
Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada
keselarasan antara perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah :

1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
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perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008
tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daearah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Pendahuluan im




23.

24,

25.

26.

27.

28.

20,

30.

3L

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 301);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor
2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
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(RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

32.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 101).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun
2022 merupakan tahun ke 2 (dua) dari Operasaional RPJMD Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021-2022 dimana saat ini Proses Penyusunan RPJMD Periode
2021-2026 dalam tahap penyusunan sehingga berjalan simultan dengan
penyusunan Rancangan RPJMD sehingga pengintegrasian RPJMD Sudah
Dilakukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 , RKPD ini selanjutnya akan
menjadi landasan dalam penyusunan, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Perangkat Daerah (PD) sampai kepada Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati
digunakan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (PD) dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan KUA,
Rancangan PPAS yang akan dibahas dengan DPRD untuk mendapat kesepakatan.
Adapun KUA-PPAS yang sudah disepakati oleh DPRD dan Bupati sebagai dasar
penyusunan RAPBD.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, maka RKPD Kabupaten Luwu Timur akan menjadi pedoman bagi
penyusunan Kebijakan Umum APBD serta PPAS Tahun 2022 dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun
2022 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran ditunjukkan pada
gambar 1.1.
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Gambar 1.1
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1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2022 adalah selain merupakan

dokumen Operasional dari pelaksanaan tahun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 pemerintah kabupaten Luwu timur, tidak
kalah pentingnya adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar
sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan
mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan
daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2022 adalah :

1.

Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 yang
selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022;

Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

Memelihara konsistensi antara capaian tujuan dan sasaran perencanaan
strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran
tahunan pembangunan daerah;

Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
Pemerintahan Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
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6. Menjadi
Pertanggungjawaban (LKP]) Kepala Daerah kepada DPRD;

7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.
8. Menjadi pedoman bagi seluruh Stakeholders Pembangunan daerah dalam
mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara

menyeluruh

Kabupaten Luwu Timur

acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan

1.5 SISTEMATIKA RKPD.

RKPD Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
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BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah.
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di
Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling
timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur
berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah utara dan
timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. Selain itu Kabupaten
Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di
sebelah selatan.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km? atau sekitar
11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. dan berada diketinggian 0—
1.20 m di atas permukaan laut (dpl).

Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur

L'\ PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LUWU TIMUR

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur, 2020
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Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 124
Desa dan 3 Kelurahan. Adapun 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Burau, Wotu,
Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana,
dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai
1.820,48 km2 atau sekitar 26,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Kota Malili merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Timur terletak 550 km sebelah
utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan
perjalanan darat (£12 jam) ataupun udara (Sorowako *45 menit dari Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar).

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten

Luwu Timur

No Kecamatan Luas Wilayah (ha) Persentase (%)
1. Burau 256,23 3,69%
2. Wotu 130,52 1,88%
3. Tomoni 230,09 3,31%
4. Tomoni 43,91 0,63%

Timur

Angkona 147,24 2,12%
6. Malili 921,2 13,26%
7. Towuti 1.820,48 26,21%
8. Nuha 808,27 11,64%
9. Wasuponda 1244 17,91%
10. Mangkutana 1.300,96 18,73%
11. Kalaena 41,98 18,73%
Kabupaten Luwu Timur 6.944,88 100,00

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Luwu Timur ,2021

Struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran
tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai daerah tiga
dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 13 (tiga belas) sungai dan 5 (lima) danau
dimana 3 (tiga) diantaranya sangat potensial untuk pengembangan budidaya
perikanan, pembangkit listrik dan kegiatan pariwisata, yakni Danau Towuti (luas 585
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km?— kedalaman 95 m), Danau Matano (luas 245,70 km? kedalaman 589 m), Danau
Mahalona (luas 25 km? kedalaman 95 m). Disamping itu juga terdapat 2 (dua)

telaga, yaitu Tapareng Masapi (luasnya 243,1 Ha), dan Lontoa (luasnya 171,5 Ha).

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak antara 2°03'00"-
3°03'25” LS dan 119928’567-121°%47°27” BT. Kabupaten ini berbatasan dengan
Kabupaten Poso dan Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara,
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah timur, Kabupaten
Kendari dan Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone di sebelah
selatan, dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah barat.

Secara geografis, sesungguhnya posisi Kabupaten Luwu Timur cukup
strategis, karena berbatasan dengan beberapa provinsi, sejumlah kabupaten, dan
berada di wilayah pesisir Teluk Bone. Posisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi
Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan kerjasama wilayah secara
fungsional dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan menerapkan konsep ini, Sul-
Selakini bahwa Kabupaten Luwu Timur akan dapat memperoleh kemanfaatan yang
lebih besar akibat posisi geografis-strategis tersebut. Curah hujan berkisar antara
2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yang cukup merata. Dengan
demikian, dari segi agroklimatologi, Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk

pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian.

2111 Topografis

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada
kawasan Pegunungan Verbeck merupakan daerah yang bertopografi pegunungan.
Namun di beberapa tempat merupakan daerah dataran hingga rawa-rawa. Wilayah-
wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah
pedataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat
pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona,
Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan
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bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81
ha), hal ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian.
Jika dilihat posisi wilayah ini dari muka laut, maka Kabupaten Luwu Timur
dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: 0 — 25 m, 25 — 100m, 100 — 500m, 500
— 1000m dan >1000m. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada
daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah
pedataran. Sejalan dengan kelerengan, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa
Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti didominasi oleh pegunungan berada pada
ketinggian di atas 1000 mdpl.

2.1.1.2 Geologi

Kondisi geologi wilayah Luwu Timur diuraikan berdasarkan tinjauan

geomorfologi, stratigrafi dan struktur geologi.

1. Geomorfologi

Morfologi daerah ini dapat dibagi atas 4 satuan, yakni : Daerah

pegunungan, Daerah Perbukitan, Daerah Karst dan Daerah Pedataran.

a. Daerah pegunungan menempati bagian barat dan tenggara pada lembar
Buyu Baliase, Salindu, Lawangke, Pendolo, Mangkutana dan Rauta,
Ballawai, Ledu ledu dan Tapara Masapi. Pada bagian tenggara lembar peta
terdapat Pegunungan Verbeck dengan ketinggian 800-1346 mdpl, dibentuk
oleh batuan ultramafik dan batugamping meliputi lembar Ledu-Ledu, Tara
Masapi, Malili, Tolala dan Rauta. Puncak-puncaknya antara lain G.
Tambake (1838 m), bulu Nowinokel (1700 m), G. Kaungabu (1760 m), Bulu
Taipa (1346 m), Bulu ladu (1274 m), Bulu Burangga (1032 m) dan Bulu
Lingke (1209 m). Sungai-sungai yang mengalir di daerah ini yaitu S.
Kalaena, S. Pincara, S. Larona dan S. Malili merupakan sungai utama. Pola

aliran sungai umumnya dendritik.

b. Daerah perbukitan menempati bagian meliputi lembar Bone-Bone,

Mangkutana, Wotu sebagian lembar Malili, dengan ketinggian antara 200-
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700 mdpl dan merupakan perbukitan yang agak landai yang terletak di
antara daerah pegunungan dan daerah pedataran. Perbukitan ini dibentuk
oleh batuan vulkanik, ultramafik dan batupasir. Puncak-puncak bukit yang
terdapat di daerah ini diantaranya Bulu Tiruan (630 m), Bulu Tambunana
(477 m) dan Bulu Bukila (645 m).

Daerah karst menempati bagian timur laut pada peta lembar Matano dengan
ketinggian antara 800-1700 mdpl dan dibentuk oleh batugamping. Daerah
ini dicirikan oleh adanya dolina, “sinkhole” dan sungai bawah permukaan.

Puncak yang tinggi di daerah ini di antaranya Bulu Empenai (1185 m).

Daerah pedataran menempati daerah selatan semua lembar peta,
menghampar mulai dari utara Bone-bone, Wotu dan Malili. Daerah ini
mempunyai ketinggian hanya beberapa meter di atas permukaan laut dan
dibentuk oleh endapan aluvium. Pada umumnya merupakan daerah
pemukiman dan pertanian yang baik. Sungai yang mengalir di daerah ini di
antaranya Sungai Salonoa, Sungai Angkona dan Sungai Malili,

menunjukkan proses berkelok.

Sungai-sungai yang bersumber di daerah pegunungan mengalir melewati
daerah ini terus ke daerah pedataran dan bermuara di Teluk Bone. Pola
alirannya dendrit. Terdapatnya pola aliran subdendritit dengan air terjun di
beberapa tempat, terutama di daerah pegunungan, aliran sungai yang
deras, serta dengan memperhatikan dataran yang agak luas di bagian
selatan peta dan adanya perkelokan sungai utama, semuanya menunjukkan

morfologi dewasa.

2. Stratigrafi

Berdasarkan himpunan satuan batuan, struktur dan biostratigrafi, secara

regional lembar Malili termasuk dalam Mandala Geologi Sulawesi Timur dan

Mandala Geologi Sulawesi Barat dibatasi oleh sesar Palu Koro yang membujur

hampir utara — selatan. Mandala Geologi Sulawesi Timur dapat dibagi menjadi

dua

W

jalur (belt) : lajur batuan malihan dan lajur ofiolit Sulawesi Timur yang terdiri
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batuan ultramafik dan batuan sedimen pelagos mesozoikum. Mandala

Geologi Sulawesi Barat dicirikan oleh lajur gunung api Paleogen dan Neogen,

intrusi Neogen dan sedimen flysch Mesozoikum yang diendapkan di pinggiran

benua (Paparan Sunda).

dike

Mandala Geologi Sulawesi Timur, berdasarkan jenis batuannya dapat
lompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1) batuan ofiolit, 2) lajur

metamorfik, 3) kompleks batuan campur aduk.

a.

W

Batuan Ofiolit; Merupakan batuan tertua di lembar ini, terdiri dari ultramafik
termasuk harsburgit, dunit, piroksenit, wehrlit dan serpentinit, setempat
batuan mafik termasuk gabro dan basal. Umurnya belum dapat dipastikan,
tetapi diperkirakan sama dengan ofiolit di lengan timur Sulawesi yang
berumur Kapur — Awal Tersier (Simandjuntak, 1986).

Lajur metamorfik, kompleks pompangeo; Terdiri dari berbagai jenis sekis
hijau di antaranya sekis mika, sekis hornblende, sekis glaukopan, filit,
batusabak, batugamping terdaunkan atau pualam dan setempat breksi.
Umurnya diduga tidak lebih tua dari Kapur. Di atas ofiolit diendapkan tak
selaras Formasi Matano ; bagian atas berupa batugamping kalsilutit, rijang
radiolaria, argilit dan batulempung napalan, sedangkan bagian bawah tediri
dari rijang radiolaria dengan sisipan kalsilutit yang semakin banyak ke
bagian atas. Berdasarkan kandungan fosil formasi ini menunjukkan umur

Kapur.

Komplek batuan buncah (Melange Wasuponda); Terdiri dari bongkahan
asing batuan mafik, serpentinit, pikrit, rijang, batugamping terdaunkan,
sekis, amfibolit dan eklogit berbagai ukuran yang tertanam di dalam massa
dasar lempung merah bersisik. Batuan tektonika ini tersingkap baik di
daerah Wasuponda serta di daerah Ensa, Koro Mueli dan Petumbea, diduga

terbentuk sebelum Tersier (Simandjuntak, 1980).

Pada Kala Miosen Akhir batuan sedimen pasca orogenesa Neogen

(kelompok Molasa Sulawesi) diendapkan tak selaras di atas batuan yang
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lebih tua. Kelompok ini termasuk Formasi Tomata yang terdiri dari klastika
halus sampai kasar, dan Formasi Larona yang umumnya terdiri dari klastika
kasar yang diendapkan dalam lingkungan dangkal sampai darat.
Pengendapan ini terus berlangsung sampai Kala Pliosen.

3. Struktur Geologi

Struktur utama yang berkembang di daerah ini berupa lipatan, sesar dan
kekar. Sesar meliputi sesar turun, sesar geser dan sesar naik. Daerah ini
memiliki tektonik yang cukup kompleks dengan pengaruh dua sesar besar yaitu
Sesar Palu-Koro dan Sesar Matano. Sesar Palu-Koro berarah relatif utara-
selatan, sedangkan sesar Matano berarah barat laut — tenggara.

Ditinjau dari arah sumbunya pelipatan di wilayah ini dapat dibagi menjadi
dua vyaitu perlipatan yang berarah barat daya-timur laut dan perlipatan yang
berarah barat laut —tenggara. Jenis perlipatan yang teridentifikasi melalui
kedudukan batuan adalah jenis antiklin.

Kekar terdapat dalam hampir semua satuan batuan. Terjadinya mungkin
dalam beberapa periode, sejalan dengan perkembangan tektonik di daerah ini.
Tegasan utama berarah N330°E, hasil pengukuran pada satuan sekis di Sungai
Laimbo dan satuan metagamping di Sungai Kalaena kemungkinan merupakan
arah sesar Regional Palu-Koro. Arah tegasan relatif timur barat N270°E
dihasilkan dari pengukuran pada satuan peridotit di daerah Bonepute. Arah
tegasan tersebut ditafsirkan sebagai arah Sesar Matano, kemungkinan arah ini
adalah arah Sesar matano Bawah. Tegasan utama berarah N20°E, hasil
pengukuran pada satuan peridotit di daerah Karebbe diperkirakan sebagai arah
tegasan utama yang mengotrol Sesar Geser Lampea dan Sesar Naik Tabarano.
Tegasan utama berarah N345°E, hasil pengukuran pada satuan batupasir
sedang di Sungai Bungadidi ditafsirkan sebagai arah tegasan yang
mempengaruhi pembentukan Perlipatan dan Sesar Naik Balease. Di tempat ini
pula dilakukan pengukuran kekar tarik yang menghasilkan arah N45°E, arah
tersebut akan memberikan dukungan terhadap keberadaan struktur sesar turun

di wilayah ini.
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2.1.1.3 Hidrologi

Dari data historis yang tersedia diperoleh bentuk pola curah hujan secara
umum untuk seluruh daerah pengamatan terjadi pola dengan 2 puncak musim hujan
yaitu pada sekitar bulan April dan Oktober. Pengaruh monsun barat yang kaya uap
air dan bertiup dari benua Asia dan Samudera Pasifik selama periode Desember,
Januari, dan Februari tidak menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi dalam
bulan-bulan ini. Jumlah curah hujan yang lebih tinggi justru terjadi pada bulan April,
hingga Mei yang mana di beberapa tempat di Indonesia merupakan bulan transisi |
yang juga dikenal sebagai bulan-bulan peralihan dari musim penghujan ke musim
kemarau.

Peningkatan jumlah curah hujan juga terjadi pada bulan Oktober, yaitu setelah
periode JJA, di mana merupakan transisi kedua atau peralihan dari musim kemarau
ke musim hujan. Pada bulan Oktober menuju bulan Desember perlahan jumlah
curah hujan untuk seluruh stasiun mengalami kenaikan hingga mencapai 100-200
mm/bulan. Walaupun demikian jumlah curah hujan ini jauh lebih rendah dibanding
jumlah curah hujan yang terjadi pada periode Maret, April, dan Mei yang mencapai
nilai 300 mm/bulan hingga 400 mm/bulan.

Adanya 2 puncak hujan yang terjadi di Sorowako dan wilayah sekitarnya
menandakan daerah ini merupakan daerah dengan pola hujan ekuatorial. Pola
hujan ekuatorial adalah suatu pola hujan dengan dua puncak musim hujan. Puncak-
puncak ini terjadi setelah ekuinoks (waktu ketika matahari berada di atas
khatulistiwa). Ekuinoks terjadi dua kali dalam setahun, yaitu pada 21 Maret dan 23
September, puncak-puncak hujan untuk daerah Sorowako terjadi di bulan April dan
Oktober yakni ketika matahari berada dekat dengan khatulistiwva. Pada saat
matahari berada pada posisi yang demikian, maka daerah-daerah yang dekat
dengan ekuator akan mendapatkan suplai radiasi yang besar yang akan membantu
terjadinya evaporasi yang pada akhirnya menyebabkan kondensasi awan dan
melahirkan endapan hujan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, yaitu hasil perhitungan rata-rata curah
hujan bulanan dan maksimum rata-rata curah hujan bulanan menunjukkan jika

Maret, April dan Mei merupakan bulan—bulan dengan curah hujan tinggi dan secara

‘ Gambaran Umum Kondisi Daerah I -19




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

tidak langsung menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan basah. Sementara
Agustus dan September dengan curah hujan yang lebih rendah dianggap sebagai
bulan-bulan kering. Dari nilai curah hujan yang turun ke permukaan dapat dilihat jika
secara umum distribusi curah hujan mengikuti pola pergerakan angin. Pola distribusi
curah hujan bulan Januari, Februari, Maret memiliki tendensi yang besar ke arah
timur. Ini disebabkan karena proses penguapan lebih banyak terjadi pada daerah
tubuh air seperti danau, dan sungai yang terletak di sekitar stasiun 3, dan 4.
Sedangkan pada bulan April endapan hujan yang terjadi cukup seimbang antara
dataran tinggi di sebelah barat dan dataran rendah di sebelah timur. Ini disebabkan
karena pada bulan ini kecepatan angin dari arah barat melemah dan arah angin
pada bulan ini tidak stabil mengingat bulan ini adalah bulan peralihan dari muson
barat ke muson timur. Disamping itu pada bulan ini matahari masih berada dekat
dengan khatulistiwa, sehingga daerah rendah di sebelah timur dengan bentangan
tubuh air akan mengalami penguapan yang besar.

Pada bulan Juni, Juli, Agustus distribusi lebih dominan ke arah barat laut,
utara, dan timur laut, sebab pada bulan ini matahari berada di Belahan Bumi Utara
(BBU), akibatnya daerah pada sebelah barat laut, utara dan timur laut mendapat
radiasi matahari yang besar dan menyebabkan suhu tinggi serta tekanan yang
rendah dibanding di sebelah selatan. Sehingga angin akan bergerak dari daerah
yang bertekanan tinggi disebelah selatan menuju ke arah daerah yang bertekanan
rendah.

Pada bulan September pola sebaran hujan membesar ke arah tenggara dan
endapan hujan lebih besar pada dataran rendah daripada dataran tinggi. Hal ini
terjadi sebab pada bulan ini matahari kembali berada di khatulistiwa sehingga
daerah danau yang berada di sebelah tenggara mengalami penguapan dan
akumulasi awan hujan yang besar dibanding daerah pegunungan di sebelah timur.

Di bulan Oktober, November, dan Desember endapan justru lebih kecil di
sebelah tenggara. Pada bulan ini angin muson timur yang bertiup melemah dan
berangsur digantikan oleh muson barat yang lembab, mengakibatkan daerah
dataran tinggi di bagian barat memperoleh curah hujan yang besar.

Secara umum pola distribusi curah hujan tahunan menunjukkan arah yang
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semakin besar ke arah dataran tinggi disebelah barat laut. Ini disebabkan karena
daerah di sebelah barat adalah daerah dengan bentangan pegunungan. Pada
daerah dataran tinggi suhu udara lebih rendah dibandingkan dataran rendah.
Daerah sebelah barat merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 500-1000 m dari
permukaan laut. Sedangkan daerah sebelah timur merupakan dataran rendah yang
< 500 m dari permukaan laut. Sepanjang tahun pola pergerakan angin bergerak dari
dataran tinggi yang memiliki gradien tekanan yang tinggi menuju ke arah dataran
rendah dengan gradien tekanan yang lebih rendah.

2.1.1.4 Klimatologi

Temperatur Udara. Temperatur rata-rata bulanan berkisar pada 24,0-26,1°C.
Temperatur tertinggi tercatat pada bulan November, sedangkan temperatur
terendah pada bulan Juli. Temperatur rata-rata bulanan cenderung meningkat dari
tahun ke tahun. Variasi tempertur rata-rata bulanan diperlihatkan pada Grafik
berikut:
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Grafik 2. 1 Variasi Temperatur Rata-rata Bulanan

Kelembaban Udara. Kelembaban (relatif) bulanan rata-rata berkisar pada
88,4-93,8%. Kelembaban relatif tertinggi terjadi pada hampir semua bulan (100%)

terutama pada bulan Juli, dan terendah pada bulan September (80,8%). Variasi
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kelembaban relatif rata-rata bulanan diperlihatkan pada grafik berikut.
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Grafik 2. 2 Variasi Kelembaban Relatif Rata-rata Bulanan

Penguapan. Penguapan yang terjadi cukup tinggi dengan nilai rata-rata
bulanan sekitar 2,7-4,3 mm, walaupun demikian diimbangi oleh curah hujan harian
yang tinggi pula. Penguapan tertinggi terjadi pada bulan Oktober (4,3 mm/hari),
sedangkan penguapan terendah teramati pada Bulan Juni (2,7 mm/hari). Periode
dengan tingkat penguapan tinggi terjadi mulai bulan Agustus sampai April (>3
mm/hari), sedangkan periode dengan penguapan rendah mulai bulan Mei sampai
dengan bulan Juli (<3 mm/hari). Profil penguapan di daerah studi diperlihatkan pada
Grafik berikut:
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Grafik 2. 3 Variasi evaporasi rata-rata bulanan

Curah Hujan. Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki
curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2014, rata-rata hari hujan per bulan
sebanyak 16 hari. Bulan Juni memiliki jumlah hari hujan tertinggi hingga 22 hari
dalam sebulan. Jumlah rata-rata hari hujan setiap bulan antara 12-25 hari. Periode
dengan tingkat curah hujan tinggi terjadi mulai bulan Maret sampai Mei (> 300 mm),
sedangkan periode dengan curah hujan rendah mulai bulan Agustus sampai dengan
bulan Oktober (< 200 mm). Periode dengan tingkat curah hujan sedang terjadi dari
bulan November sampai Februari (200 — 300 mm). Variasi curah hujan bulanan

diperlihatkan pada grafik berikut

Curah Hujan (mm)
Hari hujan (hari)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Bulan

Grafik 2. 4 Grafik Curah hujan rata-rata

Angin. Dalam penelitian ini data kecepatan dan arah angin setiap jam
selama 7 tahun terakhir diperoleh dari Stasiun Meteorologi PT. Vale, Tbk. Data
angin selama 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa antara pukul 07.00 sampai 18.00
(siang) arah angin dominan dari arah tenggara (24,8 %) dan dari utara (24,13 %),
sedangkan antara pukul 19.00 sampai 06.00 (malam) arah angin dominan dari arah
utara (36,8 %) dan dari arah tenggara (19,1 %). Kecepatan angin selama 7 tahun
terakhir antara pukul 07.00 sampai 18.00 sebagian besar berkisar 0 sampai 2 m/s
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(69,1 %), sedangkan antara pukul 19.00 sampai 06.00 besar berkisar 0 sampai 2
m/s (73.16 %).

2.1.1.1.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan terhadap potensi sumber daya alam di Kabupaten Luwu
Timur terbagi 2 (dua) yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

A. Kawasan Budidaya.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya
buatan, dan sumberdaya manusia. Kawasan budidaya berdasarkan RTRW
Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk:

1. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan
mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2. Memberikan arahan dalam menentukan prioritas pemanfaatan ruang antara
kegiatan budidaya yang berlainan.

3. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan
budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Kawasan budidaya di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari hutan produksi
terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi, perkebunan,
pertanian padi sawah dan padi ladang, permukiman (termasuk kawasan
pemerintahan) dan kawasan pertambangan.

Kriteria kawasan budidaya merupakan ukuran yang digunakan untuk
penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai kegiatan usaha dan atau
kegiatan yang terdiri dari kriteria teknis sektoral dan kriteria ruang. berdasarkan
azas-azas sebagai berikut:

1. Saling menunjang antar kegiatan meliputi:

a. Meningkatkan daya guna pemanfaatan ruang serta sumber daya yang
ada di dalamnya guna perkembangan kegiatan sosial, ekonomi dan
budaya.

b. Dorongan terhadap perkembangan kegiatan sekitarnya.
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2. Kelestarian lingkungan, meliputi:
a. Jaminan terhadap ketersediaan sumberdaya dalam waktu panjang.
b.  Jaminan terhadap kualitas lingkungan.
3. Tanggap terhadap dinamika perkembangan, meliputi:
a. Peningkatan pendapatan masyarakat.
b Peningkatan pendapatan daerah dan nasional.
C Peningkatan kesempatan kerja.
d. Peningkatan ekspor.
e

Peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya

Kawasan budidaya di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:
1. Kawasan hutan produksi, meliputi hutan produksi tetap dan hutan produksi
terbatas
2. Kawasan budidaya pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan lahan basah,
tanaman pangan lahan kering, peternakan, perkebunan, dan perikanan.
3. Kawasan budidaya non pertanian, meliputi kawasan permukiman,

pertambangan, industri, pariwisata dan sebagainya.

B. Kawasan Lindung

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung ditujukan untuk
mewujudkan kelestaian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung
lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung
proses pembangunan berkelanjutan. Klasifikasi kawasan lindung di Kabupaten
Luwu Timur dari fungsinya, meliputi:
1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah

kawasan hutan lindung

2. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari;
- Kawasan sempadan pantai
- Kawasan sempadan sungai

- Kawasan sempadan danau
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Kawasan cagar alam

3. Kawasan suaka alam, terdiri dari;

Kabupaten Luwu Timur

Kawasan konservasi perairan

Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan klasifikasi

kriteria serta urutan prioritas penerapannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten Luwu Timur

ungsi Peruntukan .
g

5 Rencana Pengelolaan Lokasi

Kawasan Ruang
Kawasan yang| Hutan Lindung | 1. Mempertahankan kawasan hutan lindung yang sudah | Rencana
memberikan ditetapkan dan meningkatkan fungsi hidrologisnya, | @lokasi hutan
Eenndungan sehingga tidak boleh dikonversi untuk kepentingan Im(ljung
awasan : : ; seluas
bawahannya lain yang mengubah fungsi hutan lindung. 238.589 42

10.

11.

12.

Menjaga fungsi hutan lindung yang masih baik serta
mengembalikan kawasan yang beralih pemanfaatan
lahannya dari non hutan menjadi hutan lindung.
Beberapa kawasan tertentu, terutama hutan produksi
(terbatas dan tetap) yang memenuhi kriteria hutan
lindung agar diproses secara cermat sesuai prosedur
yang berlaku menjadi kawasan hutan lindung.
Mengukuhkan kawasan sebagai hutan
apabila kawasan tersebut belum dikukuhkan.
Bagi kawasan non hutan (perkebunan) yang
mempunyai kriteria  lindung agar dikaji dan
dipertimbangkan fungsinya sebagai hutan lindung
atau kawasan resapan air atau dialihfungsikan secara
bertahap (terutama bagi HGU-nya telah habis atau
dihapuskan) secara cermat dan tepat sehingga
menjadi bagian dari kawasan yang berfungsi lindung.
Kegiatan pada kawasan hutan lindung harus dibatasi
secara ketat dan tidak mengganggu fungsi lindung
seperti ekosistem, penelitian, dan pendidikan
lingkungan.

Kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada
kawasan hutan lindung dicegah perkembangannya,
dan secara bertahap diarahkan sesuai fungsi
kawasan.

Wilayah-wilayah perkampungan/penduduk
asli/setempat yang berada di kawasan ini diupayakan
mendapat perlakuan khusus, antara lain:
Pemanfaatannya harus tetap mengacu pada fungsi
lindung.

Luasnya tidak boleh ditambah dan tidak boleh
diperjualbelikan.

Tidak diperkenankan mengubah bentang alam,
kecuali untuk meningkatkan sistem konservasi tanah
dan air.

Tidak diperkenankan mendirikan bangunan, kecuali
bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi
hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan
bagian jaringan atau transmisi bagi kepentingan
umum/ekowisata sepanjang tidak mengganggu
keseimbangan  ekosistemnya, misalnya  pos

lindung
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pengamatan dan penjagaan, jalan setapak untuk
wisata, triangulasi, jaringan listrik/telekomunikasi dan
patok.

13. Melakukan rehabilitasi dan reboisasi dengan tutupan
vegetasi tetap, terutama pada lahan-lahan yang saat
ini kritis.

14. Menjaga dan melindungi flora dan fauna yang ada.

15. Monitoring secara kontinu, khususnya pada
kegiatan/pemanfaatan lahan yang saat ini tidak
sesuai dengan peruntukan fungsi hutan lindung.

16. Dilakukan pola-pola partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kawasan.

17. Dilakukan studi-studi terhadap potensi ekonomi hutan
lindung untuk sumberdaya non kayu.

Kawasan

. Memperhatikan keberadaan kawasan baik fungsi dan

Luas rencana

Cagar Alam
Suaka Alam kualitasnya. kawasan
dan Cagar . Dapat dikembangkan sebagai daerah ekowisata selama | ¢29ar alam
Budaya tidak mengganggu fungsi utama kawasan. ZgglashglOl.
. Rehabilitasi dan reboisasi terhadap kawasan yang hekt’ar.
mengalami kerusakan lingkungan. Kawasan
. Melakukan pengawasan dan pengamanan kawasan |cagar alam
terhadap gangguan dan kegiatan pariwisata. tersebar di
Kecamatan
Angkona,
Kalaena,
Mangkutana,
Nuha, Towuti,
dan
Kecamatan
Wasuponda
1. Konservasi . Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau|Luas rencana
Perairan kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin |kawasan )
ketersediaan sumberdaya air. konservasi
. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan kecuali ggﬁgﬁn
bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi 73.445,47
kawasan selama tidak mengganggu ekosistem kawasan | hektar.
. Kawasan ini dikategorikan sebagai wilayah limitasi bagi|Kawasan
pembangunan fisik dan diperlukan bagi kelestarian|konservasi ini
lingkungan. tersebar di
Kecamatan
Towuti dan
Kecamatan
Nuha.
Kawasan (a) Sempadan . Tidak mengeluarkan ijin bangunan dan kegiatan yang |Luas
Perlindungan Sungai berdampak mengganggu aliran sungai pada daerah |sempadan
Setempat sempadan sungai, kecuali bangunan yang diperlukan | Sungai adalah
untuk menunjang fungsi kawasan. ﬁgﬁgf’ﬂ
. Bangunan yang sudah berada di kawasan sempadan Kawasan
sungai ditata, baik secara rekayasa teknis maupun non|sempadan
teknis, sehingga tidak mengganggu aliran sungai. sungai
. Menata atau mengelola saluran-saluran bangunan |tersebar di
limbah yang menuju badan sungai dan tertentu pada |seluruh
sempadan pantai. Kabupaten
. . - Luwu Timur.
. Melakukan konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan
sungai yang potensial erosi dan longsor.
(b) Sempadan 1. Pemanfaatan lahan pada kawasan ini baik melalui|Luas
Pantai rekayasa teknis maupun non teknis harus dilakukan semp{idan
melalui kajian AMDAL yang cermat dan tidak|Pantai adalah
diperkenankan memberi dampak negatif terhadap ﬁj(g;m
lingkungan pantai. Lokasi
2. Penataan dan pengendalian terhadap bangunan atau | kawasan
aktivitas yang mengganggu lingkungan pantai dan|sempadan

keindahannya.

pantai berada
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3. Menyusun pengelolaan terpadu kawasan pesisir|di Kec.
terutama untuk pengembangan kegiatan budidaya. |Angkona,
Burau, Malili
dan
Kecamatan
Wotu.

(c) Kawasan 1. Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan pada Ka\{vasan
Sekitar kawasan yang rawan erosi untuk mencegah percepatan Seklté_if _danau
Danau sedimentasi pada danau. memiliki  luas

2. Menata ulang kawasan untuk meningkatkan fungsi 6.575,38 .
hektar. Lokasi
kawgsan ) ) ) kawasan
3. Kegiatan budidaya dapat dilakukan selama tidak|gekitar danau
mengganggu kualitas dan fungsi danau terdapat di
4. Memasang rambu/tanda perungatan di wilayah radius | Kecamatan
kawasan Towuti, Nuha
dan
Kecamatan
Wasuponda.

Sumber : RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031

2.1.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri
dari tiga dimensi utama yaitu daerah pantai, dataran sampai ke daerah yang
berbukit. Sebagian besarnya didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81

ha). Hal ini mengGrafikkan suatu daerah menyimpan potensi kandungan

sumberdaya alam yang melimpah.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan Aset
pengembangan di masa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal

sebagai berikut:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang

ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai

pengembangan kegiatan perekonomian.

2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia
sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha
agribisnis dan bisnis kehutanan, dimana kondisi eksisting menunjukan bahwa
kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46% dari total luas
Kabupaten Luwu Timur.

3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang

oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata,

W
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khususnya sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang
sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten

Luwu Timur. Pengembangan bidang pertambangan :

a. Nikel terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha

. Batu koral terdapat di Desa Tabarano Kecamatan Nuha, Desa Loeha

Kecamatan Towuti Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Desa Margolembo
Kecamatan Mangkutana dan Desa Jalajja Kecamatan Burau.

Pasir terdapat di Desa Lioka, Loeha, Tokalimbo Kecamatan Towuti, Desa
Laskap, Wewangriu, Puncak Indah, Balantang Kecamatan Malili, Desa Ujung
Baru Kecamatan Tomoni, Desa Kasintuwu, Margolembo, Pertasi Kencana,
Wonorejo Kecamatan Mangkutana, dan Desa Jalajja, Lumbewe Kecamatan

Burau.

. Tanah liat terdapat di Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Laskap,

Wewangriu Kecamatan Malili, Desa Lera Kecamatan Wotu, dan Desa Lanosi

Kecamatan Burau.

. Kaolin terdapat di Desa Asuli Kecamatan Towuti.

Pasir kuarsa terdapat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.

Kawasan wisata yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Obyek wisata
yang adapun bervariasi jenisnya, yaitu berupa obyek wisata alam, budaya,
bahari, dsb. Berikut ini dijelaskan mengenai obyek-obyek wisata yang terdapat
di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Lokasi kawasan
wisata tersebut masih memerlukan pembenahan dan pengelolaan dengan
upaya peningkatan infrastruktur pendukung kawasan wisata, potensi
ekowisata dan wisata bahari. Potensi wisata ini meliputi;

Danau Towuti yang terdapat di Desa Timampu Kecamatan Towulti.

Air Terjun Mata Buntu terdapat di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda.
Danau Matano terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha.

Wisata Perburuan terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha.

Pantai Batu Menggoro terdapat di Desa Harapan Kecamatan Malili.
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Air Terjun Atu’e terdapat di Desa Atu’e Kecamatan Malili.

Pemandian Alam Mantadulu di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona.

= «Q

Pantai Sare Bissue di Desa Lera Kecamatan Wotu.

Wisata Sejarah Makam Puang Sanro di Desa Lampe Nai Kecamatan Wotu.

j.  Air Terjun Salu Anoang di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.

k. Pemandian Air Panas di Desa Cendana Kecamatan Burau.

|.  Gua Kelelawar di Desa Mabonta Kecamatan Burau.

m. Pantai Lemo di Desa Mabonta Kecamatan Burau.

Pulau Bulu’ Poloe, Malili wisata bahari (Panorama Alam)

6. Potensi pengembangan sumber daya kelautan di Teluk Bone
Potensi sarana wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur yang dapat
dijadikan aset untuk pengembangan di masa yang akan meliputi hal-hal
sebagai berikut :

a. Adanya jaringan jalan regional yang melewati wilayah Kabupaten Luwu Timur
(jalan arteri primer) yang menghubungkan Kabupaten Luwu Timur dengan
Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah
(Kabupaten Morowali) serta Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi
Tenggara (Kabupaten Kendari).

b. Terdapat Pelabuhan Laut Lampia yang keberadaannya diharapkan dapat
membuka keterisolasian daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh
transportasi darat.

c. Adanya bandar udara di Sorowako yang dapat menghubungkan wilayah
Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Potensi pengembangan pelabuhan di Malili untuk memperkuat keterkaitan

dengan wilayah ekternal.
Sedangkan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan
mempertimbangkan potensi unggulan daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Produksi;
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Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan
wilayah hutan memiliki potensi yang besar untuk dikelola dengan baik di
kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 tercatat luas kawasan hutan seluas
690.805,31 Ha, hutan lindung 216.289,84 Ha selain sebagai pengatur tata air
hutan lindung dapat dimanfaatkan penghasil nonkayu seperti rotan, damar dll.
Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebesar 179.797,15 Ha juga dapat
berfungsi sebagai jasa wisata, dan kawasan hutan produksi yang terdiri dari:
Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni,
Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Towuti, Nuha dan Wasuponda dengan
luas 114.264,71 Ha,;

Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Burau, Angkona, Malili,
Mangkutana, Kalaena, Nuha, Towuti, Wotu, Tomoni dan Wasuponda dengan
luas 19.038,99 Ha; dan

Kawasan hutan produksi konversi di Kecamatan Burau, Mangkutana dan

Tomoni dengan luas 11.550,04 Ha.

Kawasan peruntukan pertanian;

Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Luwu Timur dikembangkan

seluas 27.709,50 Ha, meliputi; Kecamatan Angkona , Kecamatan Burau, Kalena,

Malili, Mangkutana, Nuha, Tomoni Timur, Towuti, Wasuponda dan Wotu.

Tabel 2.3 Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur

No Kawasan Tanaman Pangan Luas (Ha) Persentase (%)
1 Kecamatan Angkona 4.609,23 16,63
2 Kecamatan Burau 3.000,00 10,83
3 Kecamatan Kalaena 2.900,00 10,47
4 Kecamatan Malili 880,88 3,18
5 Kecamatan Mangkutana 2.218,51 8,01
6 Kecamatan Nuha 109,13 0,39
7 Kecamatan Tomoni 1.400,00 5,05
8 Kecamatan Tomoni Timur 3.000,00 10,83
9 Kecamatan Towuti 4.012,73 14,48

‘ Gambaran Umum Kondisi Daerah I-31




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No Kawasan Tanaman Pangan Luas (Ha) Persentase (%)
10 | Kecamatan Wasuponda 979,02 3,53
11 | Kecamatan Wotu 4.600,00 16,60

Jumlah 27.709,50 100,00

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019
Dalam rangka menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan

kedaulatan pangan, ditetapkan beberapa kawasan pertanian tanaman pangan
sebagai Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelnjutan (KP2B) untuk dilindungi
dan dikembangkan secara konsisten. Adapun rencana pengembangan KP2B di
Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan intensifikasi lahan pertanian yang sudah
ada serta pembukaan sawah baru. Luas lahan yang akan dikembangkan untuk
KP2B di Kabupaten Luwu Timur kurang lebih seluas 27.243,78 Ha. Sedangkan
lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kurang lebih seluas 465,72 Ha.

b. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman
tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.
Tujuan pengembangan kawasan perkebunan adalah mengembangkan areal
produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan
potensi dan kesesuaian lahan, serta pegembangkan kawasan sentra produksi
perkebunan.

Secara khusus pengembangan kawasan perekebunan di Kabupaten Luwu
Timur bertujuan untuk:

a. Mendorong pengembangan perekonomian masyarakat;
b. Merehabilitasi ruang pasca tambang; dan
c. Menyediakan bahan baku untuk industri.

Berdasarkan komoditas yang sudah berkembang dan kesesuain lahan untuk
pengembangan perkebunan serta potensi pasar terhadap hasil perkebunan maka
komoditas tanaman perkebunan yang akan dikembangkan di Kabupaten Luwu
Timur meliputi perkebunan sawit, perkebunan kelapa, perkebunan lada, dan
perkebunan sagu.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur
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meliputi areal seluas kurang lebih 66.564,40 Ha yang tersebar di seluruh wilayah
kecamatan. Prioritas pengembangan kawasan perkebunan di masing-masing

kecamatan lihat uraian tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kawasan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur

No Kawasan Perkebunan Luas (Ha) Persentase (%)
1 | Kecamatan Angkona 8.247,95 12,39
2 Kecamatan Burau 8.329,38 12,51
3 | Kecamatan Kalaena 2.606,89 3,92
4 Kecamatan Malili 7.525,95 11,31
5 | Kecamatan Mangkutan 6.225,62 9,35
6 | Kecamatan Nuha 4.329,96 6,50
7 Kecamatan Tomoni 3.993,42 6,00
8 Kecamatan Tomoni Timur 949,3 1,43
9 Kecamatan Towuti 12.831,28 19,28
10 | Kecamatan Wasuponda 6.531,02 9,81
11 | Kecamatan Wotu 4.993,63 7,50

Jumlah 66.564,40 100,00

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

c. Kawasan Hortikultura

Pertanian hortikultura yang tumbuh di Kabupaten Luwu Timur adalah: jagung,
ubi kayu, ubi jalar, talas, kacang dan sagu. Jenis pertanian lahan kering ini
dikembangkan pada lahan yang bersesuaian, baik berdasarkan peta kesesuaian
lahan maupun fakta di lapangan. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura di
Kabupaten Luwu Timur direncanakan seluas kurang lebih 14.939,90 Ha dengan
rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Kawasan Holtikultura Kabupaten Luwu Timur

No Kawasan Holtikultura Luas (Ha) Persentase (%)
1 | Kecamatan Burau 3.300,00 22,09
2 | Kecamatan Malili 1.769,95 11,85
3 | Kecamatan Mangkutana 3.500,00 23,43
4 | Kecamatan Nuha 4.329,96 28,98
5 | Kecamatan Tomoni 1.400,00 9,37
6 | Kecamatan Towuti 14,25 0,10
7 | Kecamatan Wotu 625,74 4,19

Jumlah 14.939,90 100,00

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019
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3. Kawasan peruntukan perikanan;

Kawasan perikanan di Kabupaten Luwu Timur berupa kawasan perikanan
budidaya (tambak/air tawar) dan kawasan pengembangan pelabuhan perikanan
berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap
Pengolahan ikan atau industri perikanan (added value) terhadap hasil
tangkapan/budidaya ikan masih berlum berkembang di Kabupaten Luwu Timur.
Mengingat potensi perikanan tangkap/budidaya yang sangat besar (terutama
laut), serta perlunya transformasi struktur ekonomi masyarakat yang berbasis
non lahan, maka usaha pengolahan ikan merupakan salah satu tumpuan
peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten terutama di kawasan pesisir

Kabupaten Luwu Timur.

kawasan Minapolitan di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu juga didorong
pengembangan pada kawasan sebagai berikut:

a. Perikanan tangkap laut di Kabupaten Luwu Timur dengan sebaran berada pada
wilayah pesisir yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Angkona dan Malili;

b. Perairan umum 3 (tiga) Danau sebanyak 589,20 ton yang meliputi Kecamatan

Towuti dan Nuha.

2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya darat di Kabupaten
Luwu Timur direncanakan seluas kurang lebih 13.920,40 Ha dengan rincian sebagai
berikut;

Tabel 2.6 Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Luwu Timur

No Kawasan Perikanan Budidaya Luas (Ha) Persentase (%)
1 Kecamatan Angkona 2.900,00 20,83
2 Kecamatan Burau 420,4 3,02
3 Kecamatan Malili 8.100,00 58,19
4 Kecamatan Wotu 2.500,00 17,96

‘ Gambaran Umum Kondisi Daerah Il -34




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

| Jumlah | 13.920,40 | 100,00
Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

3) Pelabuhan Pendaratan lkan dan Tempat Pelelangan Ikan

Jangka Panjang, pengembangan PPI/TPI Malili akan didorong sebagai
embrio untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis ikan tangkap dan
budidaya. Dengan demikian, untuk mengembangkan Kecamatan Malili, Wotu,
Angkona, dan Burau sebagai kawasan minapolitan berbasis ikan tangkap, maka
akan dikembangkan fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar,
permodalan, sarana produksi, pengolahan, pemasaran, kelembagaan usaha, serta
fasilitas penyuluhan dan pelatihan.

Untuk maksimalkan hasil pemasaran hasil perikanan tangkapan, Arahan
pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan
(PPI/TPI) di Kecamatan Malili dan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pelabuhan

pendaratan ikan (PPI) di Kecamatan Wotu perlu untuk diperhatikan.
4. Kawasan peruntukan pertambangan dan Energi

Kawasan peruntukan pertambangan di kabupaten Luwu Timur, sebaiknya
ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1) Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas

berdasarkan peta/data geologi;

2) Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan

pertambangan secara berkelanjutan;

3) Tidak berada dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung

Untuk kepentingan perlindungan lingkungan, perlu disusun rencana
pengelolaan kawasan pertambangan, yakni:

1) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan
mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi
dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

2) Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi

sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan
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penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi
lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan
budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
hidup;

Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan
tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas
penambangan.

Memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya-upaya menjaga kestabilan
fungsi lahan agar jangan sampai terganggu dan berubah secara drastis.
Memperhatikan pertimbangan faktor ekonomi pengembangan dengan
mengutamakan aktivitas yang lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi
pembangunan.

Memperhatikan ketersediaan cadangan sumber daya mineral agar jangan

sampai di eksploitasi secara berlebihan.

Potensi Kawasan Pertambangan Mineral Logam

Adapun wilayah pengembangan kawasan pertambangan mineral logam dengan

luas 325.717,83 Ha atau 46,67 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

. Kawasan Pertambangan Batuan

Adapun wilayah pengembangan kawasan pertambangan mineral dengan

potensi mineral bukan logam logan/batuan dengan luas 15.9458,17 Ha atau

22,85% dari luas Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.7 Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Kabupaten Luwu Timur

Uraian Luas (Ha) Pers(g/(r:)tase
WPN 205.823,72 29,49
WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan 159.458,17 22,85
WUP Mineral Logam 325.717,83 46,67
WUPK 6991,86 1,00
Grand Total 697991,58 100,00

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

Wilayah usaha pertambangan (WUP) di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari
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wilayah pencadangan negara (WPN) dengan luas 20.823,72 Ha, WUP mineral
bukan logam sebanyak 159.458,17 Ha, WUP mineral logal sebanyak 6.991,86
Ha. Dari total WUP sebanyak 697.991,58 Ha.

Tabel 2.8 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Luwu Timur

No Uraian Luas (Ha) Pers(g/gtase

1 Billy Indonesia 7521
Nikel 7521 17,24

2 Citra Lampia Mandiri 9879,44
Nikel 9879,44 22,65

3 | Mahkota Nikel Indonesia 9997,75
Nikel dmp 9997,75 22,92

4 | Prima Utama Lestari 1539,63
Nikel 1006,11 2,31
Nikel Laterit 533,52 1,22

5 | Sumber Wahau Jaya 1676,23
Nikel dmp 1676,23 3,84

6 | Tiga Samudra Nikel 9964,65
Nikel dmp 9964,65 22,85

7 | Tiga Samudra Perkasa 3039,07
Bijih Nikel 3039,07 6,97
Total 43617,77 100,00

Sumber; Dinas ESDM Provinsi Sulsel, Tahun 2019

Potensi tambang yang ada di Kabupaten Luwu Timur meliputi kandungan
mineral logam dan bukan logam (batuan). Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi
pertambangan mineral yang tersebar di setiap kecamatan ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan bahan bangunan di Kabupaten. Kegiatan pertambangan
dilakukan pada lahan yang diindikasikan memiliki kandungan potensi tambang
kecuali di dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai:

a. kawasan hutan lindung dan kawasan lindung di laut.
b. kawasan lindung yang diindikasikan dapat mempengaruhi kelestarian
lingkungan dan dapat membahayakan lingkungan di sekitarnya.

kawasan cagar budaya.

d. kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
e. kawasan budidaya permukiman sudah terbangun.
Kegiatan pertambangan dapat dilakukan pada kawasan budidaya selain yang
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undangan.

b. melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang sesuai dengan rencana tata ruang

yang sudah ditetapkan.

Tabel 2.9 Kawasan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur

Kawasan Pertambangan Persentase

No &Energi 9 Luas (Ha) (%)
1 | Kecamatan Kalaena 1,1 0,01
2 | Kecamatan Malili 795,61 6,89
3 | Kecamatan Mangkutana 6,17 0,05
4 | Kecamatan Nuha 4.895,11 42,37
5 | Kecamatan Towuti 5.600,00 48,47
6 | Kecamatan Wasuponda 256,59 2,22
Jumlah 11.554,58 100

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

5. Kawasan peruntukan industri;

Kegiatan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan

mentah,bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang

bangun dan perekayasaan industri. Kawasan perindustrian merupakan kawasan

yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini tidak boleh

mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Adapun kriteria kawasan

perindustrian yakni sebagai berikut :

Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;

Tersedia sistem air baku yang cukup;

Adanya sistem pembuangan limbah;

Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat; dan

Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan
berpotensi untuk pengembangan irigasi.

Tujuan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur adalah

sebagai berikut:
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1. Menyediakan ruangan bagi kegiatan-kegiatan produksi suatu barang yang
mempunyai nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang
bangun dan perekayasaan yang berkaitan dengan lapangan Kkerja
perekonomian lainnya;

2. Memberikan kemudahan pertumbuhan industri baru dengan mengendalikan
pemanfaatan ruanglainnya, untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga
mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas lingkungan.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur diintegrasikan
dengan rencana pengembangan pelabuhan serta mempertimbangkan ketersediaan
bahan baku yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Rencana pengembangan kawasan
industri di Kabupaten Luwu Timur meliputi kawasan industri, sentra industri kecil dan
menengabh.

A. Kawasan Industri
Rencana kawasan industri lampia di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
merupakan kawasan industri yang memiliki luas yang sudah dibebaskan
mencapai 36,33 Ha. Kawasan Industri Lampia merupakan kawasan yang
diperuntukan sebagai kawasan industri pengolahan dan manufaktur.

B. Sentra Industri Kecil dan Menengah
Pengembangan 10 kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah, sesuai
karakteristik dan komoditas unggulan di wilayahnya seperti pertanian,
pariwisata, industri, UMKM, hingga peternakan.

1. Kecamatan Nuha, pengembangan Kawasan Wisata yang terdiri 4 desa yaitu
Desa Nuha, Desa Sorowako, Desa Nikkel dan Kelurahan Magani.

2. Kecamatan Towuti, Kawasan Pertanian Terpadu yang terdiri dari 5 desa yaitu
Desa Mahalona, Desa Libukan Mandiri, Desa Kalosi, Desa Tole, dan Desa
Buangin.

3. Kawasan Agro Industri, Perkebunan Lada yang terdiri 5 desa yaitu Desa
Tokalimbo, Desa Loeha, Desa Ranteangin, Desa Bantilang, dan Desa

Masiku.
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Kawasan Perdagangan, dan Industri Olahan Komoditas, terdiri dari 5 desa
yaitu Desa Asuli, Desa Wawondula, Desa Lioka, Desa Baruga dan Desa
Langkea Raya.

Kawasan Peternakan dan Penunjang, terdiri dari 3 desa yaitu Desa Pekaloa,
Desa Matompi, Desa Timampu, Kecamatan Wasuponda.

Kawasan Peternakan dan Pengolahan, hasil Hutan Non-Kayu terdiri dari 3
desa yaitu Desa Kawata, Desa Parumpanai, dan Desa Matano (Kec. Nuha).
Kawasan Agrowisata 4 desa meliputi: Desa Wasuponda, Desa Ledu-Ledu,
Desa Balambano, Desa Tabarano, Kecamatan Malili.

Kawasan Pesisir dan Industri Olahan Hasil Laut teridiri dari 4 desa yaitu Desa
Harapan, Desa Pasi-Pasi, Desa Wewangriu, Desa Balantang.

Kawasan Layanan Jasa dan Perkotaan terdiri dari 3 desa yaitu Desa Baruga,
Desa Puncak Indah dan Kelurahan Malili.

10.Kawasan Penunjang pengolahan hasil laut, terdiri dari 2 desa yaitu Desa

Laskap dan Desa Pongkeru.

6. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi

pengembangan kegiatan pariwisata, serta mempunyai salah satu kondisi sebagai
berikut:

1.

Keindahan alam dan keindahan panorama.

2. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan.
3.
4

. Kawasan yang mendukung upaya pelestarian Budaya dan lingkungan.

Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah tinggi.

Dalam arahan pengembangan pariwisata di Kabupaten Luwu Timur terbagi

menjadi 2 (dua) Pengembangan Kawasan Wisata, yaitu:

a.

Kawasan Wisata 3 Danau, memiliki fungsi utama untuk wisata alam danau
dengan keunikan danau, dengan wisata pendukung meliputi wisata alam,
wisata pantai danau, wisata snorkeling. Ekosistem dan keragaman hayati yang

sangat endemis membuat Danau Matano dimasukkan dalam kategori Global
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Ecoregions. Lokasi wisata yang populer antara lain Pantai Ide, Pantai Kupu-
kupu dan Pantai Salonsa.

b. Kawasan Wisata Alam dan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Laut, memiliki
fungsi utama sebagai pintu masuk wisatawan serta pusat transit wisatawan
dengan kegiatan wisata adalah wisata alam dan wisata bahari. Sebaran
potensi wisata alam dan wisata bahari di Kecamatan Malili Pulau Bulupoloe,
Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Angkona, Kecamatan

Mangkutana dan Kecamatan Tomoni.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan wisata dapat
dikembangkan pada kawasan lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan
sebagai kegiatan wisata seperti kawasan cagar budaya, kawasan hutan lindung,
kawasan sempadan pantai dan sebagainya.

Kawasan pariwisata yang akan dikembangkan untuk mendukung struktur
perekonomian Kabupaten Luwu Timur pada masa yang akan datang kurang lebih
seluas 58,02 Ha di Kecamatan Nuha. Pengembangan kawasan wisata dan fasilitas
pendukungnnya secara khusus akan dikembangkan berdasarkan potensi wisata
yang meliputi:

Tabel 2.10 Lokasi Objek Wisata Alam Kabupaten Luwu Timur

No | Nama Objek Lokasi
Objek Wisata Alam
1 Danau Matano Desa Matano Kec. Nuha
2 Cagar Alam Perburuan Desa Matano Kec. Nuha
3 Mata Air Matano (Bura-Bura) Desa Matano Kec. Nuha
4 Pantai Ide Desa Magani Kec. Nuha
5 Pantai Pomua Dahu-Solonsa Desa Magani Kec. Nuha
6 Bumi Perkemahan Sawerigading Desa Magani Kec. Nuha
7 Pantai Kupu-Kupu-Tapu Singkole Desa Magani Kec. Nuha
8 Pantai Molino Topundau Desa Magani Kec. Nuha
9 Pantai Impian-Old Camp Desa Sorowako Kec. Nuha
10 | Danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti
11 | Danau Mahalona Desa Mahalona Kec. Towuti
12 | Danau Tapparang Masapi Desa Mahalona Kec. Towuti
13 | Air Terjun Mata Buntu Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
14 | Kali Dingin (Wasuponda) Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
15 | Air Terjun Atue Desa Atue Kec. Malili
16 | Sungai Malili Desa Malili Kec. Malili

‘ Gambaran Umum Kondisi Daerah Il -41




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Nama Objek

Lokasi

17 | Hutan Mangrove

Kec. Malili/lWotu/Burau

18 | Sumur Sawerigading

Desa Baruga Kec. Malili

19 Permandian Alam Mantadulu

Desa Mantadulu Kec. Angkona

20 | Air Terjun Tokio Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana

21 | Sungai Uelanti Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana

22 | Permandian Lopi Desa Margolembo Kec. Mangkutana

23 | Air Terjun Saloanuang Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana

24 | Banua Pangka Desa Bawalipu Kec. Wotu

25 | Gua Batu Putih Desa Batu Putih Kec. Burau

26 | Permandian Air Panas Desa Cendana Kec. Burau

27 | Air Terjun Bonepute Desa Bonepute, Kec. Burau

28 Batu Papan Desa Rantemario, Kec. Tomoni
Objek Wisata Sejarah

1 Makam Mokole Lakamandiu

Desa Matano Kec. Nuha

2 Makam Puang Sanro

Desa Lampenai Kec. Wotu

3 Kuburan Tua

Desa Mabonta Kec. Burau

Objek Wisata Bahari

1 Pantai Balo-Balo

Desa Lera Kec. Wotu

2 Pantai Lemo

Desa Mabonta Kec. Burau

3 Pantai Ujung Suso

Desa Mabonta Kec. Burau

Objek Wisata Buatan

1 Bukit Agro (Tabarano)

Desa Tabarano Kec. Wasupona

2 Semoga Lestari Water Park

Desa Lestari, Kec. Tomoni

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olaharaga Kab. Lutim Tahun 2019

2.1.1.2 Demografi

2.1.1.2.1 Komposisi dan Jumlah Penduduk

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga
di Kabupaten Luwu Timur

1 | 2016 | 151,787 142,191 293,978 81,122
2 | 2017 | 152,623 143,281 295,904 82,259
3 | 2018 | 154,391 145,584 299,975 85,028
4 | 2019 | 154,978 145,396 300,374 87,534
5 2020 | 155,726 146,313 302,039 89,380

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021
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Tahun
No. Kelompok Umur
2016 2017 2018 2019 2020
1. 0-4 32.540 32.822 33.087 25.568 26.226
2. 5-9 29.810 30.341 30.858 29.793 29.869
3. 10-14 27.520 27.873 28.264 30.454 30.423
4. 15-19 24.614 24.778 24.850 30.681 28.471
5. 20-24 22.316 22.985 23.616 27.005 27.425
6. 25-29 25.307 25.910 26.520 22.668 23.386
7. 30-34 24.588 24.917 25.286 22.437 22.342
8. 35-39 20.891 21.144 21.384 24.480 24.027
9. 40-44 17.803 18.149 18.454 22.461 23.047
10. 45 -49 14.838 15.379 15.874 18.452 19.128
11. 50 - 54 12.607 13.224 13.855 13.887 14.404
12. 55 - 59 10.546 11.077 11.617 9.940 10.212
13. 60 — 64 6.817 7.175 7.557 7.687 8.285

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.13 Data Sex Ratio Kabupaten Luwu Timur Keadaan per 31 Desember 2020

Tahun Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (orang) Sex Ratio
2016 144912 136.910 281.822 105,84
2017 147.984 139.890 287.874 106
2018 151.020 142.802 293.822 106,05
2019 154.978 145.396 300.372 106,59
2020 155.726 146.313 302.039 106,43

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.1.2.2 Distribusi dan kepadatan penduduk

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 — 2020

1 | Mangkutana 22,925 22,868 22,827 22,523 22,437
2 | Nuha 23,709 23,867 24,003 23,769 23,755
3 | Towuti 37,750 39,542 41,510 42,391 43,597
4 | Malili 41,475 41,653 42,610 42,882 43,421

W
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5 | Angkona 24,813 24,955 25,297 25,377 25,303
6 | Wotu 33,728 33,531 33,694 33,569 33,732
7 | Burau 36,247 35,753 35,463 35,197 35,100
8 | Tomoni 26,011 26,220 26,489 26,578 26,773
9 | Tomoni Timur 13,559 13,634 13,802 13,699 13,649
10 | Kalaena 12,014 12,129 12,334 12,337 12,297
11 | Wasuponda 21,747 21,752 21,946 22,052 21,975

Jumlah 293,978 295,904 299,975 300,374 302,039

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.15 Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kecamatan Tahun 2016 — 2020

1 | Mangkutana 1,300.96 17 17 18 17 17
2 | Nuha 808.27 29 29 30 29 29
3 | Towuti 1,820.48 20 21 23 23 24
4 | Malili 921.2 45 45 46 47 47
5 | Angkona 147.24 168 169 172 172 172
6 | Wotu 130.52 258 256 258 257 258
7 | Burau 256.23 141 139 138 137 137
8 | Tomoni 230.09 113 113 115 116 116
9 | Tomoni Timur 43.91 308 310 314 312 311
10 | Kalaena 41.98 286 288 294 294 293
11 | Wasuponda 1,244.00 17 17 18 18 18
LUWU TIMUR 6,944.88 42 42 43 43 43

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur senantiasa
memerlukan data-data dan informasi untuk mengambil kebijakan ekonomi daerah.
Hal tersebut diperlukanuntuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan,
agar prioritas dan sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Oleh karena
itu maka diperlukan data-data dan informasi di masa yang telah lalu untuk
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mendapatkan Grafikan pada masa lalu dan masa kini, serta untuk menentukan
sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa mendatang.

Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat dengan PDRB sering
digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi
pendapatan regional suatu wilayah. Indikator PDRB ini sering muncul dalam
pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana semakin tinggi nilai
PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan
suatu daerah, dan sebaliknya. Dalam buku statistik PDRB selalu dijelaskan definisi
PDRB yaitu sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha
dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Terdapat dua model penyajian data PDRB, yaitu : (a) Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan
jasa akhir menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun perhitungan PDRB; (b)
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dimana harga untuk menghitung nilai tambah
atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga tahun tertentu yang tetap untuk
setiap tahun perhitungan PDRB.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilihat perkembangan kinerja ekonomi
Kabupaten Luwu Timur. Apabila dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku
(ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan (lihat Tabel
2.15).

Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Luwu Timur mencapai 17.395.068,4
juta rupiah. Kemudian pada meningkat tahun 2017 mencapai 18.341.283,1 juta
rupiah, kemudian tahun 2018 kembali meningkat mencapai 20.393.893,9 juta
rupiah dan terus meningkat tahun 2019 mencapai 20.994.219,8 juta rupiah.
Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2020, angka PDRB atas dasar harga
berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 21.529.809,6
juta rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur
tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu

mencapai 44,95 persen.

Nilai PDRB yang selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu
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terjadi pertumbuhan positif PDRB Kabupaten Luwu Timur. Hal tersebut sejalan
dengan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang banyak
dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan
kesejahteraannya.

Tabel 2.16 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 * 2020**

Pertanian, Kehutanan, dan

A 4.157.596,3 4.488.747,3 4.941.165,3 5.005.805,8 5.157.680,0

Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 8.520.812,2 8.795.474,3 9.741.532,8 9.502.349,5 9.677.497,8
C Industri Pengolahan 623.287,6 635.626,1 691.960,3 801.193,7 790.884,9
D Pengadaan Listrik dan Gas 7.364,6 8.966,8 9.721,2 10.218,2 10.595,4
E gg”mg;;ﬁaﬂ n’?li);}f E’;%f'ﬂ;ar‘"; 1.151,3 1.230,0 1.345,0 1.471,1 1.622,3
F Konstruksi 1.515.435,0 1.644.089,5 1.885.660,9 2.192.080,8 2.269.461,3

Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 625.067,2 681.935,4 775.841,0 882.665,1 883.234,4
Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 126.788,9 132.112,5 146.264,6 164.428,4 147.146,7
| Penyediaan Akomodasi dan 33.255,8 36.473,0 41.408,0 46.132,7 41.372,1
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 231.857,2 255.449,4 288.236,8 325.470,8 362.769,7
K Jasa Keuangan dan Asuransi 150.075,8 165.738,3 189.925,0 210.775,7 221.042,8
L Real Estate 411.097,6 432.680,3 465.327,8 509.270,1 542.983,8
M,N Jasa Perusahaan 8.777,5 9.445,3 10.755,2 12.096,3 11.270,2
Administrasi Pemerintahan,
(0] Pertahanan dan Jaminan 397.311,9 439.631,3 517.747,4 566.441,9 573.813,9
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 349.432,5 368.418,8 409.500,4 454.545,5 486.909,1
Q Jsii?afese"ata” dan Kegiatan 215.415,1 202.666,6 | 2515142 | 2804384 | 325.9535
R,S,T,U | Jasa lainnya 20.341,8 22.598,1 25.987,8 28.836,1 25.571,9
Produk Domestik Regional Bruto 17.395.068,4 18.341.283,1 | 20.393.893,9 | 20.994.219,8 | 21.529.809,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021
Ket. : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara
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Grafik 2. 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Sementara itu berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu

Timur pada tahun 2020 meningkat. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar

harga konstan 2010, mencapai 16.256.901,6 juta rupiah. Angka tersebut naik dari

tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi

pertumbuhan ekonomi sebesar 1,46 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 1,17 persen, seperti

tersajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.17 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 * 2020**

A Pertanian, Kehutanan, dan 2.758.786,7 | 2.955.133,6 | 3.150.529,4 | 3.183.9733 | 3.175.948,7
Perikanan

B Pertambangan dan 8.634500,7 | 8.667.996,5 | 8.681.490,7 | 8.447.706,1 | 8.587.768,9
Penggalian

C Industri Pengolahan 413.305,7 430.907,2 455.673,6 521.872,7 507.751,8

D Pengadaan Listrik dan Gas 8.473,1 9.091,6 9.630,7 10.029,2 10.522,9
Pengadaan Air, Pengelolaan

E Sampah, Limbah Daur Ulang 938,4 1.051,6 1.139,4 1.206,4 1.319,0

F Konstruksi 1.119.637,5 1.188.708,2 1.279.365,3 1.403.975,5 1.448.200,8

‘ Gambaran Umum Kondisi Daerah Il -47




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 506.278,4 549.462,6 606.129,5 669.824,2 662.567,2
Sepeda Motor
Transportasi dan
H Pergudangan 85.919,6 91.413,9 100.787,4 111.864,8 97.385,9
Penyediaan Akomodasi dan
| Makan Minum 21.699,3 22.901,9 25.594,8 27.785,3 24.233,3
J Informasi dan Komunikasi 219.670,4 241.297,3 266.313,3 294.885,7 328.119,3
K Jasa Keuangan dan Asuransi 121.592,5 126.056,5 134.022,5 141.691,7 147.326,3
L Real Estate 245.477,2 261.709,3 274.471,9 295.870,9 313.475,3
M,N Jasa Perusahaan 6.008,0 6.401,6 7.073,5 7.817,0 7.151,0
Administrasi Pemerintahan,
(e} Pertahanan dan Jaminan 275.662,5 294.124,7 330.230,5 348.463,1 345.808,2
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 258.940,5 272.676,0 296.293,1 317.685,5 337.636,1
Q Jsiss?a'feser‘ata" dan Kegiatan 171.266,2 184.2901,0 | 2017929 | 219.4295 |  245.146,7
R,S,T,U | Jasa lainnya 14.145,2 15.493,0 17.262,4 18.864,4 16.540,3
Produk Domestik Regional Bruto 14.862.310,8 15.318.716,5 | 15.837.801,1 | 16.022.945,2 | 16.256.901,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021
Ket. : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Grafik 2. 6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Grafik 2. 7 Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010, pada
tahun 2017 mencapai 15.318.716,5 juta rupiah, mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 14.862.310,8 juta rupiah. Hal ini
memperlihatkan bahwa selama tahun 2017 terjadipertumbuhan ekonomi sebesar
3,07 persen, lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mampu
tumbuh sebesar 1,58 persen. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen, namun terjadi perlambatan pada
tahun 2019 menjadi sebesar 1,17 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020
kembali mengalami pertumbuhan menjadi 1,46 persen. Laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Luwu Timur diharapkan terus meningkat seiring dengan berbagai jenis
kegiatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur, termasuk dengan kembali
positifnya laju pertumbuhan PDRB pada kategori lapangan usaha pertambangan
dan penggalian.

Pada tahun 2020, 5 kategori lapangan usaha yang tercatat mengalami
pertumbuhan positif dan sangat berpengaruh besar adalah di antaranya adalah
lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,72 persen,
Informasi dan Komunikasi sebesar 11,27 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah Daur Ulang sebesar 9,34 persen, Jasa Pendidikan sebesar 5,95
persen, dan Real Estate sebesar 5,95 persen.
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Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu
Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun
2016 s.d 2020

Kategori Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020 **
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8,16 7,12 6,61 1,06 -0,25
B Pertambangan dan Penggalian -2,23 0,39 0,16 -2,69 1,66
C Industri Pengolahan 7,85 4,26 5,75 14,53 -2,71
D Pengadaan Listrik dan Gas 14,19 7,30 5,93 4,14 4,92
E E’;’n”g:ﬁ%?uf{ji;znge'o'aa“ Sampah, 544 | 1207 8,34 5,88 9,34
F Konstruksi 7,01 6,17 7,63 9,74 3,15
G a%r;?g::gggplzsza&g&r; Eceran; Reparasi 7,63 8,53 1031 | 1051 | -1,08
H Transportasi dan Pergudangan 3,76 6,39 10,25 10,99 -12,94
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,01 5,54 11,76 8,56 -12,78
J Informasi dan Komunikasi 9,01 9,85 10,37 10,73 11,27
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,19 3,67 6,32 5,72 3,98
L Real Estate 7,30 6,61 4,88 7,80 5,95
M,N Jasa Perusahaan 7,50 6,55 10,50 10,51 -8,52
o JA:rrT?ii:eilsntrgziS;?szzrjiigtahan, Pertahanan dan 1,73 6.70 12,28 552 0,76
P Jasa Pendidikan 6,30 5,30 8,66 7,22 6,28
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,09 7,60 9,50 8,74 11,72
R,S,T,U | Jasa lainnya 9,10 9,53 11,42 9,28 -12,32
Produk Domestik Regional Bruto 1,58 3,07 3,39 1,17 1,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021
Ket. : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu
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Timur dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan seperti
yang terlihat pada Grafik di bawah bahwa laju pertumbuhan ekonomi Luwu Timur
selalu dibawah laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan,
walaupun pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur
tumbuh positif dan meningkat mencapai 1,46 persen dan laju pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi -0,70 persen yang diakibatkan
dampak Pandemi Covid 19. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat
kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat
pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan yang dihitung
berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan daerah hanya semata-mata
disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain
pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan
bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian
mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil
tahun sebelumnya. Meskipun demikian apabila dilihat perkembangan dari tahun
2016 sampai dengan tahun 2020 terlihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Luwu Timur mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur berada pada angka 1,58 Persen
terdapat kesenjangan sebesar 5,84 persen dibandingkan dengan laju pertumbuhan
ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 Kabupaten Luwu Timur
berhasil memperkecil perbedaan laju pertumbuhan ekonomi dengan Provinsi
Sulawesi Selatan pada angka 3,07 persen dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan
pada angka 7,21 persen, dengan demikian hanya terdapat selisih 4,14 persen.
Untuk mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan ekonomi tersebut
diperlukan peningkatan capaian-capaian kinerja pembangunan ekonomi.
Diperlukan strategi yang tepat agar dapat mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan
ekonomi tersebut. Sesuai dengan kontribusi PDRB maka sektor diluar kategori
lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian adalah adalah Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi PDRB rata-rata sebesar 24,08 persen
selama tahun 2016-2020 perlu diprioritaskan dengan meningkatkan volume produk

dengan juga meningktakan kualitas produk. Sedangkan sektor berikutnya yang
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perlu mendapatkan perhatian untuk diperbesar nilai tambah produksi barang dan
jasanya adalah sektor Konstruksi yang memiliki kontribusi rata-rata dari tahun 2016
sampai 2020 sebesar 9,58 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki kontribusi rata-rata dari tahun 2016 sampai
2020 sebesar 3,88 persen. Selanjutnya sektor yang diharapkan mampu
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur apabila
diperbesar capaian kinerja ekonominya adalah sektor Industri Pengolahan yang
selama tahun 2016-2020 berkontribusi sebesar 3,59 persen.

Grafik 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 (Persen)
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

3. Distribusi Persentase PDRB

Sektor PDRB yang memiliki distribusi persentase tinggi akan sangat
berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi apabila terjadi sedikit saja
perubahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur
tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu
mencapai 44,95 persen. Selanjutnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
merupakan share kedua terbesar struktur ekonomi Kabupaten Luwu Timur yang
berkontribusi sangat tinggi terhadap struktur perekonomian mencapai 23,96 persen.

Tabel 2.19 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu
Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-
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2020

Kategori Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020 **
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 23,90 24,47 24,23 23,84 23,96

B Pertambangan dan Penggalian 48,98 47,95 47,77 45,26 44,95

C Industri Pengolahan 3,58 3,47 3,39 3,82 3,67

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05

E E‘fn”g:ﬁ%ag‘uf{jiiznge'O'aa” Sampah, 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

F Konstruksi 8,71 8,96 9,25 10,44 10,54

I o T R B R R

H Transportasi dan Pergudangan 0,73 0,72 0,72 0,78 0,68

| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,19 0,20 0,20 0,22 0,19

J Informasi dan Komunikasi 1,33 1,39 1,41 1,55 1,68

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,86 0,90 0,93 1,00 1,03

L Real Estate 2,36 2,36 2,28 2,43 2,52

M,N Jasa Perusahaan 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05

o ?grmr;s;rgzggfvvziigtahan, Pertahanan dan 2.28 2.40 254 270 267

P Jasa Pendidikan 2,01 2,01 2,01 2,17 2,26

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,24 1,21 1,23 1,34 1,51

R,S,T,U | Jasalainnya 0,12 0,12 0,13 0,14 0,12
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021

Ket. : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu

wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB Per Kapita. Nilai PDRB Per Kapita

merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan
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ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah
penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Per Kapita, Sedangkan besar kecilnya
nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alamdan faktor-faktor
produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga

Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2012-2016, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Timur
Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Grafik 2.13). Pada
Tahun 2016, Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Timur tercatat sebesar
61,723.60 Juta Rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016
mencapai 70,495.47 Juta Rupiah. Peningkatan PDRB Per Kapita yang cukup tinggi
ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, oleh karena itu untuk melihat
peningkatan PDRB Per Kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB Per Kapita
Atas Dasar Harga Konstan 2010. Selama periode 2016-2020, PDRB Per Kapita
Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dari 52,736.52 juta rupiah pada
tahun 2016 menjadi 53,230.28 juta rupiah pada tahun 2020. Hal ini memperlihatkan
bahwa PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Timur selama periode 2016-2020 hanya
mengalami pertumbuhan sebesar 0,94 Persen.

Dengan adanya trend kenaikan PDRB Per Kapita seharusnya secara positif
akan meningkatkan daya beli pasar Kabupaten Luwu Timur. Kondisi ini memberikan
peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon
dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu
maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting
dalam menyediakan variasi produk jadi lokaldengan harga yang lebih kompetitif.
Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu
mendorong pembentukan karakter pasar Kabupaten Luwu Timur yang berorientasi
pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor Industri Pengolahan harus mendapat
perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio
industri hilir yang kuat dan kompetitif.

Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan
mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat
diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur paling besar
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disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan makanan dan
peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah
ekonomi pada sub sektor pertanian.

Sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN dibawah payung ASEAN
Economic Community (AEC), kebijakan single market and single production unit
harus disikapi dengan formulasi kebijakan yang tepat dalam memberikan peluang
pasar domestik dan industri lokal untuk berkembang, salah satunya mendorong
pembentukan struktur pasar berbasis karakterbudaya lokal.

Grafik 2. 9 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Per
Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 —
2020 (Dalam Ribu Rupiah)

80,000.00
69,409.01 70,057.09 70,495.47
—— -
63,712.89
61,723.60
60,000.00
—a——_:Gaa6—_G_
52,736.52 53,213.27 53,902.71 53,468.10 53,230.28
40,000.00
2016 2017 2018 2019 * 2020**
e=¢==PDRB Per Kapita ADHB e=l==PDRB Per Kapita ADHK

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

PDRB Per Kapita Atas Dasar Berlaku apabila dibandingkan dengan
Kabupaten/Kota lain di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh Grafikan
kesenjangan angka PDRB Per Kapita.Sampai dengan tahun 2020 Kota Makassar
masih menjadi daerah dengan nilai PDRB Per Kapita tertinggi yaitu 115,398.03 juta
rupiah. Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Timur berada di posisi kedua di

lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilainya yaitu 70,495.47 juta rupiah.
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Tabel 2.20 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
Se-Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020 (Dalam Ribu Rupiah)

No. Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 * 2020**
1 Kepulauan Selayar 35,455.23 39,271.29 43,619.88 47,515.37 46,706.32
2 Bulukumba 26,062.88 29,031.43 31,551.75 33,795.75 34,432.80
3 Bantaeng 34,129.09 37,409.30 41,634.52 46,800.79 47,590.00
4 Jeneponto 21,936.94 23,943.60 26,028.45 27,735.25 28,140.80
5 Takalar 26,727.41 29,213.31 31,514.28 34,006.55 33,906.76
6 Gowa 21,035.02 22,978.70 25,074.69 27,099.04 27,446.24
7 Sinjai 34,606.84 37,885.14 41,879.81 44,897.59 46,151.43
8 Maros 52,091.14 56,122.89 60,920.50 64,334.82 52,277.65
9 Pangkajene Dan Kepulauan 62,918.79 67,600.26 71,977.05 77,463.77 75,875.53
10 Barru 31,754.28 34,508.62 38,094.62 41,711.20 42,472.93
11 Bone 35,147.73 39,039.56 43,874.41 47,502.45 47,975.25
12 Soppeng 34,890.70 39,194.44 44,123.73 48,188.13 50,095.60
13 Wajo 41,939.03 45,078.04 47,150.75 49,869.57 49,583.63
14 Sidenreng Rappang 36,663.86 40,235.98 43,251.00 46,009.98 46,168.74
15 Pinrang 39,783.42 43,952.83 48,287.77 52,053.38 52,933.33
16 Enrekang 29,218.70 31,283.23 32,807.20 35,361.94 36,230.22
17 Luwu 33,548.35 36,560.90 40,204.84 43,250.01 43,959.27
18 Tana Toraja 23,720.67 26,152.96 29,313.82 31,964.57 32,203.51
19 Luwu Utara 32,016.50 35,022.87 38,648.68 41,700.35 41,996.08
20 Luwu Timur 61,723.60 63,712.89 69,409.01 70,057.09 70,495.47
21 Toraja Utara 29,905.61 33,802.38 37,844.09 41,504.20 41,831.67
22 Kota Makassar 87,129.34 95,666.65 106,227.65 116,874.79 115,398.03
23 Kota Parepare 39,352.01 42,876.21 45,942.26 49,803.70 49,917.88
24 Kota Palopo 34,042.65 36,826.91 40,321.14 43,022.09 42,614.50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021

Ket. : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara
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Sementara PDRB Per Kapita Atas Dasar Konstan apabila dibandingkan
dengan Kabupaten/Kota lain di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan juga diperoleh
Grafikan kesenjangan angka PDRB Per Kapita.Sampai dengan tahun 2020 Kota
Makassar masih menjadi daerah dengan nilai PDRB Per Kapita tertinggi yaitu
78,237.26 juta rupiah. Nilai PDRB Per Kapita Pangkajene Dan Kepulauan berada di
posisi kedua di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilainya yaitu 50,012.66

juta rupiah.

Tabel 2.21 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota
Se-Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020 (Dalam Ribu Rupiah)

No. Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 * 2020**
1 Kepulauan Selayar 22,223.44 23,664.04 25,489.05 27,175.64 26,449.69
2 Bulukumba 17,503.22 18,596.76 19,413.87 20,369.46 20,340.32
3 Bantaeng 23,706.30 25,294.39 27,199.95 29,961.32 29,977.11
4 Jeneponto 15,396.09 16,575.26 17,520.35 18,377.60 18,315.74
5 Takalar 18,640.45 19,809.83 20,922.07 22,151.05 21,815.66
6 Gowa 15,181.68 16,000.21 16,862.59 17,837.97 17,878.34
7 Sinjai 24,195.13 25,781.23 27,532.02 29,043.66 29,342.11
8 Maros 34,862.49 36,861.85 38,758.96 38,871.33 34,345.40
9 Pangkajene Dan Kepulauan 44,313.72 46,797.83 48,602.86 51,280.02 50,012.66
10 | Barru 22,781.85 24,136.46 25,725.52 27,520.35 27,653.83
11 Bone 23,425.45 25,259.48 27,368.17 29,143,63 28,939.14
12 | Soppeng 24,514.22 26,526.97 28,638.68 30,809.74 31,454.24
13 | Wajo 29,457.27 30,905.70 31,141.72 32,322.77 31,867.80
14 | Sidenreng Rappang 24,505.62 25,964.81 26,995.67 27,985.03 27,560.17
15 | Pinrang 28,131.08 30,122.84 32,002.10 33,862.20 33,807.02
16 | Enrekang 19,341.84 20,491.86 21,003.34 21,975.95 22,099.28
17 Luwu 22,711.26 24046.45 25,488.16 26,873.60 27,026.19
18 Tana Toraja 15,927.72 17,020.28 18,259.78 19,479.06 19,333.19
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No. Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 * 2020**

19 Luwu Utara 21,550.43 22,990.73 24,721.22 26,275.63 25,928.58
20 Luwu Timur 52,736.52 53,213.27 53,902.71 53,468.10 53,230.28
21 Toraja Utara 17,999.58 19,358.18 20,794.50 22,230.54 22,154.42
22 Kota Makassar 65,295.03 69,728.27 74,639.87 80,217.25 78,237.26
23 Kota Parepare 29,253.08 30,924.82 32,283.10 34,080.85 33,698.41
24 Kota Palopo 25,610.68 26,827.09 28,243.54 29,506.74 29,056.87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021
Ket. : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

5. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang
dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat,
maka mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun
dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK
(2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi
pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan
diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH)
yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar
utama dalam penghitungan IHK. Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga
mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas.

SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 56
Kabupaten/Kota. Dari 90 kota tersebut, 82 kota merupakan cakupan kota SBH 2012
dan 8 kota merupakan kota baru. Paket komoditas hasil SBH 2018 berjumlah 835
komoditas. Paket komoditas terbanyak ada di Jakarta sebanyak 473 barang dan
jasa, dan kota dengan jumlah paket komoditas paling sedikit sebanyak 248
komoditas adalah Sintang yang merupakan kota baru. Jumlah paket komoditas
komponen inti (core inflation) sebanyak 711 komoditas, komponen harga yang
diatur pemerintah (administered prices) sebanyak 23 komoditas, dan komponen

harga yang bergejolak (volatile foods) sebanyak 101 komoditas.
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jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu

inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut
menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan
harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan

mampu memengaruhi kemampuan daya belimasyarakat. Kenaikan atau penurunan

Inflasi Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi

Desember 2019) masing-masing sebesar 1,21 persen dan 1,21 persen.

Kota Palopo, hal tersebut karena Kota Palopo dipilih oleh BPS RI sebagai acuan
penghitungan inflasi pada Kabupaten sekitar. Berdasarkan hasil pemantauan BPS
di Kota Palopo, pada Desember 2020 terjadi Inflasi sebesar 0,27 persen, atau terjadi
peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,21 pada November 2020
menjadi 104,49 pada Desember 2020. Tingkat Inflasi tahun kalender (Januari -
Desember 2020) dan tingkat Inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap

Tabel 2.22 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palopo Desember 2020, Tahun Kalender
2020, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Laju Laju
IHK IHK IHK Inflasi Inflasi Inflasi
No. Kelompok Pengeluaran Desember | November | Desember Desember Tahun Tahun ke
2019 2020 2020 2020%) Kalender Tahun
2020 **) ***)
UMUM 103,24 104,21 104,49 0,27 1,21 1,21
Makanan, Minuman, dan
1 Tembakau 103,88 106,20 106,92 0,68 2,93 2,93
2 Pakaian dan Alas Kaki 106,74 107,81 107,80 -0,01 0,99 0,99
Perumahan, Air, Listrik, Gas
3 dan Bahan Bakar Rumah 101,66 101,75 101,77 0,02 0,11 0,11
Tangga
Perlengkapan, Peralatan, dan
4 Pemeliharaan Rutin Rumah 105,30 106,15 106,15 0,00 0,81 0,81
Tangga
5 Kesehatan 100,98 103,18 103,18 0,00 2,18 2,18
6 Transportasi 104,12 101,61 101,90 0,29 -2,13 -2,13
Informasi, Komunikasi, dan
7 Jasa Keuangan 99,95 98,66 98,66 0,00 -1,29 -1,29
Rekreasi, Olahraga, dan
8 Budaya 103,00 103,10 103,10 0,00 0,10 0,10
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Laju
IHK IHK IHK Inflasi Inflasi
No. Kelompok Pengeluaran Desember | November | Desember Desember Tahun
2019 2020 2020 2020%) Kalender Tahun
2020 **) ***)
9 Pendidikan 100,84 101,53 101,53 0,00 0,68 0,68
Penyedia Makanan dan
10 Minuman/Restoran 101,68 102,86 102,86 0,00 1,16 1,16
Perawatan Pribadi dan Jasa
11 Lainnya 103,46 108,00 107,92 -0,07 4,31 4,31

*)  Persentase perubahan IHK Desember 2020 terhadap Bulan Sebelumnya
**)  Persentase perubahan IHK Desember 2020 terhadap Bulan Desember 2019
**¥) Persentase perubahan IHK Desember 2020 terhadap Bulan Desember 2019

Inflasi terjadi karena adanya perubahan harga yang ditunjukkan oleh
peningkatan nilai indeks tiga kelompok pengeluaran yaitu : Inflasi pada kelompok
makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,68 persen; kelompok perumahan, air,
listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen; serta kelompok
transportasi sebesar 0,29 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga terbesar pada
Desember 2020, antara lain : cabai rawit, cabai merah, dan tomat.

Pada Desember 2020, dari 11 kelompok pengeluaran, 3 kelompok
memberikan andil/sumbangan deflasi, 2 kelompok memberikan andil/sumbangan
inflasi, sementara 6 kelompok lainnya tidak signifikan memberikan andil/sumbangan
terhadap inflasi Kota Palopo. Kelompok pengeluaran yang memberi
andil/sumbangan inflasi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau
sebesar 0,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah
tangga sebesar 0,003 persen; serta kelompok transportasi sebesar 0,03 persen.

Adapun kelompok pengeluaran yang memberi andil/sumbangan deflasi yaitu
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,001 persen; dan kelompok perawatan
pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,004 persen. Sementara itu, kelompok
pengeluaran yang tidak signifikan memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi
Kota Palopo adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin
rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa
keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; serta
kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Laju Inflasi Kota Palopo cenderung
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mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2016 Laju Inflasi Kota Palopo sebesar
2,74 persen, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 3,95 persen dan terus
meningkat menjadi 4,19 persen di tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2019 Laju
Inflasi turun menjadi 1,91 persen dan terus menurun menjadi 1,21 persen.

Grafik 2. 10 Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2016 — 2020 (Persen)
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6. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, Badan
Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar
makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang
terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis
Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan

secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
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Tabel 2.23 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1), IndeksKeparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun Garis Penduduk Miskin Indek Kedalaman Indek Keparahan
Kemiskinan Jumlah (000) Persen Kemiskinan (P1) Kemiskinan (P2)

2016 277,520 21,08 7,52 1,09 0,23

2017 289,214 21,94 7,66 1,60 0,5

2018 315,478 21,15 7,23 1,16 0,28

2019 333,739 20,83 6,98 1,11 0,25

2020 350,576 20,82 6,85 1,05 0,24

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Maret 2020 sebesar
20,82 ribu jiwa atau 6,85 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami
penurunan sebesar 0,13 persen poin atau sebesar 0,01 ribu jiwa jika dibandingkan
kondisi Maret 2019 dengan persentase kemiskinan pada tahun tersebut sebesar
6,98 persen.

Jika melihat perkembangan selama lima tahun terakhir, 2016-2020, jumlah
penduduk miskin di Luwu Timur jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sekitar 21,08 ribu
jiwa. Kemudian tahun berikutnya jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan
menjadi 21,94 ribu jiwa di tahun 2017.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi
21,15 ribu jiwa, kemudian dua tahun berikutnya yaitu tahun 2019 dan 2020 kembali
mengalami penurunan menjadi 20,83 ribu jiwa pada tahun 2019 dan 20,82 ribu jiwa
pada tahun 2020.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada persentase penduduk miskin
Kabupaten Luwu Timur yang juga bervariasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun
2016 persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sebesar 7,52 persen.
Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur kembali
meningkat menjadi 7,66 persen. Kemudian pada tahun 2018, persentase penduduk
miskin mengalami penurunan menjadi 7,23 persen dan terus mengalami penurunan
selama 2 tahun berturut-turut menjadi 6,98 persen pada tahun 2019 dan 6,85 persen
pada tahun 2020.
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Grafik 2. 11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2020
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis
kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama tahun 2016-2020, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur
mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu
Timur Rp.277.520,- perkapita/bulan. Selanjutnya di tahun 2017 Garis Kemiskinan
menjadi Rp.289.214,- perkapita/bulan dengan peningkatan sebesar 4,21 persen.
Pada tahun 2018, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur menjadi Rp 315.478,-
perkapita/bulan, di mana pada tahun tersebut persentase peningkatan Garis
Kemiskinan yang paling besar sejak tahun 2015 yaitu sebesar 9,08 persen. Pada
tahun 2019, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur naik 5,79 persen menjadi
Rp 333.739,- perkapita/bulan. Pada tahun 2020, Garis Kemiskinan Kabupaten
Luwu Timur naik 5,04 persen menjadi Rp 350.576,- perkapita/bulan.

Grafik 2. 12 Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu TimurTahun 2016-2020
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase
penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2). Selain harus mampu
memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sekaligus juga harus
bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan penduduk.

Tingkat kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan,
sedangkan tingkat keparahan kemiskinan adalah ukuran ketimpangan pengeluaran

diantara penduduk miskin.
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Grafik 2. 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020
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Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu Timur pada periode
2016-2020 cenderung berfluktuasi antar tahun. Pada tahun 2016, Indeks P1 di
Kabupaten Luwu Timur sekitar 1,09. Namun pada tahun 2017, Indeks P1
mengalami peningkatan menjadi 1,60. Pada tahun 2018, Indeks P1 mengalami
penurunan menjadi 1,16. Kemudian pada tahun 2019, indeks P1 mengalami
penurunan menjadi 1,11 dan kembali menurun menjadi 1,05 pada tahun 2020.
Tahun 2020 merupakan indeks kedalaman paling rendah selama kurun waktu
enam tahun terakhir.

Dari perubahan indeks P1 ini mengindikasikan bahwa kesenjangan
pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu
Timur semakin berkurang selama periode lima tahun terakhir.

Sejalan dengan Indeks P1, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten
Luwu Timur pada periode lima tahun terakhir juga berfluktuasi. Pada tahun 2016
Indeks P2 di Kabupaten Luwu Timur sekitar 0,23. Pada tahun 2017 Indeks P2
mengalami peningkatan menjadi 0,50 kemudian pada tahun 2018 indeks P2
mengalami penurunan menjadi 0,28. Kemudian pada tahun 2019, Indeks P2 terus
mengalami penurunan menjadi 0,25 dan pada tahun 2020 menjadi 0,24. Selama

kurun waktu lima tahun, seperti halnya Indeks P1, Indeks keparahan paling kecil
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terjadi pada tahun 2020. Perubahan Indeks P2 ini mengindikasikan bahwa
ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskindi Kabupaten Luwu Timur semakin

berkurang selama periode lima tahun terakhir.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur
bervariasi, dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill
(ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan
minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program
penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program
yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan yang tidak
tepat sasaran akan justru memperparah kemiskinan dengan meningkatnya
disparitas pendapatan.

Apabila dibanding kabupaten/lota lain di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan,
maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi keempat
terendah dibawah Kota Makassar, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota
Parepare. Akan tetapijika dilihat dari jumlah penduduk miskinnya, Kabupaten Luwu
Timur masih tergolong daerah yang cukup besar jumlah penduduk miskinnya.
Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 sebesar 6,85

persen dengan jumlah penduduk miskin 20,82 ribu orang.

Tabel 2.24 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1) dan IndeksKeparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi
Selatan Tahun 2020

Kabupaten/Kota Garis Pendudukcisin Indeks Kedalaman Indeks Keparahan

Kemiskinan (Riélljng)lfahng) Persen Kemiskinan (P1) Kemiskinan (P2)
Kepulauan Selayar 396 822,00 17,04 12,48 2,25 0,60
Bulukumba 351 180,00 30,00 7,10 0,71 0,14
Bantaeng 340890,00 16,84 8,95 0,97 0,18
Jeneponto 366 453,00 53,24 14,58 2,60 0,68
Takalar 364 378,00 25,38 8,44 1,09 0,21
Gowa 390917,00 57,68 7,38 1,18 0,30
Sinjai 329 819,00 22,06 9,00 1,34 0,36
Maros 414 324,00 34,62 9,74 1,45 0,34
Pangkajene dan Kepulauan 358 061,00 47,12 13,96 2,52 0,71
Barru 337 047,00 14,44 8,26 1,31 0,36
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Kabupaten/Kota

Penduduk Miskin

Garis Indeks Kedalaman Indeks Keparahan

Kemiskinan (Ri;ﬂrg?:ng) Persen Kemiskinan (P1) Kemiskinan (P2)
Bone 345 009,00 81,33 10,68 1,59 0,36
Soppeng 315455,00 17,23 7,59 0,83 0,16
Wajo 350 765,00 27,69 6,95 0,98 0,21
Sidenreng Rappang 349452,00 15,36 5,05 0,82 0,19
Pinrang 336 346,00 33,56 8,86 1,27 0,34
Enrekang 338731,00 25,25 12,17 1,61 0,34
Luwu 347 539,00 46,04 12,65 2,12 0,49
Tana Toraja 336 877,00 28,41 12,10 2,32 0,74
Luwu Utara 354 669,00 42,20 13,41 2,29 0,61
Luwu Timur 350576,00 20,82 6,85 1,05 0,24
Toraja Utara 328 096,00 27,88 12,01 1,75 0,37
Kota Makassar 442 513,00 69,98 4,54 0,58 0,12
Kota Parepare 363 710,00 7,96 5,44 0,94 0,24
Kota Palopo 362 859,00 14,71 7,85 0,95 0,21
SULAWESI SELATAN 350 264,00 776,83 8,72 1,53 0,39

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis
dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan seratus persen.
AMH merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran
keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Berdasarkan data, Angka Melek
Huruf Kabupaten Luwu Timur meningkat dari tahun 2016 sebesar 94,06 persen
menjadi 95,30 persen di tahun 2020. Dengan semakin tinggi angka melek huruf atau
kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas sumber daya
manusia di Kabupaten Luwu Timur. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan

memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu

lisan maupun tulisan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25 Angka Melek Huruf di Kabupaten Luwu Timur

W

Gambaran Umum Kondisi Daerah

I-67




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Angka melek huruf (%) 94,06 93,72 94,8 95,72 95,30

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, 2021

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal
yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi
yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Rata-Rata Lama
Sekolah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan trend peningkatan pada tahun 2016
sampai dengan tahun 2020, dari 7.88 tahun menjadi 8,80 tahun. Hal ini dapat
dimaknai bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang berusia

25 tahun ke atas sudah mencapai kelas Il SMP.

Tabel 2.26 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1.  AngkaRata-rata Lama 7,88 8,20 8,45 8,54 8,80
Sekolah (Tahun)

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur, 2021

Grafik 2. 14 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 — 2020
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)
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Angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur
meningkat pada tahun 2020 sebesar 8,80 Tahun dan berada diatas Angka Rata-
Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,38 Tahun. Meskipun
demikian, capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Luwu
Timur masih menunjukkan adanya penduduk usia lebih dari 15 tahun yang belum
menyelesaikan sekolahnya, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non
formal. Angka 8,50 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki
rata-rata belum lulus SMP/MTs atau sederajat. Kecenderungan penduduk di atas
antara lain yang tidak sedang menjalankan pendidikan di sekolah formal yakni di
SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajatnya. Penduduk tersebut lebih cenderung
bekerja dengan ijazah terendahnya (misalnya SD), tidak melanjutkan pendidikan
formal pada usianya dan tidak melanjutkan pendidikan melalui pendidikan non
formal (Paket B, atau C).

c. Angka Partisipasi

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk
melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia
sekolah. Angka Partisipasi Sekolah disajikan atas 4 jenjang pendidikan yang terdiri
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5 sampai 6 tahun, Sekolah Dasar (SD) usia
7 sampai 12 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) usia 13 sampai 15 tahun
dan Sekolah Menengah Atas (SMA) usia 16 sampai 18 tahun. Angka Partisipasi

Sekolah Kabupaten Luwu Timur selengkapnya tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah

TAHUN
INDIKATOR SATUAN
2016 2017 2018 2019 2020
PAUD (5-6 Tahun) Persen 27,25 23,13 12,83 20,20 21.27
SD (7-12 Tahun) Persen 100,00 99,47 99,53 99,66 99.13
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SMP (13-15 Tahun) | Persen

97,07 | 97,68 | 100,00 | 98,43 | 97.65 |

d. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan di Kabupaten Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuasi.
Hal ini disebabkan oleh capaian prestasi siswa secara akademik sesuai dengan
standar kelulusan yang telah ditentukan, sistem pendidikan yang diterapkan,
kurikulum yang diberlakukan dan kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan
siswa mengikuti ujian. Upaya untuk memperbaiki hal ini adalah adanya pengawasan
kepada seluruh siswa menjelang, saat dan pasca ujian, dan adanya kerjasama
antara sekolah dan orang tua dalam proses pendidikan, hingga pelaksanaan ujian
kelulusan berlangsung.

Tabel 2.28 Angka Kelulusan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Capaian Kinerja

No. Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1.  Angka Kelulusan SD/MI (%) 100 99,62 99,62 99,55 99,75
2. Angka Kelulusan SMP/MTS (%) 100 99,20 99,28 98,82 99,50

Sumber data; Dinas Pendidikan Luwu Timur, 2021

e. Angka Harapan Lama Sekolah

Tabel 2.29 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-
2020

Capaian Kinerja
No. Indikator Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

1. Angka Harapan Lama Sekolan (Tahun) 12.78 12.79 12.81 12.82 12.83
Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, 2021

f.  Standar Kompetensi Pendidik

Kompetensi diakui sebagai faktor yang memegang faktor penting dalam
keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya. Pendidik sebagai salah satu profesi,
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan

bahwa Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,
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sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional. Selanjutnya Mendiknas RI melalui Permen Nomor 16 Tahun
2007 menetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Identifikasi
kompetensi guru yang tepat dianggap memiliki nilai prediksi yang valid untuk

keberhasilan guru dalam pekerjaannya.

Tabel 2.30 Presentase Standar Kompetensi Pendidik di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2020

Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

No. Indikator Kinerja
1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 1477 1450 1464 1552 1548
2. Guru yang telah bersertifikat pendidik N/A N/A N/A N/A N/A

g. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk
suatu daerah yang mencerminkan Grafikan umur yang mungkin dicapai oleh
seorang bayiyang baru lahir. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur
mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tercatat pada
tahun 2016 sebesar 69,71 tahun meningkat menjadi 70,53 tahun. Peningkatan
angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat.
Grafik berikut ini memberikan Grafikan kondisi Angka Harapan Hidup Kabupaten
Luwu Timur.

Grafik 2. 15 Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

h. Indeks Pembangunan Manusia

Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk untuk mencapai
kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Pada awalnya,
konsep pembangunan ekonomi lebih menekankan pada usaha-usaha untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan ketertinggalan di
bidang ekonomi dan pendapat bahwa perubahan maupun perbaikan di seluruh
dimensi kehidupan dapat diwujudkan melalui kemajuan di bidang ekonomi
(Subandi, 2011).

Demikian kentalnya paradigma tersebut sehingga seringkali terminologi
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dianggap sebagai hal yang
sama.Harus dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi
merupakan dua hal yang secara fundamental berbeda. Pertumbuhan ekonomi
mengacu pada peningkatan pendapatan per kapita dan pertambahan produk secara
kuantitas. Adapun pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas, terutama
peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lain yang berkaitan
dengan kesejahteraan manusia (Perkins, Radelet dan Lindauer, 2006). Lebih lanjut,
Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) menjelaskan bahwa suatu wilayah yang
berhasil meningkatkan pendapatannya namun gagal dalam meningkatkan usia

harapan hidup dan taraf kesehatan penduduk, tidak berhasil mengurangi angka

‘ Gambaran Umum Kondisi Daerah I -72




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

kematian bayi serta tidak mampu meningkatkan pendidikan warganya dapat
dianggap telah gagal dalam melakukan pembangunan.

Selain itu, pengalaman selama lebih dari empat dekade terakhir
menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi diperlukan, namun belum
mencukupi persyaratan untuk dapat meningkatkan taraf hidup sebagian besar
penduduk di berbagai negara. Terkait dengan hal tersebut, Perkins, Radelet dan
Lindauer (2006) memaparkan bahwa terdapat paling sedikit tiga alasan utama yang
menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum dapat mendukung upaya peningkatan
kesejahteraan penduduk. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat
dinikmati oleh semua penduduk secara merata. Kedua, hasil dari pertumbuhan
ekonomi tidak ditransfer untuk peningkatan standar hidup masyarakat. Ketiga,
pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan konsumsi, akan tetapi
penduduk yang telah sejahtera menjadi semakin sejahtera dan penduduk yang
sebelumnya kurang sejahtera hanya mengalami sedikit peningkatan (dalam hal ini
berlaku pandangan bahwa penduduk kaya semakin kaya dan penduduk miskin

semakin miskin).

Grafik 2. 16 Perkembangan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur,
Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)
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Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Menurut
Komponen Tahun 2016- 2020

TAHUN
KOMPONEN SATUAN
2016 2017 2018 2019 2020

Umur Harapan Hidup saat Lahir

(UHH) Tahun 69.71 69.79 70.03 70.38 70.53
Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12.78 12.79 12.81 12.82 12.83
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 7.88 8.20 8.45 8.54 8.80

Pengeluaran Per Kapita yang

disesuaikan (PPP) Rp. 000 11,960 12,030 12,346 12,802 12,814

IPM 70.95 71.46 72.16 72.80 73.22

Sumber data : Badan Pusat Statistik Sul-Sel, 2021

i. Gini Rasio

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan
pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah
terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dinamisnya stabilitas sosial
maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan
ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara
makro. Investasi merupakan salah satu komponen penyusun PDB, maka dengan
meningkatnya investasi tentu akan meningkatkan nilai PDB. Investasi juga
berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran.
Investasi meningkat maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat. Sebagai
upaya dalam meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak
sehingga pengangguran menurun dan pendapatan masyarakat meningkat.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,
pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan
pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi
yang tinggi akan menimbulkan dua masalah krusial yakni kesenjangan ekonomi dan
kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang dimaksud adalah adanya ketimpangan

dalam distribusi pendapatan. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata
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yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari
perubahan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar kelompok masyarakat.

Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat
kelompok berpendapatan bawah tumbuh dengan lambat atau bahkan turun,
sedangkan tingkat kesejahteraan kelompok berpendapatan atas tumbuh dengan
cepat. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-
larut dan dibiarkan semakin parah, yang pada akhirnya akan menimbulkan
konsekuensi gejolak politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif.

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat
berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan tingkat
kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang, tidak
terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, kesenjangan ekonomi juga tidak
menutup kemungkinan terjadi pada negara-negara maju. Tidak mengherankan bila
ketimpangan itu akan selalu ada, baik itu di negara miskin, negara berkembang,
maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah
seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara
tersebut.

Ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya
pada tahap-tahap awal pembangunan, namun ketimpangan yang semakin melebar
harus dikendalikan. Ketimpangan yang semakin lebar akan melahirkan berbagai
ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menimbulkan keresahan yang
berujung pada berbagai macam konflik. Sedangkan perkembangan indikator
pemerataan distribusi pendapatan selanjutnya yang sering dipakai adalah Rasio
Gini. Di Kabupaten Luwu Timur perkembangan Rasio Gini dari tahun ke tahun
mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan
dibandingkan dengan Rasio Gini SUL-SEL maupun Nasional, Gini Rasio
Kabupaten Luwu Timur masih dibawahnya. Hal tersebut mengGrafikkan kondisi
ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Luwu Timur masih relatif lebih baik
dibandingkan dengan SUL-SEL dan Nasional, seperti terlihat dalam Tabel 2.33 dan
Grafik 2.20.
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Tabel 2.32 Rasio Gini Kabupaten Luwu Timur

WILAYAH 2016 2017 2018 2019 2020

Luwu Timur 0.434 0.411 0.398 0.387 0.405

Sulawesi Selatan 0.426 0.407 0.397 0.389 0.389

Nasional 0.397 0.393 0.389 0.382 0.381

Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 4, 2020

Grafik 2. 17 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi
Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

e=@==| ywu Timur ==®=Sulawesi Selatan === Nasional

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Tabel 2.33 Benda Warisan Budaya yang dikelola Pemerintah Daerah

No Jenis Jumlah Satuan
1 Benda tidak bergerak 1 Buah
2 Benda bergerak 2 Buah
Jumlah 3 Buah

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, 2021
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1. Olah Raga

Tabel 2.34 Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah
Organisasi
Olahraga - - - - -
Jumlah Klub
2 | Olahraga - 16 21 21 21

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.35 Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun

2016-2020
Tahun
No Uraian 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Gedung Olahraga - 5 8 8 9

Sumber: Dinas Parbudmudora Kab. Luwu Timur, 2020

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan
pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Luwu Timur. Sebagai tolok
ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Bupati 55 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Pada tahun 2016 dilakukan
evaluasi atas kebijakan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Evaluasi. Hal ini mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ketentuan ini seluruh unit pelayanan
publik diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan
untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Tabel 2.36 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
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Indeks Kepuasan
Masyarakat 78.19 78.46 81.81 83.43 84.31

Sumber : Bagian Organisasi Tahun 2021

L

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2.1.3.1.1 Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 2.37 Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2020

No. Uraian 2016 | 2017 | 2018 2019 | 2020
Jumlah 175
1 163 156 163 165
Sekolah

2 Jumlah Murid | 6.973 | 7.414 | 7.545 7.562 7.961

3 Jumlah Guru 576 579 580 583 589

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tabel 2.38 Angka Partisipasi Kasar Kab. Luwu Timur Tahun 2016—-2020

No Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
1 | APK PAUD % 38.39 38.39 39.79 45.71 46.11
2 | APK SD/MI/Paket A % 102.31 102.00 102.24 102.94 103.13

APK SMP/MTs/Paket
3 % 106.13 103.00 103.48 103.50 103.56

B
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.39 Angka Partisipasi Kasar PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2020

JUMLAH SISWA JUMLAH ANAK
NO KECAMATAN APK PAUD
TK/RA/Sederajat USIA 4-6 TAHUN

1 BURAU 1254 2644 47.43%

2 WOTU 873 1990 43.86%
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3 TOMONI 901 1755 51.35%
4 TOMONI TIMUR 345 728 47.36%
5 ANGKONA 549 1544 35.55%
6 MALILI 1386 2479 55.91%
7 TOWUTI 1311 2176 60.24%
8 NUHA 994 1909 52.06%
9 WASUPONDA 541 2095 25.82%
10 | MANGKUTANA 537 1430 37.55%
11 KALAENA 258 658 39.21%

JUMLAH 8949 19409 46.11%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.40 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Menurut Kecamatan Tahun 2020

Jumlah
NO KECAMATAN Jumiah Siswa Penduduk Usia (APK)
SD/MI/PAKET A 9T SD/MI/PAKET A

1 BURAU 4689 5253 89.27%
2 WOTU 3686 3923 93.95%
3 TOMONI 3426 3254 105.28%
4 TOMONI TIMUR 1446 1438 100.56%
5 ANGKONA 2692 2898 92.90%
6 MALILI 5529 4475 123.55%
7 TOWUTI 5779 3695 156.39%
8 NUHA 2988 3045 98.12%
9 WASUPONDA 2728 3586 76.07%
10 MANGKUTANA 2447 2772 88.28%
11 KALAENA 1335 1291 103.41%
JUMLAH 36745 35631 103.13%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.41 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Menurut Kecamatan Tahun
2020

Jumlah Siswa Jumlah Penduduk (APK)
NO KECAMATAN
SMP/MTs/PAKET B Usia 13-15 Tahun | SMP/MTs/PAKET B
1 BURAU 2539 2444 103.90%
2 WOTU 1786 1871 95.44%
3 TOMONI 1241 1568 79.15%
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NG AT Jumlah Siswa Jumlah Penduduk (APK)
SMP/MTs/PAKET B | Usia 13-15 Tahun | SMP/MTs/PAKET B
4 TOMONI TIMUR 866 690 125.54%
5 ANGKONA 1365 1355 100.75%
6 MALILI 2155 2149 100.26%
7 TOWUTI 2158 1579 136.70%
8 NUHA 1431 1236 115.78%
9 WASUPONDA 1180 1527 77.28%
10 MANGKUTANA 1520 1353 112.38%
11 KALAENA 754 640 117.81%
JUMLAH 16995 16411 103.56%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

w

Angka Partisipasi Murni (APM)

Tabel 2.42 Angka Partisipasi Murni Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
1 | APM SD/MI/Paket A % 99.18 99.02 92.03 92.39 92.54
APM
2 % 93.47 80.80 95.73 95.97 95.99
SMP/MTs/Paket B

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.43 Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A Menurut Kecamatan

Tahun 2020
Jumlah Siswa
Jumlah Penduduk APM SD/MI/PAKET
NO KECAMATAN SD/MI/PAKET A USIA
Usia 7 - 12 Tahun A
7-12 TAHUN

1 BURAU 4254 5253 80.99%
2 WOTU 3185 3923 81.18%
3 TOMONI 3151 3254 96.83%
4 TOMONI TIMUR 1194 1438 83.03%
5 ANGKONA 2374 2898 81.92%
6 MALILI 4711 4475 105.26%
7 TOWUTI 5387 3695 145.78%

W
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Jumlah Siswa
Jumlah Penduduk APM SD/MI/PAKET
NO KECAMATAN SD/MI/PAKET A USIA
Usia 7 - 12 Tahun A
7-12 TAHUN
8 NUHA 2959 3045 97.16%
9 WASUPONDA 2321 3586 64.72%
10 MANGKUTANA 2252 2772 81.23%
11 KALAENA 1187 1291 91.94%
JUMLAH 32974 35631 92.54%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.44 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Menurut Kecamatan Tahun

2020
Jumlah Siswa Jumlah
G CEAETAN SMP/MTs/PAKET Penduduk APM SMP/MTs/PAKET
B USIA 13-15 Usia 13-15 B
TAHUN Tahun
1 BURAU 2280 2444 93.30%
2 WOTU 1493 1871 79.78%
3 TOMONI 1205 1568 76.85%
4 TOMON! 952 690 138.01%
TIMUR
5 ANGKONA 1372 1355 101.27%
6 MALILI 1869 2149 86.95%
7 TOWUTI 1956 1579 123.91%
8 NUHA 1273 1236 102.99%
9 WASUPONDA 1163 1527 76.16%
10 MANGKUTANA 1404 1353 103.80%
11 KALAENA 786 640 122.81%
JUMLAH 15753 16411 95.99%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

W
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Tabel 2.45 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Kabupaten Luwu Timur

No Indikator | Satuan | 2016 2017 2018 2019 2020
1 | APS SD/MI % 99.69 95.26 91.93 95.93 95.95
APS
2 % 98.76 96.55 95.51 98.37 98.49
SMP/MTs

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.46 Angka Partisipasi Sekolah(APS)SD/MI Menurut Kecamatan Tahun 2020

Jumlah Siswa Jumlah .
NO KECAMATAN - Penduduk Usia 7 APS SD/MI
Usia 7-12 Tahun

- 12 Tahun
1 BURAU 4380 5253 83.38%
2 WOTU 3627 3923 92.45%
3 TOMONI 3253 3254 99.96%
4 TOMONI TIMUR 1488 1438 103.48%
5 ANGKONA 2511 2898 86.65%
6 MALILI 5197 4475 116.13%
7 TOWUTI 4847 3695 131.17%
8 NUHA 2763 3045 90.73%
9 WASUPONDA 2629 3586 73.31%
10 MANGKUTANA 2216 2772 79.95%
11 KALAENA 1278 1291 98.99%
JUMLAH 34189 35631 95.95%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.47 Angka Partisipasi Sekolah(APS) SMP/MTs Menurut Kecamatan Tahun 2020

Jumlah Siswa Jumlah
NO KECAMATAN Usia 13-15 Penduduk Usia APS SMP/MTs
Tahun 13-15Tahun
1 BURAU 2275 2444 93.10%
2 WOTU 1496 1871 79.94%
3 TOMONI 1279 1568 81.57%
4 TOMONI TIMUR 1018 690 147.58%
5 ANGKONA 1401 1355 103.41%
6 MALILI 1978 2149 92.03%
7 TOWUTI 1988 1579 125.93%
8 NUHA 1291 1236 104.45%
9 WASUPONDA 1214 1527 79.50%
10 MANGKUTANA 1438 1353 106.31%

W
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11

KALAENA

‘ 785

640

122.66%

JUMLAH

‘ 16163

16411

98.49% ‘

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

5. Angka Putus Sekolah

Tabel 2.48 Angka Putus Sekolah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No. Angka Putus Sekolah 2016 2017 2018 2019 2020
1 SD/MI 0.12 0.12 0.10 0.1 0.07
2 SMP/MTs 0.32 0.32 0.23 0.21 0.20

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

6. Angka Kelulusan (AL)

Tabel 2.49 Angka Kelulusan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
SD/MI
1 | Lulus 3.396 5.695 5.725 5.476 5.522
2 Tidak Lulus 0 22 22 26 14
Angka Kelulusan (%) 100 99,62 99,62 99,55 99,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.50 Angka Kelulusan SMP/MTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

7. Angka Melanjutkan ( AM ) SD/MI ke SMP/MTS

W

No. Uraian 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
SMP/MTS
1 Lulus 4.024 | 4974 | 5225 | 5.171 | 5.194
2 | Tidak Lulus 0 40 38 62 26
Angka Kelulusan (%) 100 99,20 | 99,28 | 98,82 | 99,50

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
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2020
No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Angka Melanjutkan (AM)
1 SD/MI ke SMP/MTs 99,2 89,81 | 95,74 | 95,75 95,76

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

8. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Tabel 2.52 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SD/MI
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO | SEKOLAH | Kondisi Ruang Kelas 2016 2017 2018 2019 2020

Baik (%) 79,27 78,04 78,35 | 71,78 | 72,27

Rusak Ringan/Sedang (%) 17,53 17,54 18,32 19,92 | 19,61

1 SD/MI Rusak Berat/Total (%) 3,20 4,42 3,33 8,30 8,12
Jumlah Bangunan Gedung (

Unit) 1.563 1.562 1.441 | 1531 | 1.540

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.53 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan
SMP/MTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO SEKOLAH Kondisi Ruang Kelas 2016 | 2017 | 2018 2019 2020
Baik (%) 83,46 | 82,34 | 78,85 77 78,51
Rusak Ringan/Sedang (%) | 15,38 | 15,36 | 15,81 | 17,26 | 15,91
1 SMP/MTS
Rusak Berat/Total (%) 1,15 2,30 5,34 6,24 5,58
Jumlah Bangunan Gedung
. 520 521 506 481 484
(' Unit)
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
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Tabel 2.54 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020

1.1 Jumlah Gedung Sekolah 238 248 249 251 251
Jumlah Penduduk Usia

1.2 Sekolah Pendidikan Dasar 49.394 49.432 51.748 51.749 52.042

1.3 Rasio 48,18 50,17 48,12 48,50 48,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.55 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan Tahun 2020

Jumlah SD/MI J“”?'ah Pe’?d.“d“k
NO KECAMATAN dan SMP/MTs Usia Pendidikan RASIO
Dasar

1 Burau 29 7.696 37,68
2 Wotu 30 5.795 51,77
3 Mangkutana 19 4.822 39,40
4 Tomoni 16 2.128 75,20
5 Tomoni Timur 20 4.124 48,49
6 Kalaena 11 1.931 56,97
7 Angkona 27 4.253 63,49
8 Malili 34 6.625 51,32
9 Wasuponda 18 5.113 35,20
10 Nuha 15 4.281 35,04
11 | Towuti 32 5.274 60,68

JUMLAH 251 52.042 48,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

10.Rasio Guru/Murid

Tabel 2.56 Rasio Guru/Murid Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

No. Jenjang Pendidikan 2016 2017 2018 2019 2020
1 SD/MI
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No. Jenjang Pendidikan 2016 2017 2018

1.1 | Jumlah Guru 1.368 1.375 1.364 1.326 1.465

1.2 | Jumlah Murid 34.483 33.833 36.269 36.517 36.745

1.3 | Rasio 397 406 376 363 399

2 SMP/MTs

2.1 | Jumlah Guru 883 885 880 792 818

2.2 | Jumlah Murid 15.690 16.263 16.276 16.276 16.411
Rasio 563 544 541 487 498

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

11.Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah

a. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar tahun 2020

Tabel 2.57 Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut

kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020

No Kecamatan Ror#gg; Ig?)/lvu JumSIaDhll\l>|/IIurid e
1 BURAU 208 3833 54,27
2 WOTU 160 3459 46,26
3 TOMONI 144 3344 43,06
4 TOMONI TIMUR 79 1406 56,19
S ANGKONA 124 2559 48,46
6 MALILI 236 5191 45,46
7 TOWUTI 230 5072 45,35
8 NUHA 108 2511 43,01
9 WASUPONDA 113 2485 45,47
10 MANGKUTANA 118 2138 55,19
11 KALAENA 61 1112 54,86

TOTAL 1581 33110 47,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

b. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah menengah pertama Tahun

2020

W
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Tabel 2.58 Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut
kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020

No Kecamatan Jumlah Rombel Jumlah Murid Rasio
SMP/MTs SMP/MTs

1 BURAU 82 2447 33,51
2 WOTU 65 1678 38,74
3 TOMONI 43 1246 34,51
4 TOMONI TIMUR 33 877 37,63
S ANGKONA 54 1329 40,63
6 MALILI 78 2137 36,50
7 TOWUTI 71 2016 35,22
8 NUHA 44 1203 36,58
9 WASUPONDA 38 1068 35,58
10 MANGKUTANA 42 1169 35,93
11 KALAENA 24 591 40,61

TOTAL 574 15761 36,42

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

12.Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Tabel 2.59 Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kab. Luwu
Timur Tahun 2016 — 2020

No. Jenjang Pendidikan 2016 2017 2018 2019 2020
1 Banyaknya Lulusan SD 3.396 5.695 5.725 5.746 5.522
Banyaknya penduduk usia
2 5.617 5.528 5.912 5.911 5.938
12 tahun
3 Proporsi 60.46 103.46 96.84 97.21 92.99

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
13.Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

Tabel 2.60 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Kab. Luwu Timur Tahun
2016 — 2020

No. Jenjang Pendidikan 2016 2017 2018 2019 2020

Banyaknya Penduduk

Melek Huruf
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No. Jenjang Pendidikan 2016 2017 2018 2019 2020
Usia 15-24 Tahun
3 | Angka Melek Huruf 99,56% 99,58% 99,78% 99,84% 99,37%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

14.Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-1V

a. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tingkat SD

Tabel 2.61 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Dasar (SD) Kab.
Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

NO Jenjang Pendidikan 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah guru S1/DIV 968 945 943 1025 1020
Jumlah guru SD 1177 1139 1075 1108 1135

Persentase 82,24% | 82,97% | 87,72% | 92,51% | 89,87%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

b. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tingkat SMP

Tabel 2.62 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Dasar (SD)
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

NO Jenjang Pendidikan 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah guru S1/DIV 509 505 521 527 528
Persentase 98,26% 99,41% 99,43% 95,82% 95,48%

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan
kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin
pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan
daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra
pendidikan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berusaha secara maksimal
untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan
pendidikan mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendididkan Non Formal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pembinaan Ketenagaan, Pengembangan

W
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Budaya Baca dan Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat
penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di

suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.63 Kondisi Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No Tahun
Indikator 2016 2017 2018 2019 2020
1 Angka Melek Huruf 94,06 93,72 94,80 95,72 95,30
2 | Rata-rata Lama Sekolah 7,88 8,20 8,45 8,54 8,80
3 Angka Partisipasi
APM SD 99,18 99,02 92,03 92,39 92,54
APM SMP 93,47 80,8 95,73 95,97 95,99
4 Angka Kelulusan
AK SD 100 99,62 99,62 99,55 99,75
AK SMP 100 99,20 99,28 98,82 99,50
5 gggg;ﬁarapa” Lama 12,78 12,79 12,81 12,82 12,83
6 Standar Kompetensi Pendidik
7 | auiivgsl STON 1477 1450 1464 1552 1548
Guru yg telah bersertifikat
8 | Pendidik - - - - -

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur 2021

Memperhatikan capaian SPM Pendidikan tersebut berbagai upaya yang
dilakukan diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana
pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kependidikan maupun penyediaan biaya
penyelenggaran pendidikan baik tingkat SD maupun SMP. Sedangkan pendidikan

SMA/K menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

2.1.3.1.2 Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap
1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai
probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan

per seribu kelahiran hidup).
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sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat

erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam

bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian

akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian

angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya

intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2.64 Angka Kematian Bayi ( AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur

Tahun 2016-2020

) Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 | 2019 2020

1 Jumlah Kematian Bayi Kasus 43 35 42 45 45
2 Jumlah kelahiran hidup Orang 5.689 5.725 5.724 | 5.607 5518
3 Angka Kematian Bayi Angka 7,56 6,11 7,34 8,03 8,16

AKB) per 1000 kelahiran

hidup

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2016 sampai

dengan 2020 mengalami kondisi fluktuasi, pada tahun 2017 terjadi penurunan dari
7,56 di tahun 2917menjadi angka 6, 11 lalu selanjutnya dari tahun 2017 sampai

2020 terus mengalami kenaikan.

2. Angka kelangsungan hidup bayi

Tabel 2.65 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

No Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Angka kelangsungan hidup bayi 92.45 93.89 92.67 91.98 | 91.85
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
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4. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
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Tabel 2.66 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu

Kabupaten Luwu Timur

Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah Kematian Kasus 10 5 8 5 4
Balita
2 | Jumlah kelahiran Orang 5.689 5.725 5.724 | 5.607 5518
hidup
3 | Angka Kematian Angka 1,76 0,87 1,40 0,89 0,72
Balita

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.67 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun

2016-2020
Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah Kematian Kasus 30 30 29 34 32
Neonatal
2 | Jumlah kelahiran Orang 5.689 | 5.725 | 5.724 | 5.607 5518
hidup
3 | Angka Kematian Angka 5,27 5,24 5,07 0,06 4,61
Neonatal per 1000
kelahiran hidup

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

5. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Tabel 2.68 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

. Tahun
No Ll e Satlan o018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Jumlah ibu hamil, Orang 5 4 5 8 6
bersalin, dan nifas
yang meninggal
2 | Jumlah kelahiran Orang 5.689 | 5.725 | 5.724 5.607 5518
hidup
3 | Angka Kematian Ibu Angka 87,89 | 69,87 | 87,35 | 142,67 | 108,74
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
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6. Rasio posyandu per satuan penduduk

Tabel 2.69 Rasio Posyandu dan Balita Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No. Uraian Satuan | 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah Posyandu Unit 266 267 270 273 274
2 | Jumlah Balita Unit | 21.922 | 22.174 | 24.945 | 24.641 | 24.557

Rasio Posyandu Per
3 : Angka | 12,13 | 12,04 | 10,82 | 11,08 | 11.16
Satuan Balita

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.70 Rasio Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun

2020
No Kecamatan Puskesmas Sl Jum_lah Fes
Posyandu Balita (4/5*1000)
1 BURAU BURAU 39 2832 13.77
2 WOTU WOTU 29 2195 13.21
3 TOMONI TOMONI 22 1726 12.75
4 TOMONI TIMUR TOMONI TIMUR 16 1109 14.43
5 MANGKUTANA MANGKUTANA 26 2011 12.93
6 KALAENA KALAENA 13 976 13.32
7 ANGKONA ANGKONA 29 2017 14.38
8 MALILI 12 2264 5.30
9 MALILI LAMPIA 10 748 13.37
10 LAKAWALI 8 1105 7.24
11 WASUPONDA 8 1373 5.83
WASUPONDA
12 PARUMPANAI 5 526 9.51
13 NUHA NUHA 17 1617 10.51
14 WAWONDULA 11 1676 6.56
15 TOWUTI TIMAMPU 6 907 6.62
16 MAHALONA 12 709 16.93
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BANTILANG

11

766

TOTAL

274

24,557

11.16

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

7. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Tabel 2.71 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -

2020
NoO Uraian Satua Tahun
n 2016 2017 2018 2019 2020

1 |Jumlah Unit 15 15 17 17 17

Puskesmas
2 |Jumlah Poliklinik |  Unit 4 4 4 4 8
3 |[Jumlah Pustu Unit 60 62 64 64 73
4 |Jumlah Jiwa 280.68 | 287.87 | 293.822 | 300.374 | 300.078

Penduduk 9 4
5 |Rasio % 0.28 0.28 0.29 0.28 0.33

puskesmas,polik

linik, pustu per

satuan

penduduk

8. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.72 Rasio Rumah sakit per satuan penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-

2020

NO

Uraian

Satuan

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah Rumah
Sakit Umum
(Pemerintah)

Unit

1

1

Jumlah Rumah
Sakit Jiwa/Paru
dan penyakit
khusus lainnya
milik pemerintah

Unit

Jumlah Rumah
Sakit AD/AU/
AL/POLRI

Unit

Jumlah Rumah
Sakit swasta

Unit

Jumlah seluruh
Rumah Sakit

Unit

W
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. 280.6 | 287.87 | 293.82 | 300.37
6. Jumlah Penduduk Jiwa 89 4 5 4
7. gglfi'to Rumah % | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | %007

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.73 Rasio Rumah Sakit menurut kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

RS
Jiwa/Paru
dan
Rumah Sakit| penyakit R;;T(?th Rumah Rumah
Jumlah Umum khusus Sakit Sakit Total
No | Kecamatan Penduduk|(Pemerintah)| lainnya ADIAUI Daerah Swasta
. AL/POLRI
milik
pemerinta
h
Jmlh | Rasio |Jmlh|Rasio|Jmlh|Rasio|Jmlh|Rasio|Jmlh|Rasio|Jmlh|Rasio
1 (Burau 35.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 |Wotu 33.618 1 0,033| O 0 0 0 0 0 0 0 1 |0,033
3 |Tomoni 26.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomoni
4 . 13.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timur
5 |Mangkutana| 22.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 |Kalaena 12.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 |Angkona 25.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 [Malili 42.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 [Nuha 23.869 0 0 0 0 0 0 0 0 1 /0,048 1 |0,048
10 [Wasuponda| 22.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 [Towuti 41.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 300.078 1 0,003| O 0 0 0 0 0 1 |0,003| 2 |0,007

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

9. Rasio dokter per satuan penduduk

Tabel 2.74 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah Dokter Orang 45 38 38 42 43
2 Jumlah Penduduk Orang

280.689 | 287.874 | 293.822 | 300.374 | 300.078
3 Rasio Dokter Per % 16,03 11,40 13,23 14,51 14,24

satuan Penduduk
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
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10.Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tabel 2.75 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-

2020
Tahun
No Uraian sawan | o016 2017 | 2018 2019 2020
1 | Jumlah Tenaga Medis | ©rang 83 73 76 94 89
2 | Jumlah Penduduk Orang | >80.689 | 287.874 | 293.822 | 300.374 | 300.078
3 | RasioTenagaMedis | 7 | 2021 | 2021 | 2644 | 316 | 3316

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

11.Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Tabel 2.76 Cakupan komplikasi Kebidanan Yang di Tangani Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan o016 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah komplikasi Orang | 1043 | 1028 | 1029 | 1063 | 1008
kebidanan yang
mendapat penanganan
2 | Jumlah ibu dengan Orang | 1264 | 1259 | 1260 | 1266 | 1242
komplikasi kebidanan
3 | Cakupan komplikasi Persen | 82,49 | 81,68 | 81,68 | 83,97 | 35,88
kebidanan yang
ditangani

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

12.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

Tabel 2.77 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki
kompetensi Kebidanan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah ibu bersalin yang Orang | 5676 | 5719 | 8726 | 5613 | 5497
di tolong oleh tenaga
kesehatan
2 | Jumlah seluruh sasaran Orang 6043 5974 6012 6042 5926
ibu yang bersalin di
suatu wilah kerja dalam
kurun waktu yang sama
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3 | Cakupan Pertolongan % 94,07 | 95,73 | 9524 | 92,9
Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan Yang
Memiliki kompetensi
Kebidanan
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

13.Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Tabel 2.78 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah Desa/Kel 122 122 117 126 113
desa/kelurahan UCI
2 | Jumlah seluruh Desa/Kel 127 127 127 127 127
desa/kelurahan
3 | Cakupan % 96 96 92,13 | 99,21 | 88,98
Desa/kelurahan UCI

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
14.Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Tabel 2.79 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kab. Luwu Timur Tahun

2016-2020
. Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020
1 Jumlah balita gizi buruk Orang 1 1 1 3 3
mendapatkan
perawatan
2 Jumlah seluruh balita Orang 1 1 1 3 3
gizi Buruk yang
ditemukan disuatu
wilayah
3 Cakupan Balita Gizi % 100 100 100 100 100
Buruk Mendapat
Perawatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
15.Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak

Tabel 2.80 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

No Indikator Satuan Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah anak usia Orang 5674 5848 1931 6079 5466
satu tahun yang
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1 Tahun yang
diimunisasi Campak

No Indikator Satuan Tahun
2016 2017 2018
mendapatkan
imunisasi campak
2 | Jumlah anak usia 1 Orang 5747 6123 5543 5741 5644
tahun pada wilayah
dan tahun yang sama
3 | Persentase Anak Usia % 98,73 95,51 34,84 105,89 96,85

16.Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.81 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-

2020
: Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah kasus AFP Orang 2 4 4 3 2
non polio yang
dilaporkan
2 | Jumlah penduduk < Orang | 90.310 | 91.251 | 90.161 | 90.659 | 44943
15 Tahun
3 | Non Polio AFP Rate % 2,21 4,38 4,44 3,31 4.45
Per 100.000
Penduduk

17.Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.82 Cakupan Balita Pneumonia yang di tangani Kab. Luwu Timur Tahun

W

2016-2020
i Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah Orang 199 197 359 393 82

penderita

pnemonia balita
2 | Jumlah Orang 2192 2217 | 103137 | 231088 | 1073

perkiraan

penderita

pneumonia
3 Cakupan Balita % 9,08 8,88 0,3 0,2 7,64

Pneumonia

yang di tangani

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
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18.Cakupan Penemuan Dan penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tabel 2.84
Cakupan Penemuan dana penanganan penderita penyakit TBC BTA
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

i Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah penderita baru TBC Orang 263 320 431 445 310
BTA
2 | JumlaH Perkiraan Orang 263 320 431 445 310
penderita baru TBC BTA
Dalam kurun waktu yang
sama
3 | Cakupan penemuan dan % 100 100 | 93,97 | 100 100
penanganan penderita
penyakit TBC BTA

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

19.Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tabel 2.83 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Banyak kasus Orang 263 320 431 445 310
penderita TBC
2 Jumlah Orang 280.689 | 287.874 | 293.822 | 300.374 | 300.078
penduduk
pada kurun
waktu yang
sama
3 Tingkat % 93,70 111,16 146,69 148,15 | 103,31
Prevalensi
Tuberkulosis

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

20.Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tabel 2.84 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kab.
Luwu Timur Tahun 2016-2020

W

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah Orang 10 10 4 5 2
pasien TB
Yang
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No

Indikator

Satuan

Tahun

2016

2017

2018

meninggal

Jumlah
penduduk
pada kurun
waktu yang
sama

Orang

280.689

287.874

293.822

300.374

300.078

Tingkat
kematian
Tuberkulosis

%

3,56

3,47

1,36

1,66

0,67

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

21.Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Tabel 2.85 Proporsi jumlah kasus tuberkulosis Yang terdeteksi dalam program
DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah pasien Orang 263 431 445 310
tuberkulosi terdetaksi
2 | Jumlah pasien TB Orang 364 462 452 462
Paru BTA yang
diperkirakan
3 | Proporsi jumlah % 72,25 87,91 93,29 96,30 67,09
kasus tuberkulosis
yang terdeteksi dalam
program DOTS

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

22.Proporsi Kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program
DOTS

Tabel 2.86 Proporsi Kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam program
DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

W

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 | 2019 2020
1 | Jumlah pasien Orang 245 309 420 432 303
tuberkulosi paru
BTA yang sembuh
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: Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018
2 | Jumlah-jumlah Orang 263 320 431 445 310
pasien TB PARU
BTA Yang di OBATI
3 | Proporsi kasus % 93,15 | 96,56 | 97,44 | 97,07 | 97,74
tuberkulosis yang di
obati dan sembuh

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

23.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Tabel 2.87 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Saluan o516 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah Penderita DBD Orang 607 96 114 107 37
Yang ditangani
2 | Jumlah penderita DBD Orang 607 96 114 100 37
yang ditemukan di suatu
wilayah
3 | Cakupan penemuan dan % 100 100 100 100 100
penanganan penderita
penyakit DBD

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

24.Penderita Diare Yang ditangani

Tabel 2.88 Penderita diare yang ditangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 | 2020
1 | Jumlah penderita Orang | 11.579 | 10.442 | 12.139 | 12.436 | 7.741
diare yang datang
dan dilayani disarana
kesehatan
2 | Jumlah perkiraan Orang 6.007 | 6.069 7.757| 7.814 | 7.757
penderita diare pada
satu wilayah tertentu
dalam waktu yang
sama
3 | Penderita diare yang % 192,75 | 172,05 | 156,49 | 159,15 | 99,79
di tangani

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

25.Angka Kejadian Malaria

W

Tabel 2.89 Angka kejadian malaria Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Gambaran Umum Kondisi Daerah

11-100




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

: Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Penduduk yang Orang 18 30 72 22 13
menderita malaria
pada tahun tertentu
2 | Jumlah penduduk Orang 0 0 0 0 0
pada pertengahan
tahun
3 | Angka kejadian % <1 <1 <1 <1 0
malaria

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

26.Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total populasi

Tabel 2.90 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi Kab. Luwu Timur Tahun

2016-2020
) Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah pasien Orang 2 7 8 4 4
HIV/AIDS disatu
wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu
2 | Jumlah penduduk Orang | 280.689 | 287.874 | 293.822 | 300.374 | 300.078
disuatu wilayah
kerja pada kurun
waktu yang sama
3 | Prevalensi HIV/AIDS % 0,0007 | 0,0024 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0013
(Persen) dari total
populasi

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

27.Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Tabel 2.91 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Cakupan pelayanan Orang 4.13 9.64 24.19 31.61 0.19
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
28.Cakupan Kunjungan Bayi
Tabel 2.92 Cakupan Kunjungan Bayi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020
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No Indikator Satuan
2016 | 2017
1 | Jumlah kunjungan bayi yang Orang 5.629 | 5.633 | 5.694 | 5.622 | 4.885
memperoleh kunjungan kes .
sesuai standarisasi satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu
2 | Jumlah seluruh bayi lahir hidup Orang 5.747 | 5.689 | 5.726 | 5.754 | 5.518
disuatu wilayah kerja pada
kurun waktu yang sama
3 | Cakupan kunjungan bayi % 97,95 | 99,02 | 99,44 | 97,71 | 88,52
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
29.Cakupan Puskesmas
Tabel 2.93 Cakupan Puskesmas Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020
: Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah Puskesmas Unit 15 16 17 17 17
2 | Jumlah Kecamatan Unit 11 11 11 11 11
3 | Cakupan % 136,4 145,4 154,6 154,6 154,6
Puskesmas

30. Cakupan Puskesmas Pembantu

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.94 Cakupan Puskesmas Pembantu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah Puskesmas Unit 60 62 64 73 73

Pembantu
2 Jumlah Desa/Kelurahan Unit 127 127 127 127 127
3 Cakupan Puskesmas % 47,24 | 48,82 | 50,39 | 57,48 | 57,48

Pembantu (1/2)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

31.Cakupan Kunjungan lIbu Hamil K4

Tabel 2.95 Cakupan Kunjungan lIbu Hamil K4 Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

W
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: Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 2019 | 2020
1 | Jumlah ibu hamil yang Orang 6007 6073 | 6024 | 6143 | 5484
memperoleh pelayanan
antenatal
2 | Jumlah sasaran ibu hamil Orang 6322 6293 6299 6330 6208
disuatu wilayah kerja dalam
kurun waktu sama
3 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil % 95,02 | 96,50 | 95,53 | 97,05 | 88,34
K4

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

32.Cakupan pelayanan Nifas

Tabel 2.96 Cakupan pelayanan Nifas Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No

Indikator

Satuan

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah peserta ibu
nifas yang telah
memperoleh 3 kali
pelayanan nifas sesuai
standar di suatu
wilayah

Orang

5588

5603

5601

5581

5494

Seluruh ibu nifas disatu
wilayah kerja dalam
kerja pada waktu yang
sama

Orang

5676

5973

6012

6042

5926

Cakupan pelayanan
Nifas

%

92,61

95,73

93,13

92.37

92,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

33.Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Tabel 2.97 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 Junlah neonatus dengan Orang 430 859 472 461 412
komplikasi yang tertangani

2 Jumlah seluruh neonatus Orang 862 327 859 841 847
dengan komplikasi yang
ada
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Cakupan neonatus dengan % 49,88 | 30,08 | 54,97 | 54,81 | 48,67

3
‘ komplikasi yang ditangani

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
34.Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel 2.98 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

1 | Jumlah anak balita yang | Orang | 19408 | 19977 | 20482 | 27638 | 14875
memperoleh pelayanan
pemantauan minimal 8
kali disatu wilayah kerja
ada waktu tertentu

2 | Jumlah seluruh anak Orang | 21922 | 22174 | 22406 | 31315 | 22405
balita disatu wilayah
kerja dalam waktu yang
sama

3 | Cakupan Pelayanan % 88,53 | 90,09 | 91,41 | 88,26 | 66,39
Anak Balita

No Indikator Satuan

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

35. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Tabel 2.99 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

Tahun
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Jumlah murid SD dan setingkat Orang 5427 5551 6177 5808 0
yang diperiksa kesehatannya
oleh tenaga kesehatan atau
tenaga terlatih disatu wilayah
kerja pada waktu kurun tertentu
2 | Jumlah murid SD dan setingkat Orang 5427 5551 6188 | 5808 | 11255
disatu wilayah kerja dalam
kurun waktu yang sama

3 | Cakupan penjaringan kesehatan % 100 100 99,82 100 0
siswa SD dan setingkat

No Indikator Satuan

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
36.Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Tabel 2.100 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

| No ‘ Indikator ‘ Satuan ‘ Tahun
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2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah kunjungan Orang | 107.027 | 106.708 | 114.427 | 106.370 | 106.763
pasien miskin
disarkes Strata 1
2 | Jumlah seluruh Orang 80.866 85.747 86.495 81.326 | 106.763
masyarakat miskin
3 | Cakupan pelayanan % 132,35 124,45 132,29 130,79 100
kesehatan dasar
masyarakat miskin

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

37.Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan
Sarana Kesehatan (RS)

Tabel 2.101 Cukup pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana
Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Pelayanan Gawat Unit 2 2 2 2 2

Darurat
2 | Jumlah RS Unit 2 2 2 2 2
3 | Cukup pelayanan gawat % 100 100 100 100 100

darurat level 1 yang

harus diberikan sarana

Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

38.Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
Epidemiologi< 24 jam

Tabel 2.102 Cukup Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
Epidemiologi< 24 jam Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah KLB di desa / kelurahan Kasus 5 9 8 7 7
yang di tangani >24 jam dalam
priode tertentu
2 | Jumlah KLB didesa/ kelurahan yang | Kasus > 9 8 7 7
terjadi pada priode yang sama
3 | Cakupan Desa / Kelurahan % 100 100 100 100 100
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan Epidemiologi< 24 jam

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum
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1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Infrastruktur jalan merupakan elemen penting dalam menunjang pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Luwu Timur sebab dengan terbangunnya jalan di wilayah
Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa hal ditunjang termasuk, konektivitas
antar wilayah yang ada di Kabupaten Luwu Timur, memudahkan pergerakan orang
dan barang dan juga mempersingkat waktu dan jarak tempuh.

Panjang jalan kondisi baik yang ada di Kabupaten Luwu Timur mengalami
penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019 dan 2020, dari 1.178,45 di tahun
2018 turun menjadi 748,003 dan 755,802 pada tahun 2019 dan 2020. Penurunan
tersebut disebabkan karena pada tahun 2019 dan 2020 Dinas PUPR Kabupaten
Luwu Timur melakukan pendataan secara menyeluruh dan menggunakan arahan
baru dari Kementerian PUPR, juga terjadi penurunan kondisi jalan bagi jalan yang
tidak diintervensi dengan kegiatan pemeliharaan oleh Dinas PUPR Kabupaten Luwu

Timur. Selengkapnya pada tabel berikut;

Tabel 2.103 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

- Tahun
No Indikator Satuan 516 2017 2018 2019 2020
1 Panjang jalan kondisi Km 1.118,75 | 1.160,96 | 1.178,45 748,003 | 755,802
baik
2 Panjang jalan Km 1.894,57 | 1.889,27 | 1.889,27 | 1.889,27 | 1.889,27
seluruhnya
3 Proporsi panjang % 0,591 0,615 0,624 0,396 0,400
jaringan jalan dalam
kondisi baik
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021
Tabel 2.104 Kondisi Jalan Kab. Luwu Timur 2016 — 2020
TAHUN
NO. KONDISI 2016 2017 2018 2019 2020
1 Baik 1.118,75 | 1.160,96 | 1.178,447 | 748,003 | 755,802
2 | Sedang 336,38 323,05 313,263 | 749,286 | 594,076
3 Rusak Ringan | 276,58 243,24 224,522 71,213 | 227,577
4 Rusak Berat 162,86 162,03 173,041 | 320,771 | 311,818
5 | Jumlah 1.894,57 | 1.889,27 | 1.889,27 | 1.889,27 | 1.889,27
‘ Gambaran Umum Kondisi Daerah I -106




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi
jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1
km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah
penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat
yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah
kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun
belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot

perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 2.105 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah panjang jalan Km 1.894,57 | 1.889,27 | 1.889,27 | 1.889,27 | 1.889,27

No Indikator Satuan

2 | Jumlah penduduk Km 280.684 | 287.874 | 293.822 | 300.374 | 305.407
3 | Rasio panjang jalan % 0,067 0,0065 0,0064 0,0062 0,0062
dengan jumlah
penduduk

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rasio panjang jalan dengan jumlah
penduduk mengalami penurunan dari tahun ke tahun. hal tersebut dikarenakan
jumlah panjang jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur tidak mengalami

penambahan sementara jumlah penduduk bertambah dari tahun ke tahun.

3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( >40 Km/Jam)

Jalan kabupaten di Luwu Timur memiliki peran penting dalam menghubungkan
wilayah-wilayah yang menopang pergerakan ekonomi, sosial dan budaya
masyarakat. data menunjukkan bahwa meskipun panjang keseluruhan jalan
kabupaten tidak mengalami penambahan selama 2017 sampai 2020, namun untuk

jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik mengalami penurunan yang
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Tabel 2.106 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam ) Kab.

Luwu Timur Tahun 2016-2020

No . Tahun
LTl Sauan moa16 T o017 2018 2019 2020
1 | Panjang jalan Km 1.118,75 | 1.160,96 | 1.178,447 | 748,003 | 755,802
kabupaten dalam
kondisi baik
2 Panjang seluruh jalan % 1.894,57 | 1.889,27 | 1.889,27 | 1.889,27 | 1.889,27
kabupaten di daerah
tersebut
3 | Persentase jalan % 59,05 61,45 62,37 39,59 40,00

kabupaten dalam
kondisi baik ( > 40
KM/Jam )

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

4. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air
(minimal 1,5 m)

Drainase jalan merupakan bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam

memenuhi persyaratan salah satu teknis prasarana jalan yang berfungsi untuk

mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan

tetap kering. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada

pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, kemanan dan kenyamanan

pejalan kaki tersebut. Di Kabupaten Luwu Timur persentase jalan yang memiliki

trotoar dan drainase yang sesuai standar masih sangat kecil belum mencapai angka

1 persen. Pada tahun 2106 sampai dengan 2018 hanya naik 0,001 persen dari 0,113

di tahun 2016 menjadi 0,114 di tahun 2018, selanjutnya meningkat tetap dari 2019

sampai tahun 2020 menjadi 0,133, karena ada penambahan panjang jalan

sepanjang 370 Km. selengkapnya terdapat pada tabel dibawah.

Tabel 2.107 Persentase Jalan Yang Memilikii Trotoar Dan Drainase/Saluran

Pembuangan ( Minimal 1,5 m) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No Tahun
e Sawan oa1e T 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Panjang jalan yang Km 2,157 2,157 2,157 2,527 2,527
memiliki trotoar dan
drainase
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2 | Panjang seluruh jalan Km 1.894,57 | 1.889,27 | 1.889,27 | 1.889,27 | 1.889,27
kabupaten

3 | Persentase jalan yang % 0,113 0,114 0,114 0,133 0,133
memilikii trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan ( minimal
1,5m)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

5. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menyediakan
akses masyarakat terhadap sanitasi memperlihatkan kinerja yang memuaskan dari
tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Pada tahun awal 2016 angka persentase
berada pada posisi 70,34 persen, selanjutnya terus mengalami kenaikan hingga
mencapai angka 97,91 persen di tahun 2020.

Tabel 2.108 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kab. Luwu Timur Tahun
2016-2020
No Tahun

Indikator Satian o016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah rumah tinggal berakses | Rumah | 40771 | 50582 | 55165 | 58533 | 58818

sanitasi

2 | Jumlah rumah tinggal Rumah | 56364 | 57575 | 58776 | 60075 | 60075
persentase rumah tinggal % 70,34 87,86 93,88 97,43 97,91
bersanitasi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

6. Persentase drainase dalam kondisi baik

Drainase di Kabupaten Luwu Timur tersebar di wilayah permukiman dan
yang berada pada jalan penghubung antar desa. Pembangunan drainase di
Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan setiap tahunnya sebagai respon atas
perencanaan Top Down dan Bottom Up yang diterapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pemanfaatan anggaran belanja daerah
sebaik-baiknya. Panjang drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan
setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya panjang drainase secara
keseluruhan kabupaten. Meskipun kenaikan setiap tahunnya tidak terlalu signifikan,
kecuali pada tahun 2018 yang kenaikannya mencapai 3,19 persen, namun kenaikan
tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan pembangunan baru

yang ada pada perangkat daerah terkait berjalan dengan baik. Selengkapnya dapat

‘ Gambaran Umum Kondisi Daerah 11 -109




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.109 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur Tahun
2016-2020

No . Tahun

[ndikator Sawan o616 T 2017 | 2018 | 2010 | 2020

1 . . Km 249,2 295,228 | 345,462 | 370,962 | 372,628
Panjang Drainase Dalam

Kondisi Baik (km)

2 | Panjang seluruh drainase di Km 311,499 | 369,035 | 415,269 | 436,769 | 440,25
daerah kabupaten ( km)

3 | Persentase drainase dalam kondisi % 80 80 83,19 84,93 84,64
baik/pembuangan aliran air tidak
tersumbat

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

7. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu Timur
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut seiring dengan peningkatan
kondisi saluran irigasi primer, sekunder ataupun tersier yang sesuai kewenangan
kabupaten. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 angka persentase tersebut hanya
meningkat sekitar 7,35 persen dari 43,37 pada tahun 2016 menjadi 50,72 persen
pada tahun 2020.

Tabel 2.110 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

No : Tahun
Indikator Saluan 5616 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Luas irigasi kabupaten Ha 2940 | 3056,5 | 3211 | 3412,7 | 3438,2
dalam kondisi baik
2 | Luas irigasi kabupaten Ha 6.778 | 6.778 | 6.778 | 6.778 | 6.778
3 | Persentase irigasi % 43,37 | 45,09 | 47,37 | 50,34 | 50,72
kabupaten dalam kondisi
baik

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

8. Rasio jaringan irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap
lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan
tersier. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan Grafikan ketersediaan saluran irigasi

untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Tabel 2.111 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 — 2020
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. Tahun

No Jraian 2016 2017 2018 2019 2020

1. | Jaringan Primer 6.503,00 | 5.535,00 321,00 5.454,30 | 5.804,30
2. | Jaringan Sekunder 8.365,60 | 10.568,30 | 11.805,00 | 5.607,70 | 3.545,00
3. | Jaringan Tersier 795,00 335,00 223,00 223,00 630,00
4. | Total Panjang jaringan | 15.663,60 | 23.466,90 | 28.012,60 | 34.751,90 | 37.991,90
5. | Luas Lahan Budidaya 5078 5078 5078 5078 5078
6. | Rasio 3,085 4,621 5,516 6,844 7,482

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

9. Persentase penduduk berakses air minum

Pencapaian jumlah penduduk yang berakses air minum selama lima tahun
mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 11,55 persen.
Secara keseluruhan peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah

sebesar 21,40 persen atau sekitar 71.124 jiwa.

Tabel 2.112 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kab. Luwu Timur Tahun

2016-2020
No . Tahun
Inelletier Saan 51 T 2017 2018 2019 | 2020
1 | Jumlah penduduk Jiwa 90183 103635 139741 148955 | 161307
berakses air minum
2 | Jumlah penduduk Jiwa 281822 | 287874 293882 300374 | 302039
3 | Persentase penduduk % 32 36 47,55 49,59 53,40
berakses air minum

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

10. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
perkotaan dan perdesaan

Tabel 2.113 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Trhadap Air
Minum Layak Perkotaan Dan Perdesaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

1 | Jumlah penduduk dengan Jiwa | 223.072 | 236.211 | 240.943 | 268.560 | NA
akses terhadap sumber air
minum yang terlindungi dan
berkelanjutan
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N

Jumlah penduduk seluruhnya Jiwa | 281.822 | 287.874 | 293.882 | 300.374
3 | Proporsi rumah tangga dengan % 79,15 82,05 82 89,41
akses berkelanjutan trhadap air
minum layak perkotaan dan
perdesaan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

11. Persentase areal kawasan kumuh

Tabel 2.114 Persentase Areal Kawasan Kumuh Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

1 Jumlah luas kawasan Ha 1,0162 1,0374 1,092 2,68 2,72
kumuh

2 Luas wilayah Km?2 6945 6945 6945 6945 6945

3 Persentase areal kawasan % 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04
kumuh

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

12. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Tabel 2.115 Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan Kab. Luwu Timur Tahun

2016-2020
1 | Jumlah bangunan ber 820 1.725 2.766 4.018 4.941
IMB
2 | Jumlah bangunan 6.959 | 13,746 | 20.872 | 28.004 | 35.458
3 | Rasio bangunan ber 0,11 0,12 0,13 0,14 0,13
IMB per satuan
bangunan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio rumah layak huni

Rumabh layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan
bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
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Ada empat (4) kriteria rumah layak huni, yaitu : ketahanan bangunan (bahan
bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas
tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m2), akses air minum layak dan akses
sanitasi aman atau layak. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu Timur
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan yang paling signifikan
terjadi pada tahun 2019 dimana terdapat penambahan 1.552 unit rumah dari tahun
2018. Pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni Kabupaten Luwu Timur adalah
sebanyak 53.581 unit, jumlah tersebut bertambah sebanyak 4.090 unit selama lima

tahun sejak tahun 2016 yang berada pada posisi 49.491 unit.

Tabel 2.116 Rasio Rumah Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun

No Indikator Saluan o016 2017 2018 2019 2020

1 | Jumlah rumah Unit | 49491 49754 50.809 @ 52.361 @ 53.581
layak huni

2 Jumlah Jiwa 293978 295904 299.975 300.374 302.039
penduduk

3 Rasio rumah 0168 @ 0168 | 0169 = 0174 | 0177
layak huni

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Data Penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

2. Rasio permukiman layak huni
Rasio permukiman layak huni didapatkan dari pembagian antara luas
permukiman layak huni dan luas seluruh wilayah permukiman. Selama lima tahun
jumlah luasan permukiman layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami
peningkatan.
Tabel 2.117 Rasio Permukiman Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No ) Tahun
Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Luas permukiman Km?2 2391 | 2491 26,23 27,61 27,89
layak huni
2 | Luas wilayah Km? 33,23 33,23 34,98 36,82 36,82
permukiman
3 | Rasio permukiman 0,71 0,74 0,74 0,74 0,75
layak huni

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
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3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Tabel 2.118 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun
2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah seluruh rumah Unit 49,491 49.754 50.809 52.361 53.581
layak huni di suatu
wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu
2 Jumlah rumah disuatu Unit 60,582 61,571 61.614 61.922 61.834
wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu

3  Cakupan ketersediaan % 81.69 80.81 8246 84.56 86.65
rumabh layak huni

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Tabel 2.119 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

1  Jumlah rumah tangga MBR Unit 8.136 8.982 9.582 @ 10.182 | 10.782
yang menempati rumah layak
huni dan terjangkau pada kurun
waktu tertentu

2 | Jumlah rumah tangga MBR Unit 16.982 18511 18.530 18.540 18.550
pada kurun waktu tertentu

3 | Cakupan layanan rumah layak % 4791 4852 54.71 54.92 58.12
huni yang terjangkau

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

5. Persentase permukiman yang tertata

Tabel 2.120 Persentase Permukiman Yang Tertata Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No Indikator Satuan Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Luas area permukiman Km?2 2391 | 2491 | 26,23 | 27,61 | 27,89
tertata
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Luas area permukiman Km? 33,23 | 33,23 | 34,98 | 36,82 | 36,82
keseluruhan

Persentase permukiman % 7194 | 7495 | 7498 | 7498 | 75.74
yang tertata

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

6. Persentase lingkungan permukiman kumuh

Tabel 2.121 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Luwu Timur Tahun

No

2016-2020

Tahun

2016 | 2017 2018 | 2019 2020
Jumlah luas permukiman Km?2 1,02 1,04 1.09 2,68 2,72
kumuh
Jumlah luas permukiman Km?2 6.945 | 6.945 | 6.945 | 6.945 6.945
luas wilayah

Persentase lingkungan % 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04
pemukiman kumuh

Indikator Satuan

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

7. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Tabel 2.122 Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

No

3

Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Luasan % 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
permukiman kumuh
yang tertangani
Jumlah permukiman % 1.02 1.04 1.09 2.68 2.72
kumuh
Persentase luasan % 5.02 5.21 5.22 2.24 2.24

permukiman kumuh
kawasan perkotaan

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

8. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Tabel 2.123 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kab. Luwu Timur Tahun

W

2016-2020
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2016 2017 2018 2019 2020

1 | Jumlah rumah tangga % 11.091 11.817 @ 10.111 9.321 8.253
kumuh perkotaan

2 Jumlah seluruh rumah % 60.582 61571 61.614 61.922 61.834

3 Proporsi rumah tangga % 18.31 19.19 16.41 15.05 13.35

kumuh perkotaan

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

9. Cakupan lingkungan yang sehat dana man yang di dukung dengan PSU

Tabel 2.124 Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Di Dukung Dengan
PSU Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No . Tahun
Indikator sawan .06 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah lingkungan yang Unit 57 59 68 75 86

didukung PSU pada kurun
waktu tertentu
2 Jumlah lingkungan Unit 127 127 127 127 127
perumahan pada kurun
waktu tertentu

3 | Cakupan lingkungan yang % 4488 46.46  53.54 59.06 | 67.72
sehat dan aman di dukung
dengan PSU

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat

Tabel 2.125 Cakupan petugas perlindungan masyarakat Kabupaten Luwu
Timur 2016 — 2020

Tahun
No Indikator 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Jumlah Petugas Satuan
1 | Perlindungan Masyarakat 1439 | 1349 | 1.184 | 1.184 1.16
2 | Jumlah Desa/Kelurahan 127 127 127 127 127
Cakupan Satuan Perlindungan
3 | Masyarakat 11.33 | 10.62 9.32 9.32 9.12

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
keindahan)

‘ Gambaran Umum Kondisi Daerah I1-116




Tabel 2.126 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Keindahan) Kabupaten Luwu Timur 2016 — 2020

Tahun
No Indikator 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020

Jumlah gangguan K3

1 | yang ditangani 34 38 41 450 448
Jumlah gangguan K3
yang dilaporkan dan
teridentifikasi oleh satpol

2| PP 55 60 55 450 448
Tingkat Penyelesaian
Pelanggaran Ketertiban,
Ketenteraman dan

3 | Keindahan (K3) 61.82 | 63.33 | 74.55 100 100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Tabel 2.127 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kabupaten
Luwu Timur 2016 - 2020

Tahun

No Indikator 2016 2017 2018 | 2019 2020
Jangkauan luas Wilayah
Manajemen Kebakaran

1 | (WMK) 529,87 | 883,12 | 1.059,75 | 1.413 | 1.589,62
Luas Wilayah Kabupaten

2 | Luwu Timur 6945 6945 6945 | 6945 6945
Cakupan Pelayanan Bencana

3 | Kebakaran Kabupaten/Kota 7.63 12.71 15.26 | 20.34 22.89

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021
4. Tingkat waktu tanggap ( response time rate ) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran

Tabel 2.128 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kabupaten
Luwu Timur 2016 — 2020

W

Tahun
No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah kejadian kebakaran
yang ditangani dalam waktu
tanggap 23 36 65 133 62
Jumlah kejadian kebakaran di
WMK 37 47 89 177 68
Tingkat waktu tanggap (respon
timerate) layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran 62.16 76.6 73.03 75.15 91.18
Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021
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5. Persentase penegakan perda

Tabel 2.129 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
Kabupaten Luwu Timur 2016 — 2020

Tahun
No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah pelanggaran perda
1 | yang diselesaikan 28 34 38 40 22
Jumlah pelanggaran perda
yang dilaporkan dan
2 | teridentifikasi oleh satpol PP 34 41 49 51 26
3 Persentase Penegakan Perda 82.35 82.93 77.55 78.43 84.61

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.3.1.5 Sosial

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Tabel 2.130 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kab. Luwu Timur,
Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah PMKS yang Jiwa - 12074 13313 1126 12710
Diberikan Bantuan
2 Jumlah PMKS yang Jiwa - 31579 31586 31584 | 41138
Seharusnya
Menerima Bantuan
3 Persentase PMKS % - 38.23 42.15 3.57 30.90
yang
Memperoleh Bantuan
Sosial

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Persentase PMKS yang tertangani

Tabel 2.131 Persentase PMKS yang Tertangani Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah PMKS yang Jiwa - 12178 13309 13180 12559
tertangani
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Jumlah PMKS Jiwa - 36024 36025 36023 47590
Persentase PMKS % - 33.81 36.94 36.59 26.39
yang

tertangani

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Persentase PMKS skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Dasar

Tabel 2.132 Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk

No

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah PMKS Jiwa - 12074 12074 11205 12587

yang memperoleh

bansos dalam 1

tahun

Jumlah PMKS Jiwa - 34442 34591 34794 | 44442
yang seharusnya

memperoleh

bansos dalam 1

tahun

Persentase % - 35.06 34.91 32.20 28.32
PMKS yang

tertangani
Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Tabel 2.133 Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No

Tahun

Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 2019 2020

Jumlah panti sosial Unit - 0 5 7 10
dalam 1 (satu) tahun
yang menyediakan
sarana prasarana
pelayanan kesos

Jumlah panti sosial Unit - 0 8 9 10
dalam 1 (satu) tahun
yang seharusnya
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesos

Persentase Panti Sosial % - 0.00 62.50 77.78 100.00
dengan Sarana dan

W
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Prasarana Pelayanan
Kesehatan

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Persentase WKBSM yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan
Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.134 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
(WKBSM) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No

Indikator

Satuan

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

1

Jumlah WKBSM dalam satu
tahun

yang menyediakan sarana dan
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial

Unit

0

0

0

Jumlah WKBSM dalam satu
tahun

yang seharusnya menyediakan
sarana dan prasarana
pelayanan

kesejahteraan sosial

Unit

10

Persentase WKBSM yang
menyediakan sarana dan
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial

%

0.00

0.00

0.00

44.44

70.00

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap
Darurat

Tabel 2.135 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama
Masa Tanggap Darurat Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No

Indikator

Satuan

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah korban bencana yang
menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat dalam satu
tahun

Jiwa

112

40

76

151

Jumlah korban bencana yang
seharusnya menerima bantuan
sosial selama masa tanggap
darurat dalam satu tahun

Jiwa

112

40

76

151

Persentase = Korban bencana
yang menerima bantuan social
selama masa tanggap darurat
dalam satu tahun

%

100

100

100

100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Dan

W
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Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tabel 2.136 Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Kab. Luwu Timur, Tahun

2016-2020
: Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah korban Jiwa 0 112 40 76 151
bencana dalam satu
tahun yang
dievakuasi  dengan
menggunakan sarana
dan prasarana
tanggap darurat
lengkap
2 Jumlah korban Jiwa 0 112 40 76 151
bencana dalam satu
tahun yang
seharusnya
dievakuasi  dengan
menggunakan sarana
dan prasarana
tanggap darurat
lengkap
3 Persentase  korban % 0.00 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00
bencana yang
dievakuasi  dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

8. Persentase Penyandang Cacat Dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial

Tabel 2.137 Persentase Penyandang Cacat Dan Lanjut Usia Menerima Jaminan
Sosial Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

W

No Indikator

Satuan

Tahun

2016 | 2017

2018

2019 | 2020

Jumlah  penyandang
cacat fisik dan mental
serta lansia  tidak
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial dalam satu
tahun

Jiwa

0 297

295

301 | 298

Jumlah  penyandang
cacat fisik dan mental
serta lansia  tidak
potensial yang
seharusnya menerima

Jiwa

0 3201

3580

3906 | 4030
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jaminan sosial dalam
satu tahun

3 Persentase % 0.00 | 9.28 | 824 | 7.71 | 7.39
penyandang cacat fisik
dan mental serta lanjut

usia tidak
potensial yang telah
menerima

jaminan sosial
Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar

21321 Tenaga Kerja

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Tabel 2.138 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun kab. Luwu timur tahun

2016-2020
Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah sengketa Kasus 10 15 12 14 34

pengusaha pekerja

2 | Jumlah perusahaan | Perusahaan 138 165 102 123 151

3 |Angka tenaga % 7,25 9,09 | 11,76 | 11,38 | 22,82
sengketa pekerja
pertahun

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020
2. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Tabel 2.139 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Besaran kasus yang % 10 20 16,67 - 8,82
diselesaikan dengan
perjanjian bersama

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
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Tabel 2.140 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kab.
Luwu Timur Tahun 2016-2020
Tahun

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah pekerja buruh | Orang | 3.898 | 4.413 | 6.357 | 9.761 | 16.124

No Indikator Satuan

jamsostek

2 | Jumlah pekerja/ Orang | 3.898 | 4.413 | 6.357 | 9.761 | 16.124
buruh

3 | Besaran pekerja/ % 100 100 100 100 100
buruh

yang menjadi peserta
program jamsostek

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020
4. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tabel 2.141 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

) Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 2019 2020

Jumlah tenaga kerja Orang 22 22 116 110 50
1 | yang di latih

Jumlah pendaftar Orang 31 30 158 149 66
2 | pelatihan berbasis

kompetensi

Besaran tenaga kerja % 70,96 | 73,33 | 73,41 | 73,82 | 75,75
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
komptensi

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Tabel 2.142 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Masyarakat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

) Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah tenaga kerja Orang 300 330 330 330
yang di latih )
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_ Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018
Jumlah pendaftar Orang
2 | pelatihan berbasis ) 300 330 330 330
masyarakat
aran tenaga kerja yang
3 | mendapatkan % - 100 100 100 100
pelatihan berbasis
masyarakat

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Tabel 2.143 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Peklatihan Kewirausahaan
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

; Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 2019 | 2020
1 | Jumlah tenaga kerja Orang - - 99 110 10
yang di latih
2 | Jumlah pendaftar Orang - - 99 110 10
pelatihan
kewirausahaan
3 | Besaran tenaga kerja % - - 100 100 100
yang mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.144 Jumlah Perusahaan Menurut Besar Kecilnya Jumlah Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

W

Besar Sedang Menengah Kecil
Tahun Jumlah
TK >100 TK50-99 | TK 25-49 <25 <10
2016 11 5 21 33 68 138
2017 21 14 24 45 66 170
2018 31 17 33 45 75 201
2019 23 20 21 31 45 140
2020 25 22 25 36 43 151

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.145 Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB, LKS BIPARTIT,
Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kabupaten
Luwu Timur 2016-2020
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LKS.

Tahun | PP | PKB | SP/SB | o on-— | PHIPHK B
2016 | 51 8 32 1 5 5
2017 | 52 8 32 2 16 16
2018 | 58 8 29 2 7 16
2019 | 62 9 31 3 13 13
2020 | 65 9 32 3 34 6

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Tabel 2.146 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

1 | Pekerja Perempuan
di Lembaga
Pemerintah

Orang

0 2381

2384

4130

4287

2 | Jumlah Pekerja
Perempuan

Orang

0 3377

3404

5454

5639

3 | Persentase
partisipasi
perempuan di
lembaga
pemerintah

%

0.00

70.51

70.04

75.72

76.02

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Tabel 2.147 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab. Luwu Timur

Tahun 2016-2020

1 | Jumlah kursi di DPRD
yang di duduki
perempuan

Orang

2 | Jumlah total kursi
keanggotaan DPRD

Orang

30

30

30

30

3 | Proporsi kursi yang
diduduki perempuan di
DPR

%

3188

3.33

3188

3538

6.67

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020
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3. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Tabel 2.148 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

Pekerja
Perempuan di

Lembaga Swasta

Orang

1020

1324 | 1352

Perempuan

2 | Jumlah Pekerja

Orang

0 3377

3404

5454 | 5639

3 | Persentase
partisipasi
perempuan di

lembaga swasta

%

0.00 | 29.49

29.96

24.28 | 23.98

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4, Rasio KDRT

Tabel 2.149 Rasio KDRT Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Jumlah
KDRT

Kasus

2 | Jumlah
Rumah
Tangga

RT

69073

69988

70058

87534

69073

3 | Rasio
KDRT

%

0.03

0.04

0.04

0.04

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

o

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2.150 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-
2020

Jumlah
partisipasi
angkatan
kerja
perempuan

Orang

3377

3404

5454

5639

2 | Jumlah
angkatan
kerja
perempuan

Orang 0

48541

48453

46113

45341
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3 | partisipasi % 0.00 | 6.96 7.03 | 11.83
angkatan
kerja
perempuan
Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat
Penangananan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan
Terpadu

Tabel 2.151 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang
MendapatPenangnanan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan
Terpadu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

1 | Jumlah Laporan 0 21 27 27 33
pengaduan/laporan
yang ditindak lanjuti
oleh unit pelayanan
terpadu

2 | Jumlah Laporan 0 21 27 27 33
Laporan/pengaduan
yang masuk ke unit
pelayanan terpadu
3 | Cakupan perempuan % 0.00 | 100 | 100 | 100 | 100
dan anak korban
kekerasan yang
mendapat
penangnanan
pengaduan oleh
petugas terlatih
didalam unit
pelayanan terpadu
Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas
Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2.152 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas
Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Didalam
Unit Pelayanan Terpadu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

1 | Jumlah Korban Kekerasan | Orang 0 21 21 27 33
yang memperoleh layanan
rehabsos

2 | Jumlah korban kekerasan Orang 0 21 21 27 33
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yang membutuhkan
rehabsos

3 | Cakupan layanan % 0.00 | 100 | 100 | 100 | 100
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan didalam
unit pelayanan terpadu
Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

8. Cakupan Kupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan
Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan
Anak

Tabel 2.153 cakupan kupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai
dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

1 | Jumlah perkara yang Perkara 0 14 19 24 31
diputuskan pengadilan
dengan dasar
perundang-undangan
yang berkaitan dengan
kekerasan terhadap
perempuan dan anak
2 | Jumlah perkara Perkara 0 21 21 27 33
kekerasan terhadap
perempuan dan anak
yang disidang

3 | cakupan kupan % 0.00 | 67 90 89 94
penegakan hukum dari
tingkat penyidikan
sampai dengan putusan
pengadilan atas kasus-
kasus kekerasan
terhadap perempuan
dan anak

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

9. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan
Layanana Bantuan Hukum

Tabel 2.154 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan
Layanana Bantuan Hukum Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020
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Jumlah korban
mendapatkan layanan
bantuan hukum

Orang

14

19

mebutuhkan
hukum

Jumlah korban yang

bantuan

Orang

21

21

27 33

cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanana
bantuan hukum

%

0.00 | 67

90

89 94

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.155 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kabuiaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

1 | Jumlah Korban 0 8 10 8 9

2 Korban Kekerasan 0 5 5 4 4
terhadap perempuan

3 Korban kekerasan 0 3 5 4 5
terhadap anak

4 | Jumlah Kasus KDRT 0 5 5 4 4

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Luwu Timur, 2021
2.1.3.2.3 Pangan

1. Ketersediaan pangan utama

Tabel 2.156 Ketersediaan Pangan Utama Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Jumlah rata rata Ton 193.744 | 204.693 | 259.389 | 245.401 | 252.728

ketersediaan pangan

utama pertahun
2 | Jumlah penduduk Orang | 293.978 | 283.609 | 298.981 | 300.078 | 300.078
3 | Ketersediaan pangan % 65.90 72.17 86.75 81.77 84.22

utama

Tabel 2.157 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016

W

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

-2020
No | Kategori 2016 2017 2018 2019 2020
1. Pr(‘%%ﬂ;s' 308.657 |308.404,19 |338.836,59 |327.848 | 327.848
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2. Ke?T“ct)‘:]r)‘a” 32.890 | 31.730 33.450 | 33.573 | 28.055,81
3. Per(ST%dr:‘)"‘a” 155.675 | 160.234 | 212.596 |205.692 |208.872,25
Surplus/Defisit | Surplus | Surplus Surplus | Surplus | Surplus

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Pembinaan
Keamanan Pangan

Tabel 2.158 Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Kab. Luwu Timur Tahun
2016-2020

Ketersediaan | Gram/kap/hari
Energi Dan
Protein

Perkapita
Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5,947.42 | 3,457.15 | 4,383.08 | 3,731.26 | 3,258.86

3. Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2.159 Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun
2016-2020

1 Pengawasan dan % 66.66 36.36 41.66 71.42 -
pembinaan
keamanan pangan

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Penyuluhan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka
meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan
dan menurunkan angka kemiskinan. Capaian kinerja penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan tahun 2016 s/d 2020 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.160 Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani
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No Kondisi 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Kelompok Tani 1994 2063 2101 2162 2306
a Kelas Pemula 1457 1476 1496 1541 1647
b Kelas Lanjut 502 548 562 582 605
C Kelas Madya 33 36 40 45 49
d Kelas Utama 2 3 3 4 5
2.
a. | Jumlah Petani/Buruh Tani | 49153 50853 51790 53294 56844

Jumlah Keanggotaan
b dalam Kelompok Tani 25 25 25 25 25
Rasio jumlah anggota
kelompok tani dibanding

jumlah petani/buruh tani
c 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.04%

Sumber data: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.3.2.4 Pertanahan

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel 2.161 Persentase luas lahan bersertifikat Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Tahun

No Indikator Satuan | 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah luas

1 | lahan bersertifikat M2 - 8,395,654 8,537,136 8,538,186 8,842,736
Jumlah luas

2 wilayah M2 - 22299929.61 | 22299929.61 | 22299929.61 | 22299929.61
Persentase luas

3 | lahan bersertifikat % - 37.65 38.28 38.29 39.65

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Tabel 2.162 Penyelesaian kasus tanah negara Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan | 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah kasus yang di
1 | selesaikan Kasus 5 3 9 7 5
Jumlah kasus yang
2 | terdaftar Kasus 6 3 9 7 5
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Penyelesaian kasus tanah

negara % 83.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 ‘ 100.00
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

\3

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel 2.163 Penyelesaian izin lokasi Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan 2016 | 2017 | 2018 2019 2020
1 | Jumlah ijin lokasi ljin 4| - - 2 1
Jumlah permohonan ijin
2 | lokasi ljin 4 - - 2 1
3 | Penyelesaian izin lokasi % 100.00 | - - 100.00 | 100.00

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Tabel 2.164 IKLH Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020

No Tahun IKLH
1 2017 56.9965
2 2018 58.351
3 2019 70.55097921
4 2020 86.87125

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.165 Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Hutan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018 — 2020

No Indikator 2017 2018 2019 2020

1 | Indeks Kualitas Air 13.875 15 10.92 26.75829
2 | Indeks kualitas Udara 150.255 | 15.255 | 29.03879056 | 29.52077
3 | Indeks tutupan hutan/lahan 28.096 | 28.096 | 30.59218865 | 30.59219

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.166 Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2020
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No Nama Dusun Desa Kecamatan
1 | DELIMA - MAGANI NUHA

2 MORINA - SOROWAKO NUHA

3 | MOLENA INIAKU ] NIKKEL NUHA

4 | KAMASE ] WAWONDULA TOWUTI

5 | BARUGA SAYANG ] BARUGA TOWUTI

6 | MANDIRI ] PEKALOA TOWUTI

2 | SEJAHTERA ] TIMAMPU TOWUTI

8 | MONSOLINGA ] ASULI TOWUTI

9 | MABES ] MATOMPI TOWUTI

10 | RANTE ANGIN ] RANTE ANGIN TOWUTI

11 | TOKALIMBO ] TOKALIMBO TOWUTI

12 | LOEHA ] LOEHA TOWUTI

13 | BANTILANG ] BANTILANG TOWUTI

14 | LIOKA ] LIOKA TOWUTI

15 | LANGKEA RAYA ] LANGKEA RAYA TOWUTI

16 | KECAMATAN TOWUTI ] KECAMATAN TOWUTI

17 | LOWITA ] TABARANO WASUPONDA
18 | LEMBO SEJATI ] WASUPONDA WASUPONDA
19 | BIRONO ] PARUMPANAI WASUPONDA
20 | HARAPANKU ] BALAMBANO WASUPONDA
51 | BSC SATU HATI ] WASUPONDA WASUPONDA
55 | LEDU-LEDU ] LEDU-LEDU WASUPONDA
53 | MOMOIKO ) \*/(VAA'\gU%%ND A WASUPONDA
24 | ANGGREK ] MALILI MALILI

o5 | D'LIMA ] LAKAWALI MALILI

26 | BIRAWA ] BALANTANG MALILI

27 | IPIN ] PUNCAK INDAH MALILI

28 | LAKALOI ] BARUGA MALILI

29 | HARAPAN BERSIH SAMPAH ] HARAPAN MALILI

30 | MALINDO ] PASI-PASI MALILI

31 | BAROKAH ] LASKAP MALILI

3, | MUDA BERKARYA Egg;i:';'” PONGKERU MALILI

33 | MALLIWENG - WEWANGRIU MALILI

34 | SAHABAT MANURUNG - MANURUNG MALILI

35 | BALAPAN DSN. LADOPING | LAKAWALI PANTAI MALILI

. BANK SAMPAH CEMARA - I(DPUE'\IIQCI:(AAT\IEI"\(I)DI?:N) MALILI

37 | TCLB - TAWAKUA ANGKONA

38 | LBS - LAMAETO ANGKONA

39 | MPS - WANASARI ANGKONA

40 | BBM - BALIREJO ANGKONA
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No Nama Dusun Desa Kecamatan
41 | CILIBER - TARIPA ANGKONA

42 | GPS - SOLO ANGKONA

43 | BSM BALI - MANTADULU ANGKONA

44 | WANAGIRI - KECAMATAN ANGKONA

45 | WATSAP - WATANGPANUA ANGKONA

46 | TAMPINNA BISA - TAMPINNA ANGKONA

47 | MABESSAH - MALIWOWO ANGKONA

48 | BINA HARAPAN - KALAENA KIRI KALAENA

49 | GEMAH RIPAH - ARGOMULYO KALAENA

50 | KARYA SEJAHTERA - NON BLOK KALAENA

51 | BERLIAN - MEKAR SARI KALAENA

50 | BIl - PERTASI KENCANA | KALAENA

53 | BERSERI - SUMBER MAKMUR | KALAENA

54 | SUMBER AGUNG - SUMBER AGUNG KALAENA

55 | BANG KUMIS - MARGOLEMBO MANGKUTANA
56 | ANDALAN - WONOREJO TIMUR | MANGKUTANA
5, | MELAYU SS”' Senam Harl | \yoNOREJO MANGKUTANA
58 | MANIS ASAM ASIN - TEROMU MANGKUTANA
59 | SAPULIDI - SINDU AGUNG MANGKUTANA
60 | BALAI KEMBANG - BALAI KEMBANG MANGKUTANA
61 | KASINTUWU - KASINTUWU MANGKUTANA
62 | SILET - PANCAKARSA MANGKUTANA
63 | KISS - KORONCIA MANGKUTANA
64 | HARAPAN JAYA - BANGUN JAYA TOMONI

65 | MULYASRI - MULYASRI TOMONI

66 | MABALLO - TOMONI TOMONI

67 | MANDIRI - MANDIRI TOMONI

68 | KARYA - BANGUN KARYA TOMONI

69 | BUAH SAWIT - KALPATARU TOMONI

70 Eﬁ\l\((B?(TJIID\I%KII\INTA - BAYONDO TOMONI

71 | MAWAR - SUMBER ALAM TOMONI

72 | TADULAKO - TADULAKO TOMONI

73 | BASMAN - MANUNGGAL TOMONI TIMUR
74 | DERES - KERTORAHARJO TOMONI TIMUR
75 | MARGOMULYO - MARGOMULYO TOMONI TIMUR
76 | BERSINAR - ALAM BUANA TOMONI TIMUR
27 | SULE - LERA WOTU

78 | RANGATA - LAMPENAI WOTU

79 | MADANI - MADANI WOTU

80 | KANAWATU - KANAWATU WOTU

81 | KITA PEDULI KEBERSIHAN - MARAMBA WOTU
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No Nama Dusun Desa Kecamatan
82 | ASRI - PEPURO BARAT WOTU
83 | BERIMAN - CENDANA HIJAU WOTU
84 | SAYANG BUMI - KARAMBUA WOTU
85 | BAHARI - BAHARI WOTU
86 | KENNENG - BAWALIPU WOTU
87 | TARENGGE - TARENGGE WOTU
88 | RINJANI - RINJANI WOTU
89 | TARENGGE TIMUR - TARENGGE TIMUR WOTU
90 | LINKBAS Dsn. Bone Pata BONE PUTE BURAU
91 | MELATI - LEWONU BURAU
o SIUPQL(S\TAU SIPAKAINGE ) BURAU BURAU
93 | BILAS - LUMBEWE BURAU
94 | MAPACCING - JALAJIA BURAU
95 | BERKASIH - BENTENG BURAU
96 | LAUWO - LAUWO BURAU
97 | LANOSI - LANOSI BURAU
98 | LAMBARESE - LAMBARESE BURAU

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.167 Jumlah Timbulan Sampah Per Hari Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

1 Rumah tangga 4,572 -
2 Kantor 1,140 -
3 Pasar tradisional 2280 -
4 Pusat Perniagaan 1140 -
5 Fasilitas Publik 576 -
6 Kawasan Lain 1716 -

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.168 Jumlah Sampah Terolah Per Hari Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

1 Komposting 1.00 -
2 Daur Ulang 7.11212 -
3 Bahan Bakar 0 -
4 | Dikelola Bank sampah 2.400 -
5 Daur Ulang Biogas 0 -

Jumlah 10.51212 -
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1. Tersedianya RPPLH Kabupaten/Kota

Tabel 2.169 Tersedianya Dokumen RPPLH Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

1 | Tersedianya Ada/tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
dokumen ada ada ada ada ada ada
RPPLH
Kabupaten

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Tabel 2.170 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

1 | Terintegrasinya RPPLH Ada/tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak
dalam rencana ada ada ada ada ada ada
pembangunan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten

Tabel 2.171 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Kab.
Luwu Timur Tahun 2016-2020

1 | Terselenggaranya KLHS | Ada/tidak Tidak Tidak Tidak Ada Ada
untuk K/R/P Tingkat ada ada ada ada
daerah Kabupaten

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Tabel 2.172 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air kab. Luwu timur tahun 2016-2020
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Hasil Pengukuran
Indeks Kualitas Air
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Tabel 2.173 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara kab. Luwu timur tahun 2016-
2020

1 Hasil Pengukuran 0 50.078 50.85 96.79 98.40
Indeks Kualitas
Udara

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 2.174 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

1 | Hasil Pengukuran 0 70.24 70.24 76.48 76.48
Indeks Kualitas
tutupan lahan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Atau
Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap lIzin Lingkungan, 1zin PPLH Dan
PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 2.175 Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha
kab. Luwu timur tahun 2016-2020
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1 Jumlah ketaatan Usaha/ 26 26 26 26 26
terhadap izin lingkungan, | Kegiatan
izin lingkungan, izil PPLH
dan PUU LH dari izin
yabng terbitkan oleh

pemerintah
kabupaten/kota

2 Total Penanggung jawab | Usaha/ 50 50 50 50 50
usaha dan kegiatan Kegiatan

yang dihina dan diawasi
terhadap izin lingkungan
, izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan

3 Pembinaan dan Usaha/ 20 20 20 20 20
pengawasan terkait Kegiatan
ketaatan penanggung
jawab usaha

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

8. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA

Tabel 2.176 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Kab. Luwu Timur Tahun
2016-2020

1 Jumlah MHA Yang MHA 0 0 0 1 0
diakui

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

9. Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional

Tabel 2.177 Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional
kab. Luwu timur tahun 2016-2020

1. | Jumlah MHA dan kearifan MHA 0 0 0 1 3
Lokal atau pengetahuan
tradisional yang di verifikasi.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

10. Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional
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Tabel 2.178 Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional Kab.
Luwu Timur Tahun 2016-2020

1. | Jumlah Hak Kearifan MHA 0 0 0 1 3
Lokal Atau Hak
Pengetahuan tradisional
yang terverifikasi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

11.Terlaksananya Pemberian Pernghargaan Lingkungan Hidup

Tabel 2.179 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

1. Terlaksananya Ada/Tidak Tidak Ada Ada Ada Tidak
Pemberian ada ada ada
pernghargaan

lingkungan Hidup
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

12. Timbulan Sampah Yang Ditangani

Tabel 2.180 Terlaksananya Pemberian Pernghargaan Lingkungan Hidup
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Terlaksananya Ada/Tidak
Pemberian ada ada ada
pernghargaan

lingkungan Hidup
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

13.Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R

Tabel 2.181 Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R. Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020
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1. | Sampah yang Ton - 2.051,3 | 4.714,89 | 4.742,69
terkurangi melalusi
3R Adalah sampah
yang dikelolah
melalui aktifitas 3R
seperti bank
sampah, pusat
daur ulang,
pengomposan, dan
lain-lain dan tidak
di angkut ke TPA
atau dibuang
dilingkungan.

2 Persentase Jumlah % - 5.09 11,46 11,06 -
Sampah Yang
dikurangi Melalui
3R

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

14.Persentase Jumlah sampah yang ditangani

Tabel 2.182 Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R. Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

1. Sampah yang Ton - 2.051,3 | 4.714,89 | 4.742,69 -
terkurangi melalusi
3R Adalah sampah
yang dikelolah
melalui aktifitas 3R
seperti bank
sampabh, pusat daur
ulang,
pengomposan, dan
lain-lain dan tidak di
angkut ke TPA atau
dibuang
dilingkungan.

2 Persentase Jumlah % - 5.09 11,46 11,06 -
Sampah Yang

dikurangi Melalui 3R
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

15.Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Kota

Tabel 2.183 Oprasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Kota Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020
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Nilai TPA ( Program
Adipura)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP persatuan penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi
penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di
suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP wajib
dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas
atau telah kawin. Kebutuhan akan akses pelayanan publik yang mensyaratkan
penggunaan KTP-el, juga semakin mendorong masyarakat untuk segera memiliki
KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yang masih menjadi kewenangan
pemerintah pusat sehingga ketersediaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota sangat
tergantung akan alokasi anggaran pengadaan blangko KTP-el di Ditjen
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pendistribusiannya ke instansi
pelaksana di Kabupaten/Kota. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
merupakan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber KTP dibandingkan
dengan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Luwu Timur, pada Tahun 2016 terdapat 0.90 jiwa penduduk yang memiliki KTP
sedangkan untuk tahun 2017 terdapat 0,91 jiwa yang memiliki KTP, Pada Tahun
2018 Mengalami peningkatan lagi 0,96 jiwa, dan tahun 2019-2020 meningkat lagi

menjadi 0,97 jiwa yang memiliki KTP, selengkapnya disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2.184 Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun

2016-2020
Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah penduduk Jiwa 175.927 | 181.355 | 191.879 | 195.707 | 202.728

usia 17 tahun ke atas
yang ber KTP

2 | Jumlah penduduk Jiwa 195.956 | 198.622 | 200.534 | 202.055 | 203.326
usia 17 tahun ke atas
atau telah menikah

3 | Rasio Penduduk Ber- % 0,90 0,91 0,96 0,97 1,00
KTP Persatuan
Penduduk

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran

Rasio bayi beraktekelahiran merupakan jumlah bayi berakte kelahiran
dibanding dengan jumlah bayi. Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status
dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan
pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara
terkait hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte
kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik
lainnya seperti pendidikan dan paspor.

Tabel 2.185 Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Jumlah bayi berakte Jiwa 3.210 3.516 3.809 3.772 4.066

kelahiran
2 | Jumlah bayi Jiwa 3.575 3.821 4.124 4.035 4.256
3 | Rasio Bayi Yang % 0,90 0,92 0,92 0,93 0,96

Memiliki Akte

Kelahiran

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa

tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang
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melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor
urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama Katolik, Protestan, Buddha,
Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap
penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang
pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya
program nasional percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung
mendorong peningkatan rasio pasangan berakte nikah sebab seharusnya pemohon
akta kelahiran melampirkan buku nikah/ akta perkawinan orang tuanya. Masih
banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional
dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum
tercatat dalam SIAK. Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk
muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasil
pelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnya
terintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK).
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kab. Luwu Timur selengkapnya pada table
berikut.

Tabel 2.186 Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah pasangan Pasang | 10.800 | 12.873 | 17.054 | 23.674 | 29.402

nikah berakte nikah

2 | Jumlah keseluruhan Pasang | 67.425 | 63.281 | 69.889 | 71.056 | 71.847
pasangan nikah

3 | Rasio Pasangan % 0,16 0,19 0,24 0,33 0,41
Berakte Nikah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Tabel 2.187 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten
Tahun 2016-2020
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Tahun
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Ketersediaan Database | Ada/tdk Ada Ada Ada Ada Ada
Kependudukan Skala ada
Kabupaten

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

No Indikator Satuan

5. Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel 2.188 Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2016-2020

Tahun
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Penetapan KTP Sudah/belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah

Nasional

Berbasis NIK
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

No Indikator Satuan

6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan Jumlah KTP
ber-NIK yang diterbitkan dibanding Jumlah penduduk wajib KTP. selengkapnya
disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.189 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2020

Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah KTP ber- Jiwa 175.927 | 181.355 | 191.879 | 193.773 | 202.728

No Indikator Satuan

NIK yang
diterbitkan

2 | Jumlah penduduk Jiwa 195.956 | 198.622 | 200.534 | 200.780 | 203.826
wajib KTP

3 | Cakupan % 89,78 91,31 95,68 96,51 99.46

Penerbitan Kartu
Tanda Penduduk
(KTP)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran merupakan jumlah penduduk lahir dan
memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dibanding Jumlah kelahiran di
tahun bersangkutan, selanjutnya disajikan sebagai berikut.
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Tabel 2.190 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016-2020

Tahun
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Jumlah penduduk lahir dan Jiwa 3.210 3.516 3.809 3.772 4.066
memperoleh akta kelahiran
di tahun bersangkutan

2 | Jumlah kelahiran di tahun Jiwa 3.575 3.821 4.124 4.035 4.256
bersangkutan

3 | Cakupan Penerbitan Akta % 89,79 92,02 92,36 93,48 95,54
Kelahiran

No Indikator Satuan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik
merupakan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dibanding Jumlah seluruh

pemerintahan desa. Selanjutnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.191 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No el o) Salan 5018 T 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah Kantor Unit 124 124 124 124 124
Pemerintahan Desa
yang baik
2 | Jumlah Seluruh Unit 124 124 124 124 124
Pemerintahan Desa
3 | Cakupan Sarana % 100 100 100 100 100
Prasarana Perkantoran
Pemerintah Desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

2. Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPM

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM

sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan
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kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata- Rata Jumlah kelompok
binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM di Kab. Luwu Timur seperti pada
tabel berikut.

Tabel 2.192 Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat LPM Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan o016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Rata- Rata Jumlah % 135 135 135 135 135
Kelompok Binaan
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat LPM.

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada
di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan
kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK LPM di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel
berikut.

Tabel 2.193 Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 S.d 2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
3 Rata-rata Jumlah % 340 350 365 365 365
Kelompok Binaan
PKK

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

4. Persentasi PKK Aktif

Persentasi PKK Aktif di Kab. Luwu timur cukup baik karena adanya dukungan
peran aktif pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Tim Penggerak PPK Kabupaten/Kecamatan/Desa untuk melakukan fungsinya dan
pelaksanaan agenda kerja. Persentasi PKK Aktif di Kab. Luwu Timur selanjutnya

disajikan sebagai berikut.seperti pada table berikut.
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. Tahun
e il et Satan o016 T 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Jumlah PKK Aktif Klp 139 139 139 139 139
2 Jumlah PKK Klp 139 139 139 139 139
3 Persentase PKK % 100 100 100 100 100
Aktif

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah
satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah
mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena
pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan
mempertanggungjawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan
kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur
dan diurus oleh Desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos

bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.195 Jumlah Bantuan Keuangan Desa Dari Kabupaten Luwu Timur Tahun

2016-2020
. 2016 2017 2018 2019 2020
Jenis

Bantuan (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Alokasi
Dana Desa | 68,920,000,000 69,900,100,000 64,588,000,000 68,418,500,000 67,280,000,000
Bagi Hasil
Pajak 812,749,780.56 8,726,296,450.14 13,981,185,000 16,843,320,838
Bagi Hasil
retribusi 9,516,406.36 623,113,147.84 623,485,000 418,781,131

Jumlah 69,742,266,186.92 | 79,249,509,597.98 | 79,192,670,000.00 | 68,418,500,000.00 | 84,542,101,969.00

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bantuan keuangan kepada desa berupa alokasi
dana desa selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bagi hasil pajak mengalami
fluktuasihal ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi
penerimaan pajak daerah. Bagi hasil Retribusi mengalami fluktuasi hal ini disebabkan

karenakarena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi

W
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daerah.

Sarana prasarana perkantoran desa sangat mendukung dalam kelancaran
menjalankan pemerintahan dan pembangunan serta menunjang pelayanan masyarakat.
Belum semua kondisi kantor desa dalam kondisi baik. Kondisi kantor desa dapat diketahui

dalam tabel berikut;

Tabel 2.196 Kondisi Kantor Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2020
Rusak
No Kecamatan Baik Sedang Ringan
1 | Mangkutana 11
2 | Nuha 4
3 | Towulti 10 7 1
4 | Malili 11 3
5 | Angkona 10
6 | Wotu 14 2
7 | Burau 14 4
8 | Tomoni 12
9 | Tomoni Timur 8
10 | Kalaena 6 1
11 | Wasuponda 6
Jumlah 106 17 1

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk (LPP/Growth Rate of Population) adalah rata-
rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode
waktu tertentu. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah
geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang
berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Manfaat Laju
pertumbuhan penduduk untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua
periode waktu, LPP>0 berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LPP = O berarti tidak terjadi perubahan
jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LPP<O
berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.
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Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting
dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya.
Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga
akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara
maupun dunia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk
adalah kelahiran, kematian, migrasi. Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa
faktor pendukung, antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanan program
keluarga berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Adapun
kesertaan KB pada pasangan usia subur menjadi penghambat jumlah kelahiran.
Kematian juga dapat di pengaruhi beberapa faktor yaitu pendukung dan
penghambat. Faktor pendukung yang menyebabkan angka kematian antara lain,
tidak menjaga kesehatan, kurang sarana kesehatan di wiliyah tersebut seperti
Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotik, kemiskinan yang berlebihan yang
menyebabkan kurangnya asupan gizi, wilayah perperangan, bencana alam, pola
makan tidak teratur dan wabah penyakit. Adapun faktor yang menghambat kematian
antara lain menjaga kesehatan, pola makan yang teratus, makan yang bergizi,
sedikitnya angka kemiskinan, sarana kesehatan yang lengkap. Migrasi penduduk
yang datang bisa saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang
bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini bias menyebabkan
meningkatnya jumlah penduduk. Sebaliknya penduduk yang pergi ke wilayah lain
yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, dalam jumlah yang banyak,
seperti menjadi TKI, bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk. Laju
Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kab. Luwu Timur, selengkapnya pada tabel

berikut.
Tabel 2.197 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Indikator Tahun
No Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Laju Pertumbuhan % 2,05 1,66 1,63 1,99 1,99
Penduduk (LPP)

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Total Fertility Rate (TFR)
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Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan
setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49
tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak
faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan,
tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta
tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar
pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua
menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika
pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap
penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi
untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Total fertility rate (TFR) di
Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.198 Total Fertility Rate (TFR) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 | 2019 | 2020
1 Total Fertility Rate (TFR) % 2,76 2,31 2,21 2,21 2,21
Total Angka Kelahiran

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam
Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Tabel 2.199 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam
Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah perangkat daerah OPD 0 5 9 9 9
yang berperan aktif di
kampung KB
2 Jumlah semua perangkat OPD 0 16 16 16 16
daerah
3 Persentase Perangkat % 0 31,25 | 56,25 | 56,25 56,25
Daerah (Dinas/Badan) yang
berperan aktif dalam
pembangunan Daerah
melalui Kampung KB

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020
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4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan
Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Tabel 2.200 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan
Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun
2016-2020

Tahun

No Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 | 2019 | 2020

1 Jumlah perangkat daerah OPD 4 4 4 4 4
yang menyusun &
memanfaatkan Rancangan
Induk pengendalian

penduduk

2 Jumlah semua perangkat OPD 4 4 4 4 4
daerah

3 Persentase Perangkat % 1001 100 100 |100 100

Daerah (Dinas/Badan) yang
menyusun dan
memanfaatkan Rancangan
Induk Pengendalian
Penduduk

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020
5. Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur

Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk

Tabel 2.201 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang
Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah kebijakan Perda/Perkada 1 1 1 1 1
(Peraturan
Daerah/Peraturan

Kepala Daerah) yang
mengatur tentang
pengendalian
kuantitas dan kualitas
penduduk

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter
Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program
Pembangunan

Tabel 2.202 Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil
(Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program
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Pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun

No Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 | 2019 | 2020

1 Jumlah Sektor Yang Sektor 4 4 4 4 4
Menyepakati Dan
Memanfaatkan Data Profil
(Parameter Dan Proyeksi
Penduduk) Untuk
Perencanaan Dan
Pelaksanaan Program
Pembangunan

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal
yang melakukan pendidikan kependudukan.

Tabel 2.203 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan
informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-
2020

Tahun

No Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 | 2019 | 2020

1 | Jumlah kerjasama Kerjasama 0 0 0 1 1
penyelenggaraan
pendidikan formal, non
formal, dan informal yang
melakukan pendidikan
kependudukan

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

8. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-
rata jumlah anak per keluarga. Di Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan data yang
ada, rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 2 orang, hal ini berarti program
Keluarga Berencana dapat dikatakan berjalan. Rata-Rata Jumlah Anak Per

Keluarga Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.204 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun

NO Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah anak Jiwa 127.251 | 121.821 | 120.407 | 134.468 | 154.638
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per keluarga

2| Jumiah KK 66.353 | 69.073 | 69.988
keluarga
3 Rata-rata
jumlah anak 3 2 2 2 2.04

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

9. Rasio Akseptor KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah

melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan

untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB.

Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian

jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kab Luwu Timur, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.205 Rasio Akseptor KB Tahun 2016-2020 Kabupaten Luwu Timur

No ) Tahun
Uraian Satuan 2016 2017 2018 2019 | 2020
1 Jumlah Pasangan | 43098 45004 45047 44971 44679
Pasangan
Usia Subur
(PUS)
2 Jumlah Pasangan 33277 33523 32224 33227 32381
Peserta KB
Aktif
3 Rasio % 77.21 74.49 71.53 73.89 72.47
Akseptor KB

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 — 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence

Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan

(atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu

waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau

perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk

mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun

modern. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49

di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.206 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia
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15 -49 Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 | 2019 | 2020

1 ;Emlah peserta KB Jiwa 33277 | 33523 | 32224 | 33227 | 32381
o | dumiah pasangan Jiwa | 43098 | 45004 | 45047 | 44971 | 44679

usia subur

Angka Pemakaian

Kontrasepsi/CPR
3 | Bagi Perempuan % 7721 | 7449 | 7153 | 73.89 | 72.47

Menikah Usia 15 —

49

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

11. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

Tabel 2.207 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator el
No n 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020
1 Jumlah pasangan Jiwa - 1027 916 | 1343 -
usia subur dengan
istri di umur kurang
20 th
2 Jumlah pasangan Jiwa - 45004 | 45047 44971 -
usia subur
3 Cakupan Pasangan % Tidak 2.28 2.03 2.98 Tidak
Usia Subur (PUS) Melakukan Melaksanakan
yang istrinya Pendataan Pendataan
dibawah 20 tahun (pandemi COVID
19)

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

12. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) adalah
semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah yang belum terpenuhi
kebutuhan kontrasepsinya, atau tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang
tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya.

Unmet Need merupakan presentase yang diperoleh dari PUS yang ingin punya
anak ditunda (IAT) dan tidak ingin anak lagi (TIAL) tetapi tidak menggunakan atau

memakai alat kontrasepsi, yang dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS)
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dan dikalikan 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi cakupan unmet need antara
lain: Faktor predisposing yang meliputi umur WUS, pendidikan, jumlah anak,
pendapatan, dan pengetahuan;) Faktor enabling, meliputi ketersediaan sarana
pelayanan KB, dan jarak pelayanan kesehatan; serta Faktor reinforcing, yaitu
Kinerja PLKB. Capaian kinerja seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.208 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kab.
Luwu Timur Tahun 2016-2020

Indikator Rl
Satuan

2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah PUS yang ingin Jiwa 5068 5955 6691 6377 6976
ber-KB tetapi tidak
terlayani
Jumlah pasangan usia Jiwa 43098 45004 45047 44971 44679
subur
Cakupan PUS yang % 11.76 13.23 14.85 14.18 15.61
ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmet need)

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020
13.Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan jenis kontrasepsi yang efektif
dari segi biaya dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pemilihan MKJP ini adalah
faktor pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara
bersama oleh akseptor bersama pasangan atau bersama penyedia layanan secara
substansi mempunyai peluang yang lebih besar terhadap penggunaan MKJP. Untuk
dapat meningkatkan penggunaan MKJP, peran pasangan dan penyedia layanan
untuk mendiskusikan pemilihan alat kontrasepsi dengan akseptor perlu ditingkatkan.
MKJP ini juga diharapkan dapat menjadi pilihan pasangan usia subur laki-laki
maupun
perempuan, sehingga memberi kontribusi dalam meningkatkan kesetaraan gender,
utamanya dalam meningkatkan kesertaan MKJP laki-laki di Kab. Luwu Timur,
selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.209 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kab.
Luwu Timur Tahun 2016-2020
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Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah akseptor KB Jiwa 10583 | 10593 10752 | 11150 | 11160

yang menggunakan

MKJP
2 Jumlah akseptor KB Jiwa 43098 | 45004 45047 | 44971 | 44679
3 Persentase % 24.55 23.54 23.86 24.79 24.98

Penggunaan

Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP)

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

14.Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan pemakaian alat kontrasepsi
yang berlangsung secara terus menerus. Dalam hal mencapai kelangsungan
pemakaian kontrasepsi ini dibutuhkan pelayanan keluarga berencana (KB) yang
berkualitas. Melalui konseling kontrasepsi, peserta KB dapat mengetahui secara
jelas dan benar tentang maksud dan tujuan pemakaian alat kontrasepsi, cara-cara
KB yang tersedia, kemungkinan efek samping dan dapat mencegah timbulnya
kecemasan dan ketakutan terhadap pemakaian. Konseling kontrasepsi yang baik
akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan

meningkatkan keberhasilan KB. Capain kinerja, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.210 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kab.
Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah pasangan Jiwa 9833 11481 11338 11734 12300

usia subur yang tidak
lagi menggunakan
kontrasepsi

2 Jumlah akseptor KB Jiwa 33271 | 33550 30465 33237 32381
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Persentase Tingkat
Keberlangsungan
Pemakaian
Kontrasepsi

%

Kabupaten Luwu Timur

29.55

34.22

37.21

26.66

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020
15. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan

sikap orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang

secara menyeluruh dan terpadu guna mencapai tumbuh kembang yang optimal.

Sasaran BKB secara langsung adalah orangtua yang memiliki balita dan secara

tidak langsung juga anggota keluarga yang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama,

dil (organisasi profesi, LSM). Dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas,

diharapkan orang tua yang mempunyai balita merencanakan kelahiran anak

berikutnya sehingga orang tua dapat fokus pada pengasuhan balitanya. Capain

kinerjanya, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.211 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Kabupaten Luwu

Timur, Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Anggota Jiwa 3650 3774 4002 4104 3955
Kelompok Kegiatan
yang berstatus PUS
2 Jumlah PUS anggota Jiwa 3227 3280 3391 3449 3160
Kelompok Kegiatan yg
menjadi Peserta KB
3 Cakupan Anggota % 88.41 86.91 84.73 84.04 79.90
Bina Keluarga Balita
(BKB) Ber-KB

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

16. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya

menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat.

Program bina keluarga remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan,

sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh
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kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif. Dalam
wadah BKR ini diharapkan dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan
kemandirian ber KB bagi anggota kelompok.

Persentase anggota Bina Keluarga Remaja yg ber KB di pada kurun waktu
2015 hingga 2020 masih fluktuatif. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya:
intensitas sosialisasi dan edukasi yang belum optimal terutama untuk daerah yang
sulit dijangkau, dan motivasi dari keluarga BKR kurang karena masalah kesibukan
mencari nafkah dan menganggap bahwa hal tersebut tidak penting. Olehnya itu,
masih perlu dilakukan upaya peningkatan kesertaan berKB bagi anggota BKR
dengan melakukan sosialisasi yang kontinyu oleh PLKB kepada seluruh keluarga

BKR di Kab. Luwu Timur. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.212 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

Tahun

Indikator Satuan
No 2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah anggota
kelompok BKR Jiwa 2854 3298 3320 3180 3020
yang ber-KB

2 | Jumlah  anggota

celompok BKR Jiwa 2332 | 2720 | 2734 | 2611 | 2577
3 Cakupan anggota
Bina Keluarga % 81.71 | 8247 | 8235 | 8211 | 8533

Remaja (BKR) ber-
KB

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

17. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia
dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan
kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga yang
memiliki lanjut usia, diharapkan PUS dalam keluarga menjadi akseptor KB. Pada
kurun waktu 2015 hingga 2019 kesertaan ber KB keluarga yang mempunyai lansia
yang tergabung dalam kelompok BKL mengalami peningkatan, dan diharapkan
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angka ini semakin meningkat di tahun mendatang. Sosialisasi dan edukasi kepada
pasangan usia subur yang tergabung dalam kelompok BKL masih harus
dioptimalkan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.213 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

) Tahun
No Indikator Satuan

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah anggota kelompok BKL Jiwa 1962 2026 2150 1759 1749
yang ber-KB
Jumlah anggota kelompok BKL Jiwa 1740 1733 1833 1427 1420
Cakupan anggota Bina Keluarga % 88.69 85.54 85.26 81.13 81.19
Lansia (BKL) ber-KB

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

18. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi
dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data,
konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. PPKS berperan sebagai wadah
yang memberikan informasi bagi keluarga dalam hal : 1. Merawat kehamilan dan
mempersiapkan kelahiran, 2. Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak,
3. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan
(PUP), 4. Membangun komunikasi yg baik dan efektif bagi orang tua dengan anak,
5. Mempersiapkan keluarga memasuki kehidupan lansia dan merawat lansia agar
tetap produktif. 6. Masalah kesehatan reproduksi, 7. Konsultasi kewirausahaan,
dan8.Memberikan rujukan terhadap permasalahan keluarga.

Salah satu faktor penghambat pembentukan PPKS ini adalah Kader atau
petugas PPKS yang masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Olehnya itu,
masih diperluakan komitmen dan upaya yang lebih serius untuk membentuk dan
mengembangkan PPKS di seluruh kecamatan di Kab. Luwu Timur. Selengkapnya
pada tabel berikut.
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Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah PPKS Klp 0 0 1 1 1
2 Jumlah kecamatan Kec 0 0 11 11 11
Pusat Pelayanan % 0.00 0.00 9.09 9.09 9.09
Keluarga Sejahtera
(PPKS) di setiap
Kecamatan
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020
19. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

20.

Tabel 2.215 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling
Remaja/Mahasiswa Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator

2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah PIK R/M 46 49 46 49 48
Jumlah kecamatan 11 11 11 11 11
Cakupan Remaja dalam 418.18 | 445.45 | 418.18 | 445.55 | 436.36
Pusat Informasi Dan
Konseling
Remaja/Mahasiswa

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian
penduduk

Tabel 2.216 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian
penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah PKB dan PLKB Jiwa 115 115 114 114 112
yang didayagunakan
2 Jumlah PKB/PLKB Jiwa 115 115 114 114 112
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3 Cakupan PKB/PLKB % 100 100 100
yang didayagunakan
Perangkat Daerah KB
pengendalian
penduduk

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

21. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS dipengaruhi oleh beberapa faktor
pendiring, diantaranya adanya reward pemerintah bagi penyuluh dan peserta KB
mandiri dari UPPKS, dan pemerintah senantiasa memberikan dukungan dengan
melakukan pembinaan keterampilan kelompok UPPKS bagi PUS yang ber-KB
mandiri. Di sisi lain terdapat pula faktor penghambat, meliputi : pengetahuan dan
sikap masyarakat yang tidak merespon dengan baik untuk ber-KB utamanya pada
pasangan usia subur (PUS) sehingga untuk kelopok UPPKS tidak berjalan
sebagaimana mestinya, adanya stigma di masyarakat untuk menolak ber-KB
mandiri pada PUS karena memerlukan waktu dan biaya, dan dukungan dari suami
yang kurang serta efek samping dari ber-KB masih tinggi karena kurangnya
sosialisasi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.217 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kab. Luwu Timur Tahun 2016-

2020
Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Jumlah anggota Jiwa 43098 | 45004 | 45047 | 44971 | 44679
kelompok UPPKS
yang ber-KB
mandiri
2 Jumlah anggota Jiwa 444 422 396 385 385
kelompok UPPKS
3 Cakupan PUS % 1.03 0.94 0.88 0.86 0.86
peserta KB dan
(UPPKS) yang
ber-KB mandiri

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020
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22. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan
(PPKBD/K) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan
program KB di masyarakat. Oleh sebab itulah peran mereka harus diberi perhatian
dan dukungan agar lebih maksimal membantu masyarakat dalam melaksanakan
program KB. Beberapa faktor pendorong keberhasilan PPKBD dalam menjalankan
perannya untuk meningkatkan kesertaan ber KB. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan untuk meningkatkan kinerja PPKBD diantaranya adalah 1)
Meningkatkan motivasi kerja PPKBD perlu ditumbuhkan melalui pemenuhan
kebutuhan dalam diri PPKBD mulai dari yang paling dasar sampai pada tingkatan
tertinggi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan
sosial, kebutuhan memperoleh harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri, 2)
Peningkatan kualitas PPKBD melalui pelatihan untuk mendukung kemampuan kerja
sekaligus menentukan tingkat kinerja yang dihasilkan utamanya dalam
berkomunikasi, mengolah data dan berkoordinasi, 3) Pemberian insentif bagi kader
PPKBD, mengingat tidak adanya gaji tetap dan penghasilan yang memadai.
Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.218 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Jumlah petugas Jiwa 127 127 127 127 127

Pembantu Pembina KB

Desa

Jumlah desa/kelurahan Jiwa 127 127 127 127 127

Rasio petugas % 100 100 100 100 100

Pembantu Pembina KB

Desa (PPKBD) setiap

desa/kelurahan

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

23. Cakupan Kketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan masyarakat.
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Tabel 2.219 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan masyarakat. Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

i Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah alkon per mix Jiwa 33277 | 33523 | 32224 | 33227 | 32381
kontrasepsi yang
tersedia di Faskes dan
gudang Alkon
kab/kota
2 Perkiraan Permintaan Jiwa 27251 27654 | 25032 | 24036 28464
Masyarakat
3 Cakupan ketersediaan % 122.11 | 121.22 | 128.73 | 138.24 | 113.76
dan distribusi alat dan
obat kontrasepsi

24,

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang

Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai
dengan Standarisasi Pelayanan

Ketersediaan layanan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS

dan memberikan pelayanan KBKR sesuai

satandarisasi

pelayanan,

berdampak pada peningkatan kesertaan KB aktif, karena masyarakat akan lebih

mudah memperoleh layanan berkualitas. Untuk ke depannya diharapkan seluruh

faskes dapat bekerjasama dengan BPJS sehingga meningkatkan minat PUS untuk

ber KB. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.220 Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS
Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kab.
Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator
2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah Faskes dan jejaring yang 17 17 19 21 21
bekerjasama dengan BPJS
2 | Jumlah Faskes dan jejaring 17 17 19 21 21
3 Persentase Faskes Dan 100 100 100 100 100
Jejaringnya Yang Bekerjasama
Dengan BPJS DanMemberikan
Pelayanan KBKR Sesuai
Dengan Standarisasi Pelayanan
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Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

25. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Tabel 2.221 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Kab.
Luwu Timur Tahun 2016-2020

] Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah informasi Data - 12 18 18 -
data mikro
keluarga yang
tersedia

2 Jumlah seluruh Data - 12 18 18 -
informasi data
mikro keluarga

3 Cakupan % Tidak 100 100 100 Tidak
penyediaan Melaku Melaksanak
Informasi Data kan an
Mikro Keluarga di Pendat Pendataan
setiap desa aan (COoVID 19)

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

26. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga
melalui 8 fungsi keluarga

Tabel 2.222 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga
melalui 8 fungsi keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

, Tahun
No Indikator Satuan

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah kelompok kegiatan KLP 185 129 186 218 239
yang melakukan pembinaan
keluarga melalui 8 fungsi
keluarga

2 Jumlah kelompok kegiatan KLP 319 347 356 347 336

3 Cakupan kelompok kegiatan % 57.99 | 37.18 | 52.25 | 62.82 | 71.13
yang melakukan pembinaan
keluarga melalui 8 fungsi
keluarga

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

27. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan
Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Pembinaan keluarga dalam melaksanakan fungsi pengasuhan dan tumbuh

kembang anak dilakukan melalui aktifitas kelompok Bina Keluarga Balita.
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Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.223 Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak Kab. Luwu Timu, Tahun 2016-2020

No Indikator Satuan Tahun
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Jumlah keluarga yang Jiwa 2222 2448 2368 2730 2368

mempunyai balita dan anak yang
memahami dan melaksanakan
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak

2 | Jumlah Keluarga yang Jiwa | 10447 | 11631 | 10403 | 10791 | 10874
mempunyai balita dan anak

3 Cakupan Keluarga % 21.27 | 21.05 | 22.76 | 25.29 | 21.77
Melaksanakan Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

28. Rata-rata usia kawin pertama wanita

Tabel 2.224 Rata-rata usia kawin pertama wanita Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-
2020

Indikator Tahun
No Satuan
2016 2017 2018 2019 | 2020
1 | Rata-rata usia kawin % 18 18 19 19 19

pertama wanita
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

29. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan
Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Tabel 2.225 Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana
dan Pembangunan Keluarga Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No Indikator Satuan Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 Persentase Pembiayaan % 0,0068 | 0,0088 |0,0058 | 0,0061 | 0,0058

Program Kependudukan,
Keluarga Bencana dan
Pembangunan Keluarga
melalui APBD dan APBDes
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020
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2.1.3.2.9 Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang
keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian
masyarakat danperkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah
yang lainnya.

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Tabel 2.226 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kab. Luwu Timur tahun

2016- 2020
: Tahun
NO. Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah penumpang Orang | 112.155 | 113.426 | 141.090 | 277.291
angkutan darat
2 | Jumlah penumpang Orang 0 0 0 0
Kereta Api
3 | Jumlah penumpang Orang 0 0 0 0
Kapal Laut
4 | Jumlah penumpang Orang | 16.712 17.060 23.712 22.934
Pesawat udara
5 Jumlah Penumpang Orang | 131.000 | 143.129 | 135.425 | 76.733
Kapal di Danau
6 | Total jumlah Orang | 259.867 | 273.615 | 300.227 | 376.958
penumpang

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2. Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau
mobil penumpang umum pada jaringan trayek, untuk wilayah Kabupaten luwu
Timur, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.227 Rasio ljin Trayek Kab. Luwu Timur Tahun 2016- 2020

: Tahun
NO. Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Izin trayek perkotaan ljin 0 0 0 0 0
2 Izin trayek pedesaan ljin 140 40 26 43 33
3 Jumlah izin trayek ljin 140 40 26 43 33
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Jumlah penduduk

Orang

281.822

287.874

293.822

300.374

302039

Rasio 1zin Trayek

%

0,050

0,014

0,009

0.014

0,011

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-
bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan
khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
Berikut adalah data uji Kir yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.228 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

1| Penum | ygs | oqo9 | 697 | 1g5 | 67 | 362 | 190 | 63 33,16 | 198 64 | 323 | 108 70 | 353
pang 3 2 2 5
umum

2 | Mobil 120 | 109 | 9| 117 | o1 | 707 | 130 | 124 | 9538 | 145 | 145 | 100 | 186 | 183 | %2
Bus 9 8 9

3 | Mobil 08 | 1004 | 786 | 1435 | 1300 | 90% | 1520 | 1457 | 95,86 | 1545 | 1480 %o 1623 | 1612 | 993
Barang 1 9 ! 9 2
Truck

4 | sumbu | 515 | 510 993'0 517 | 455 881'0 543 | 460 | 8637 | 563 | 52 9‘24 587 | 556 9‘;’7
i
Truk 97,3 97,8 95,4 102

5 |sumbu | 185 | 180 | °0% | 188 | 184 | °7% | 103 | 180 | o793 | 109 | 100 | %% | 213 | 210 | 12
i

6 | Jumlah | 2423 | 2022 83g4 2442 | 2097 857'8 2576 | 2302 | 89,36 | 2650 | 2405 9%'7 2807 | 2640 9‘;’0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah pelabuhan laut di Kabupaten Luwu Timur yaitu, pelabuhan Lampia
(kewenangan pusat), pelabuhan Malili (kewenangan provinsi), pelabuhan Wotu
(kewenangan Kabupaten). Pelabuhan udara sebanyak 1 yaitu Bandara udara

Soroako. Kedepannya akan dibangun bandara Di Kec. Maliwowo untuk mendukung

W
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pengembangan pariwisata, dan aspek ekonomi lainnya. Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis di Kab. Luwu Timur selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.229 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kab. Luwu Timur Tahun
2016- 2020

1 Pelabuhan Laut 3 3 3 3 3
2 Pelabuhan Udara 1 1 1 1 1
3 Terminal Bis 2 2 3 3 3
4 Jumlah Dermaga 7 7 7 8 8
4 Jumlah 13 13 14 15 15

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Tabel 2.230 Persentase Layanan Angkutan Darat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-
2020

Jumlah
angkutan darat

2 Jumlah Orang | 112155 | 113426 | 141090 | 277291 | 2099996
penumpang
angkutan darat
3 Persentase % 0,263 0,266 0,227 0,124 0,183
layanan
angkutan darat
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 2.231 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun
2016-2020

Jumlah angkutan unit
umum yang tidak
memiliki KIR
2 Jumlah angkutan unit 2423 2442 2576 2650 2807
umum pada
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Tahun n

3 Persentase % 16,55 | 14,13 | 10,64 9,25 5,95
kepemilikan
KIR angkutan
umum

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Pemasangan Rambu Rambu Jalan

Tabel 2.232 Presentase Pemasangan Rambu-rambu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-
2020

Jumlah pemasangan unit 20269 | 25806 | 46113 | 46155 | 46121
rambu-rambu

2 Jumlah rambu-rambu unit 20269 | 25806 | 46113 | 46155 | 46121
yang seharusnya
tersedia

3 Pemasangan Rambu % 100 100 100 100 100
rambu

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

8. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Tabel 2.233 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kab. Luwu Timur Tahun

2016-2020
Panjang Jalan 1889,273 | 1889,273 | 1889,273 | 1889,273 | 1889,273
2 Jumlah Unit 2423 2442 2576 2650 2807
Kendaraan
3 Rasio Panjang % 77,97 77,37 73,34 71,29 67,31
Jalan Per Jumlah
Kendaraan

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

9. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.234 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
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Kab. Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

Jumlah Orang 259.867 273.615 300.227 376.958 290.241
orang

2. | Jumlah Ton 300.227 376.958 290.241 290.241 253.796
Barang

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kab. Luwu Timur, jumlah

orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal setiap tahunnya meningkat,

selengkapnya pada tabel berikut.
Tabel 2.235 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu

Dermaga

131000

47237

Timur Tahun 2016-2020

143129

48118

135425

39753

76733

26600

37782

13001

Bandara

16712

182902

17060

161174

23712

161174

22934

28182

6018

84923

Terminal

112155

20387

113426

21458

141090

21458

277291

55459

209996

41099

Jumlah

249867

250526

273615

230750

300227

222385

376958

290241

253796

139023

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.236 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu Timur

Sepeda Motor Unit 30.265 25.330 27.316 29.645 26.586
2 | Mobil Penumpang Unit 261 237 273 371 369
Bukan Umum
3 Minibus Umum Unit 190 139 126 110 82
4 Bus Umum Unit 68 54 68 83 73
5 Bus Bukan Umum Unit 99 110 81 105 136
6 Pick up Umum Unit 8 6 7 8 7
7 | Pick up Bukan Unit 1608 1543 1769 2052 2316
Umum
8 Truck Umum Unit 209 197 209 171 142
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Truck Bukan Umum

Unit

513

464

504

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.237 Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Luwu Timur

1 | Jumlah Kejadian 267 308 252 213 206
Kecelakaan
Kerugian : 550.100.00 461.950.00 | 373.950.00

2 | vatesi Rupiah 0 839.200.000 | 497.500.000 5 5

3 | Jumiah Orang 267 490 496 375 352
Korban

4 | Meninggal Orang 46 50 54 42 45

5 | Luka Berat Orang 8 11 14 0 1

6 IF_al'Jka Orang 213 429 428 333 306

ingan

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dan POLRES Luwu Timur, 2021

Tabel 2.238 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan
KabupatenLuwu Timur Tahun 2016-2020

1 | Rambu-rambu 949 985 985 985 985 | buah
lalu lintas
RPPJ (Rambu

2 | Pendahulu 46 46 46 46 46 buah
Petunjuk Jalan)

3 | Cermin tikungan 6 6 6 6 6 buah

4 | Marka jalan 14.52100 | 150.710 | 150.710 | 150.710 | 150.710 m?2
Traffic light :

5 (APILL) 3 3 3 4 4 unit

6 | Warning Light 26 32 32 32 32 unit
Guard rail

7 | (pagar 235 235 235 235 235 meter
pengaman)

8 | Halte 21 21 21 23 23 unit
Lampu

9 | Penerangan 0 0 0 0 0 titik
Jalan Umum
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Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

1. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Tabel 2.239 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Kab. Luwu Timur
Tahun 2016 — 2020

Tahun
NO Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Persentase % - 80,74 82,44 83,73 85,14
penduduk yang
menggunakan
HP/telepon

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Tabel 2.240 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kab. Luwu Timur Tahun

2016 — 2020
Tahun
NO Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Proporsi rumah % - 29,13 33,07 43,93 53,44
tangga dengan
akses internet

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3.  Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Tabel 2.241 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kab. Luwu
Timur Tahun 2016 — 2020

. Tahun
NO Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Proporsi rumah % - 20,23 82,44 83,73 85,14
tangga yang
memiliki komputer
pribadi
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2020
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2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Presentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi
Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat
Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan
usaha. Menurut tabel dibawah, Kecamatan Wotu adalah kecamatan dengan tingkat
persentase aktif paling tinggi yang mencapai 100 persen, sedangkan Kecamatan
Tomoni Timur adalah kecamatan dengan tingkat persentase aktif yang paling
rendah, hanya 28,57 persen atau dari 7 koperasi yang ada hanya 2 koperasi yang
aktif.

Tabel 2.242 Persentase Koperasi Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun

No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Jumlah koperasi Unit
aktif 159 115 120 121 125

2 | Jumlah seluruh Unit
koperasi 272 157 159 160 165

3 | Persentase %
koperasi aktif 58.46 73.25 75.47 75,63 75,75

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.243 Presentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kab Luwu
Timur Tahun 2020

NO Kecamatan Jumlah_ Jumlqh _ Present.ase.
Koperasi Koperasi Aktif Koperasi Akif

1 Burau 10 8 80,00

2 Wotu 14 14 100,00

3 Tomoni 13 9 69,23

4 Mangkutana 14 9 64,28

5 Tomoni Timur 7 2 28,57

6 Kalaena 11 9 81,81

7 Angkona 15 13 86,66

8 Malili 37 29 78,37

9 Wasuponda 13 11 84,62
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10 Towuti 20 16 80,00
11 Nuha 11 5 45,45
JUMLAH 165 125 75,75

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Jumlah UKM non BPR/LKM pada Tahun 2020 sebanyak 20.179 yang tersebar
dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. UKM non BPR/LKM didominasi sektor

perdagangan dan sektor industri pengolahan, adapun pertumbuhan UKM non BPR
dapat dilihat pada tabel dibawabh ini.

Tabel 2.244 UKM Non BPR/LKM Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah UKM non Unit 7.435 8.105 11.378 16.959 20.179
BPR/LKM aktif
2 Jumlah seluruh Unit 7.435 8.105 11.378 16.959 20.179
UKM non
BPR/LKM aktif
3 sentase UKM non % 100 100 100 100 100
BPR/aktif

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Persentase BPR/LKM aktif

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam

bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk
kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa
penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi
pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM dapat dilihat dalam tabel dibawabh ini.

Tabel 2.245 Persentase BPR/LKM Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

W

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah BPR/LKM aktif Unit 60 64 70 70 70
Jumlah seluruh Unit 60 64 70 70 70
BPR/LKM aktif

3 jentase BPR LKM aktif % 100 100 100 100 100
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Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Persentase Usaha Mikro Dan Kecil

Perkembangan jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan, pada tahun 2016 jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 7.051 unit dan
pada tahun 2020 meningkat menjadi 19.227 unit.

Tabel 2.246 Persentase Usaha Mikro dan Jumlah seluruh UMKM Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2015 -2020

. Tahun
NO Uraian Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Usaha Unit 7.051 7.652 10.744 16.011 19.227
Mikro dan Kecil
2 Jumlah Seluruh Unit 7.435 8.105 11.378 16.959 20.179
UMKM
3 Persentase % 94,84 94,41 94,42 94,41 95,28
Usaha Mikro dan
Jumlah seluruh
UMKM

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam

negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Tabel 2.247 Jumlah Investor PMDN/PMA Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No Tahun Uraian PMDN PMA Total
1 2016 Jumlah Investor 17 3 20
2 2017 Jumlah Investor 30 5 35
3 2018 Jumlah Investor 34 5 39
4 2019 Jumlah Investor 32 5 37
5 2020 Jumlah Investor 21 5 26

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2020

Semakin banyak jumlah investor, mengGrafikkan ketersediaan pelayanan
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penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan
investasinya di daerah. Tabel diatas menyatakan bahwa jumlah investor dalam

negeri di Kab. luwu Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan
jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA
yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya
investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala
nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode
tahun pengamatan.

Tabel 2.248 Jumlah Investasi PMDN Kab. Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

Persetujuan Realisasi
Tahun [~ jymlah L . Jumlah L .
Proyek Nilai Investasi (Rp) Proyek Nilai Investasi (Rp)
2016 17 17 498.800.000.000
560.900.000.000
2017 30 Rp.416.715.000 30 452.245.000.000
2018 34 646.710.000.000 34 516.916.000.000
2019 32 6.120.947.250.000 32 598.558.569.406
2020 21 1.838.630.911.080 21 1.636.201.132.539

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2020

Tabel 2.249 Jumlah Investasi PMA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

Persetujuan Realisasi

Tahun Jumlah . . Jumlah . .

Nilai Investasi Nilai Investasi

Proyek Proyek

2016 17 - 17 Rp. 498.800.000.000
2017 21 - 21 Rp. 235.225.507.125
2018 34 - 34 Rp. 396.134.523.000
2019 13 - 13 Rp.6.120.947.250.000
2020 8 8 Rp.2.185.879.358.954

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2020

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.250 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020
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Tahun
2016 2017 2018

1 | Jumlah tenaga kerja % 3530 8448 6694 9576 7251
bekerja pada

No Indikator Satuan

perusahaan
PMA/PMDN

2 | jumlah seluruh % 17 23 33 59 26
PMA/PMDN

3 | Rasio daya serap % 208,5 | 367,3 202,8 162,3 278,9

tenaga kerja

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2019

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.251 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

Tahun
2016 2017 2018 2019

1 Realisasi PMDN Rupiah | Rp. 498.800.000.000 |Rp.452.245.000.000 |Rp.516.916.000.000 |Rp.598.558.569.406 |1.636.201.132.539
tahun evaluasi

No Indikator Satuan

2 Realisasi PMDN Rupiah 409.500.000.000 433.500.000.000 456.500.000.000 470.000.000.000 483.500.000.000
sebelum
evaluasi

3 Kenaikan/ % 121,81 90,67 128,51 135,45 328,19
penurunan nilai
realisasi PMDN
(Milyar Rupiah)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2019

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting
pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pembinaan
pemuda dilakukan melalui pembinaan organisasi kepemudaan. Persentase
organisasi pemuda yang aktif di di Kab. Luwu Timur berfluktuasi, seperti pada tabel
berikut.

Tabel 2.252 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kab Luwu Timur Tahun
2016-2020

Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
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Jumlah Persentase
organisasi

%

0

28.57

43.24

40.59

40.54

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2019

2. Persentase Wirausaha Muda
Tabel 2.253 Persentase Wirausaha Muda Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020
Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Persentase % N/A N/A 19 19 19
Organisasi
Wirausaha
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020
3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan Pembinaan Olahraga merupakan Jumlah Cabang olahraga yang

dibina dibandingkan Jumlah Cabang olahraga yang dibina, selengkapnya

dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.254 Cakupan Pembinaan Olahraga Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah Cabang olahraga Cabor 5 5 5 6 0

yang dibina
2 Jumlah seluruh cabang Cabor

olahraga yang ada/terdaftar 21 21 21 21 21
3 Cakupan pembinaan % 24 24 30 48 0

olahraga

4.

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020

Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat

Tabel 2.255 Cakupan Pembinaan Olahraga Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No Indikator Satuan Ul
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Pelatih Orang N/A N/A 20 40 40
Bersertifikat
2 Jumlah Seluruh Orang N/A N/A 113 153 153
Pelatih
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Jumlah Persentase
organisasi

%

N/A

N/A

17,68

26,14 26,14 ‘

5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.256 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah atlet pelajar | Atlet 0 50 40 40 0
yang di bina
2 | Jumlah seluruh atlit Atlet 0 50 40 40 40
pelajar
3 | Jumlah Persentase
organisasi % 0 100 100 100 0

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.257 Jumlah Atlet Berprestasi Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

kejuaraan tingkat nasional dan
internasional dalam satu tahun

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 | 2020
1 | Jumlah atlet yang memenangi Atlet N/A 27 47 64 30

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7.  Jumlah Prestasi Olahraga

Tabel 2.258 Jumlah Prestasi Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

W

Tahun
No Indikator Satuan
2016 | 2017 | 2018 2019 | 2020
1 | Jumlah Prestasi Medali N/A 5 5 6 3

cabang olahraga
yang menangkan
dalam satu tahun

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020
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2.1.3.2.14  Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan
serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan
sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang
andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan
semua pihak dalammerancang kebijakan maupun dalam melakukan pamantauan
dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja
untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para
stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada

umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
menyebutkanbahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan
statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi
pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun
bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis
statistik sektoral.

Upaya peningkatan kualitas data Kabupaten Luwu Timur menghadapi
beberapa permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal, diantaranya
ialah sebagai berikut.

» Terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang
tugasnya.

» Adanya perbedaan persepsi suatu data yang menjadikan beberapa versi
data menurut masing-masing sumbernya.

» Rendahnya kualitas data yang dihasilkan dikarenakan masih kurangnya
kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun institusi/lembaga

dalam memberikan data maupun informasi secara jujur.
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> Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi

statistik wilayah kecil, termasuk data mikro.

Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan.
Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan n+2,
sedangkan data yang tersedia adalah n-1. Hal ini kemudian diantisipasi dengan
memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan

perencanaan pembangunan.

Upaya kedepan ditempuh melalui capaian Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik dengan indikator penilaian jumlah data statistik yang
tersedia dengan perbandingan jumlah data statistik yang seharusnya tersedia
diupayakan peningkatan kualitas data pembangunan yang dapat digunakan
sebagai dasar perencanaan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan BPS,

SKPD terkait, Desa, stakeholder lainnya dan memperkuat forum satu data

pembangunan.
Tabel 2.259 Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi Kabupaten Luwu Timur Tahun
2016-2020
Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

Tersedianya Sistem
1 Data Statistik Yang | Ada/Tidak | Ada Ada Ada Ada Ada
Terintegrasi

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.260 Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-

2020
Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Buku “Kabupaten Ada/Tid Ada Ada Ada Ada Ada
1 ”
Dalam Angka ak

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.261 Buku PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
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| 1 | Buku PDRB | Ada/Tid| Ada | Ada | Ada | Ada |
Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.15 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan
pengamanan informasi guna mendukung stabilitas kemananan Negara Kesatuan
Republik Indonesian. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan
pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber
daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan tekhnologi
persandian.

Capaian kegiatan yang telah dilakukan untuk program persandian yaitu
terlaksananya pengelolaan dan pengamanan jaringan komunikasi sandi internal
Pemkab (JKS), jaringan Telepon dan Radio, sinyal frekuensi pada 21 ruang, dan
koordinasi persandian dalam Forum komunikasi petugas sandi satu kali,
pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah seperti tercantum dalam Tabel berikut ini.

Permasalahan dalam pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah yaitu belum
optimalnya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten
informasi dan pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di
lingkup kabupatenLuwu Timur. Upaya kedepan yang akan dilakukan dalam rangka
meningkatkan pengelolaanpersandian adalah dengan meningkatkan pengamanan
jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan peningkatan
pengamanan jaringan komunikasi pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting
di lingkup Kabupaten Luwu Timur melalui tercapainya pengelolaan persandian
dengan indikator penilaian Jumlah jenis informasi yang diamankan sesuai dengan

peraturan dan jumlah ruang yang sudah diamankan.

Tabel 2.262 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah
Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

_ Tahun
No Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah OPD 28 28 28 28 28
perangkat
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. Tahun
No Indikator Satuan 2016 2017 2018
daerah yang
telah
menggunakan
sandi dalam
komunikasi antar
perangkat
daerah
Jumlah total
o | Perangkat OPD 28 28 28 28 28
daerah
Persentase
Perangkat
Daerah Yang
Telah
3 | Menggunakan % 100 100 100 100 100
Sandi Dalam
Komunikasi
Antar Perangkat
Daerah
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2020
2.1.3.2.16 Kebudayaan
Tabel 2.263 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kab Luwu Timur Tahun
2016-2020
. Tahun
M meltztrs SR 2016 2017 2018 2019 2020
Penyelenggaraan
1 festival seni dan Kali 1 2 2 2 0
budaya
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020
Tabel 2.264 Jumlah Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Di Lestarikan Kab
Luwu Timur Tahun 2016-2020
. Tahun
At elh ety Satan 4578 2017 2018 2019 2020
Jumlah Benda,
Situs dan
1 Kawasan Cagar Unit 0 6 10 13 15
Budaya yang
dilestarikan
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Tahun
2016 2017 2018 2019

Indikator Satuan

Total Benda, situs
& kawasan yang Unit 0 71 71 71 71
dimiliki daerah

Persentase
Jumlah situs dan
kawasan cagar % 0 26 27 28 25
budaya yang di

lestarikan

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.265 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
No e Sawan 5578 2017 2018 2019 2020
Jumlah Benda,
Situs dan
Kawasan Cagar Unit 0 6 10 13 15
Budaya yang
dilestarikan

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.266 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

_ Tahun
No Indikator Satuan 5016 2017 2018 2019 2020
Jumlah cagar
1 pudaya yang Unit 0 0 2 3 3
dikelola secara
terpadu

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan  memiliki peran yang sangat strategis dalam
mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas,kritis dan
inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan
dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran
membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat belajar (learning
society) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh

sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta
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murah.

Peningkatan minta baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan
meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat keperpustakan. Jumlah pengunjung
perpustakaan pada tahun 2016 sebanyak 144.049 pengunjung, tahun 2017
sebanyak 232.199 pengunjung, tahun 2018 sebanyak 216.118 pengunjung, tahun
2019 sebanyak 221.736 pengunjung dan mengalami penurunan yang sangat
covid-19) ditahun 2020 sebanyak 15.596 pengunjung,
selengkapnya pada tabel berikut.

didrastis (pendemi

Tabel 2.267 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah kunjungan
1 | ke perpustakaan Orang | 144.049 | 232.199 | 216.118 | 221.736 | 15.596
selama 1 Tahun
Jumlah orang
2 | dalam populasi Orang | 293.976 | 295.904 | 299.975 | 304.975 | 306.975
yang harus dilayani
Jumlah
3 | Pengunjung Orang | 0,49 0,78 0,72 0,73 0,05
perpustakaan per
tahun

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.268 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

No

Uraian

Satuan

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah koleksi
judul buku yang
tersedia di
Perpustakaan
daerah

Judul

9.500

8.400

13.363

13.363

13.463

Jumlah koleksi
jumlah buku yang
tersedia di
Perpustakaan
daerah

Buku

20.000

27.863

34.633

34.633

34.733

Koleksi Buku Yang
Tersedia Di
Perpustakaan
Daerah

%

0,48

0,30

0,39

0,39

0,39

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

W
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2016-2020
_ Tahun
No Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Jumlah Unit 81 85 318 336 336

perpustakaan
2 | Jumlah penduduk Jiwa Orang | 293.976 | 295.904 | 299.975 | 304.975
3 | Rasio % 0,28 0,29 1,06 1,1 1,09

Perpustakaan

Persatuan

Penduduk

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.270 Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2020

Tahun
No Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Rata Rata
1 Pengunjung Orang 10.131 19.350 18.010 13.112 11.962
Perpustakaan/Tahun
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.271 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Luwu Timur

daerah

Tahun
No Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah koleksi judul
bukuyang tersedia | 5 4 | 9500 | 8400 | 13.363 | 13.363 | 13.463
di Perpustakaan

Sumber :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.272 Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis,dan Penilai yang Memiliki Sertifikat
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
NO Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah pustakawan Orang 2 2 2 2 3
tenaga teknis,dan
penilai yang
bersertifikat
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2 | Jumlah seluruh Orang 11 13 14
pustakawan tenaga
teknis,dan penilaian
yang memiliki
sertifikat

3 | Jumlah pustakawan % 100 100 100 100 100
tenaga teknis,dan
penilai yang memiliki
sertifikat

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.18 Kearsipan

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna
penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana
dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Capaian
pendampingan kepada Unit Kerja dandesa untuk menerapkan arsip sesuai kaidah
kearsipan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan dalam
pengelolaan arsip di SKPD tidak terlepas dari kesadaran Unit Kerja dan desa
tentang pentingnya pengelolaan kearsipan. Capaian Pengelolaan Kearsipan

tersebut seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.273 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
NO Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah perangkat
1 daerah yang _ OPD 0 8 19 23 34
mengelola arsip
secara baku
5 Jumlah perangkat OPD 39 39 39 39 39
daerah
persentase
3 perangkat darah % 0 20,51 48,72 58,97 87,18
yang mengelola
arsip secara baku

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.274 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Luwu Timur

No Uraian Satuan Tahun
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2016 2017 2018
Peningkatan SDM
1 | Pengelola Keg 2 2 2 3 4
Kearsipan

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

21331

Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Tabel 2.275 Perkembangan Wisatawan pada Obyek Wisata Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2020

Jumlah Pengunjung (orang)

No

Obyek Wisata

2016

2017

2018

2019

2020

BURAU

(Pantai Lemo, Gua Batu Putih, Pantai Ujung
Suso, Permandian Air Panas, Kuburan Tua, Air
Terjun Bonepute & Hutan Mangrove)

3.530

10281

10.795

11595

3.479

MANGKUTANA (Sungai Uelanti, Permandian
Lopi ,Air Terjun Saloanuang & Wisata Sungai
Malela)

1.287

3499

3674

2600

780

WOTU

(Pantai Balo-Balo, Banua Pangka,Makam
Puang Sanro & Hutan Mangrove)

772

1370

1439

1470

441

MALILI

(Sumur Sawerigading, Hutan Mangrove, Air
Terjun Atue & Pulau Bulu Poloe)

1.329

3406

3576

1050

315

TOMONI
(Semoga Lestari Water Park & Batu Papan)

435

859

902

92

276

WASUPONDA (Wasuponda (Air Terjun Mata
Buntu, Bukit Agro (Tabarano) & Kali Dingin
(Wasuponda)

2.421

2800

2940

3240

972

TOWUTI ((Danau Mahalona & Danau
Tapparang Masapi)

1.012

3192

3352

3350

1.005

NUHA

(Danau Matano, Cagar Alam Perburuan, Mata
Air Matano (Bura-Bura), Makam Mokole
Lakamandiu, Pantai Ide, Pantai Pomua Dahu-
Solonsa, Bumi Perkemahan Sawerigading,
Pantai Kupu-Kupu-Tapu Singkole, Pantai
Molino Topundau & Pantai Impian-Old Camp)

2.272

3536

3713

5700

1.710

Jumlah

13.058

28.943

30.391

29.925

8.978

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur, 2020
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Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah capaian Orang | 13.058 | 28.943 | 30.391 | 29.925 | 8.978
kinerja kunjungan
wisata sekabupaten
dan kota
2 | Jumlah kunjungan Orang N/A 20.000 | 22.000 | 24.500 | 27.500
wisata yang
direncanakan
sekabupaten dan kota
3 |Kunjungan wisata % N/A 144 147 122 32,6

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.  Lama Kunjungan Wisata

Tabel 2.277 Lama Kunjungan Wisata Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Ratarata Hari N/A 2 2 3 3
kunjungan
wisata dalam
satu tahun

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.3.2 Pertanian

1.  Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Tabel 2.278 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya Per hektar
Kabupaten Luwu Timur 2016 — 2020

No Indikator Satuan E
2016 2017 2018 2019 2020
1 ?r"d“ks' . 307,265.92 | 308,404.19 | 338,836.59 | 327,848.46 | 337,293.74
anaman padi Ton
g |LuasAreal Ha 42,655.00 | 43,714.00 | 45,286.00 | 46,640.00 | 48,838.00
Tanaman Padi
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020
2.  Cakupan bina kelompok petani
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Tabel 2.281
Cakupan Bina kelompok Tani
Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2020

No Indikator Satuan ekt
2016 | 2017 2018 2019 | 2020
Jumlah kelompok
petani yang
1 | mendapatkan klp - - 126 126 126
bantuan pemda
tahun n
2 jumlah kelompok Kip
tani 1994 2063 2101 2162 | 2306
3 | Cakupanbina % 0 o| o006| 006| 005
kelompok petani

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.279 Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016- 2020

No Kondisi 2016 2017 2018 2019 2020
1 Produksi padi
(ton) 307,265.92 | 308,404.19 | 338,836.59 | 327,848.46 | 337,293.74
2 produksi Buah -
Buahan (Kwintal) 181,081 38,546 123,917 263,801 222,817
3 Produksi sayuran
tahunan (ton) 830.80 837.90 944.20 861.36 875.00
Produksi
4 Biofarmaka (kg) 7,371 7,713 6,663 6,247 6322
Produksi
Perkebunan (ton) 3.819 432.92 4.174.36 3,487,51 2,751.64
Lada
Produksi
5 | Perkebunan 12,250 12.861.72 | 13.761.28 6.055,28 4,274.95
kakao (ton)
Produksi
Perkebunan(ton) 242,702 | 112,301.96 | 91,119.93 67,977.03 | 59,188.86
kelapa sawit
6 | Populasiternak
besar (ekor) 16,115 16,613 18,392 23,295 21,109
7 | Populasi ternak
kecil (ekor) 30,743 32,157 33,088 29,956 24,462
8 Populasi unggas
(ekor) 1,446,812 1,514,930 | 1,192,231 | 1,304,284 | 849,529
9 Produksi daging
(Ton) 1121.85965 | 607.75925 850.66 2.433 725.627
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Produksi telur

‘10

(Ton)

11835.185

15664.073

14790.16

14125.339

16582.336

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.280 Data Populasi Ternak Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-

2020
. Tahun
Mz | JenlE T 2016 2017 2018 2019 2020
| Ternak Besar | 16,115 16,613 18,392 23295 21,109
1 | Sapi Potong 15021 15.546 17.288 22.148 20.464
2 [ Kerbau 1094 1.067 1.104 1.147 645
I Ternak Kecil | 30,743 32,157 33,088 29.956 24,462
3 | Kambing 13454 14,060 14,500 14,978 | 13
4 | Babi 17289 18.097 18.588 14.978 24.449
Ternak
n Unoas L 446,812 1514930 | 1192231 | 15304284 849 529
Ayam Buras 528499 440 617 239136 | 240,465 210,609
Ayam Ras
Petelur 116202 124,522 126,252 | 130,101 140,385
Ayam
Pedaging 802111 949,791 826,843 | 933718 498,535
ltik 16895 12,253 13.452 15,743 10.166
Ik Manila 13782 13.457 13533 18.264 10,084

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.281 SITUASI UMUM PENYAKIT HEWAN MENULAR DI KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2016 - 2020

Jumlah Jenis Penyakit dan jumlah kasus penyakit (ekor)
: 2016 2017 2018 2019 2020 Rata - Rata
No -llle?.?::k Jumlah J:hml J:hml Jumla ‘J:hml Jumlah JuLnIa Jumla
éimzki jumlah | jenis | jumlah | jenis | jumlah i éim: jumlah | jenis Jeilmzki jenis i éimas
p ty kasus peny | kasus pen | kasus P kity kasus pen P ty penya P kity
(ekor) akit (ekor) | yakit | (ekor) (ekor) | yakit kit
1 Ayam 5 1944 6 2221 6 2906 2 889 2 809 4 8769
2 Sapi 9 424 9 342 9 353 7 652 7 771 8 2542
3 Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Anjing 2 335 2 300 2 300 2 187 2 106 2 1228
Kambin
5 o] 5 247 5 232 5 256 5 347 5 713 5 1795
6 Babi 5 185 5 115 5 142 4 259 216 4 917
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021
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Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Tabel 2.282 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-

pengguna listrik

2020
Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Persentase rumah tangga % 95,82 94,89 97,07 99,8 98,91

Sumber: Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021, 2020 dan 2019 (Data Diolah)

21331

Perdagangan

1. Ekspor bersih perdagangan

Ekspor perdagangan meliputi 5 komoditi yaitu lada, nikel, kakao, rumput laut

dan CPO. Ekspor bersih perdagangan mengalami kenaikan dari tahun 2016 — tahun
2020. Ekspor bersih perdagangan tahun 2016 mencapai US$ 468.926.145,86 dan
tahun 2020 mencapai US$ 773.511.973,67.

Tabel 2.283 Ekspor bersih perdagangan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No Indikator

Satuan

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

1 | Ekspor
Bersih
Perdagangan

uss$

468.926.145,86

475.387.123,47

658.612.319,17

660.572.391,96

773.511.973,67.

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Cakupan

binaan

kelompok

pedagang/usaha

informal

merupakan

pedagang/usaha informal yang dalam hal pengurusan izin usaha. Tahun 2018,

realisasi

penurunan sebesar 75,41%.

W
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mengalami

Penurunan target yang signifikan disebabkan
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diberlakukannya aturan (1) Menteri perdagangan Rl Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017
yang menerangkan bahwa penghapusan kewajiban pendaftaran ulang surat izin
usaha perdagangan dan berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan
kegiatan usaha, (2) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2017 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang pencabutan peraturan daerah

nomor 8 tahun 2010 tentang retribusi izin gangguan.

Tabel 2.284 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kab Luwu Timur
Tahun 2016-2020

Tahun
No Indokator Satuan 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020
1 | Jumlah kelompok pedagang | 2.610 2.650 585 763 1.190
pedagang/usaha informal
yang mendapatkan bantuan
binaan pemda Tahun n
2 | Jumlah kelompok pedagang | 4.000 4684 | 4.203 | 4.203 | 4.100
pedagang/usaha informal
3 | Cakupan bina kelompok % 65,25 56,57 | 13,91 18,20 | 29,02
pedagang/usaha informal

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.33.1 Perindustrian

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Tabel 2.285 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indokator Satuan
2016 2017 2018 2019 | 2020
1 | Jumlah kelompok pengrajin IKM 98 98 112 74 81

yang mendapatkan bantuan
binaan pemda

2 | Jumlah kelompok pengrajin IKM 1778 1778 1778 1150 1150
3 | Cakupan bina kelompok % 5,51 5,51 6,34 6,47 7,04
pengrajin

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020
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1.

Tabel 2.286 Persentase Transmigran Swakarsa Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020
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Transmigrasi

Persentase Transmigran Swakarsa

Tahun
No Indokator Satuan 2020
2016 2017 2018 2019
1 | Jumlah transmigran KK 0 0 0 0 0
swakarsa
2 | Jumlah transmigrasi KK 1.190 1.190 1.230 1.255 1.255
3 Persentase transmigran % 0 0 0 0 0
swakarsa
Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020
2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan
1. Produksi perikanan

daerah dimana jumlah produksi

penangkapan dan budidaya

yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target

ikan/binatang  air

termasuk juga kegiatan pembenihan ikan.

lainnya/tanaman  air

ikan merupakan cakupan semua hasil
yang
ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik

Tabel 2.287 Produksi perikanan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah produksi Ton 315,356 | 317,680 | 319,739 | 320,368 | 325.355,71

ikan

W
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2 | Jumlah target Ton | 315,404 | 317,453 | 318,422 | 319,394 | 320,411
daerah

3 | Produksi % 99.98 100 100 100 101
perikanan

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten
Luwu Timur secara umum sangat besar dan menjanjikan. Ketersediaan lahan yang
luas dan layak menunjang peningkatan produksi serta peningkatan perekonomian
masyarakat, sehingga memudahkan dalam pemasaran hasil-hasil perikanan dan
kelautan, tidak mengherankan jika produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur
relatif cukup besar dan menjanjikan. Potensi perikanan di Kabupaten Luwu Timur
cukup besar karena Luwu Timur terletak di pesisir Teluk Bone sehingga tidak

mengherankan jika produksi perikanan di Kabupaten ini relatif cukup besar.

2. Konsumsiikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding
target daerah. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2016 mengalami peningkatan
hingga tahun 2020. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat Kab Luwu Timur
memiliki masyarakat yang cukup tinggi dalam konsumsi ikan Hal ini mengGrafikkan
bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal
dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Peningkatan capaian rata-rata
konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga mengGrafikkan bahwa
pelaksanan kebijakan Sumber Pangan dari Laut dan kampanye Gemar Makan lkan
memberikan hasil yang signifikan. Berikut tabel data capaian konsumsi ikan selama

5 tahun terakhir.

Tabel 2.288 Konsumsi ikan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah kosumsi Kg 43.86 44.19 44.76 44.99 45.42
ikan
2 | Jumlah target Kg 43,23 44,09 44,53 44,96 45,39
daerah
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‘3 ‘Konsumsi ikan ‘ % ‘ 101 ‘ 100 ‘ 100 ‘ 100

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Cakupan bina kelompok nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari
jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dibandingkan jumlah
kelompok nelayan di daerah. Berikut data cakupan bina kelompok nelayan selama

5 tahun terakhir.

Tabel 2.289 Cakupan bina kelompok nelayan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah kelompok Kelompok 7 11 25 11 17
nelayan yang
mendapatkan
bantuan
2 Jumlah kelompok Kelompok 122 125 128 130 134
nelayan
3 Cakupan bina % 5.73 8,80 19.53 8.46 12.68
kelompok
nelayan

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan verifikasi dan identifikasi data kelompok nelayan bahwa jumlah
kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan
kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan dan masih banyak kelompok yang
belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan
pendampingan dari penyuluh perikanan untuk peningkatan pembinaan dan
penguatan kelembagaan kelompok secara optimal. Keberadaan penyuluh saat ini
yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI) sehingga perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas kegiatan
dalam pembinaan kelompok nelayan. Untuk keberhasilan indikator ini maka
didukung oleh program Hilirisasi Perikanan dan Peningkatan Produksi Kelautan dan
Perikanan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Nelayan, Koordinasi
pengelolaan perikanan tangkap, ldentifikasi Dan Monitoring Penerapan LogBook

Kapal Perikanan dan Data Keragaan Kapal Perikanan.
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4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan indikator yang
didapatkan dari jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan
dibandingkan jumlah produksi ikan di daerah. Dalam rangka meningkatkan
produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah Kab. Luwu Timur telah
memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan. Selengkapnya
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.290 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kab Luwu Timur
Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah produksi Ton 8.702 8.753 9.993 9.995 10.012,71

ikan kontribusi hasil
kelompok nelayan

2 | Jumlah produksi Ton 21,386 | 23,269 | 24,850 | 21,300.5 | 26.643,71
ikan di daerah

3 | Produksi perikanan % 40.69 37.61 40.21 46.92 37.58
kelompok nelayan
: Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

21.34.1 Perencanaan Pembangunan

Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian
perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan

realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut.

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan
PERDA

Dokumen perencanaan RPJPD Kab. Luwu Timur telah tersedia yang

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan
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Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur 2005 -2025.

Tabel 2.291 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan
dengan PERDA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

Satuan Tahun
2016 2017 2018 2019 2020

1. | Tersedianya Ada/Tidak Ada - - - -
dokumen
perencanaan
RPJPD yang
telah ditetapkan
dengan PERDA)
Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

No Indikator

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA
Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kab. Luwu Timur telah tersedia. RPJMD Kab. Luwu Timur telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Luwu Timur 2016 -2021.

Tabel 2.292 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah
ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 —
2020

Satuan Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1. | Tersedianya Ada/Tidak Ada - Ada - -
Dokumen
Perencanaan
RPJMD yang telah
ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA
Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

NO. Indikator

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan
PERKADA

Tabel 2.293 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan
dengan PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 — 2020
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No

Indikator

Satuan

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

Tersedianya
Dokumen
Perencanaan :
RKPD yang telah
ditetapkan dengan
PERKADA

Ada/Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

4.

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tabel 2.294 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

dokumen RTRW
yang telah
ditetapkan
dengan PERDA

. Dokumen Satuan Tahun
0 Perencanaan 2016 2017 2018 2019 2020
1. | Tersedianya Ada/Tidak - - - - -

5.

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Tabel 2.295 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2016 — 2019

Tahun
NO. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah program Program 325 425 466 467 466
1. | RKPD Tahun

berkenaan

Jumlah program Program 366 434 472 479 479
2. | RPIMD yang harus

dilaksanakan

Penjabaran % 88,80 97,93 98,73 | 97,49 | 97,29
3 Konsistensi

Program RPIJMD

kedalam RKPD

6.

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur, 2020

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Tabel 2.296 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

W
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Tahun
2016 2017 2018 2019 2020

1. | Jumlah program APBD Program 307 402 445 435 435
tahun berkenaan
2| Jumlah program RKPD | Program 325 425 466 467 466
Tahun berkenaan
Penjabaran Konsistensi % 94,46 | 94,59 | 95,49 93,15 | 93,34
3 Program RKPD
kedalam APBD

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur, 2020

No Indikator Satuan

2.1.3.4.2 Keuangan

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan
pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yak fesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem
pengendalian internal dimana telah diterapkan oleh Pemerintah Kab. Luwu Timur
dengan komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD)
untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek — aspek penting dalam siklus
pengelolaan keuangan serta sinergitas dalam tahap penyusunan dan penetapan
laporan keuangan. Data Opini BPK Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020 sebagai
berikut :

Tabel 2.297 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kab. Luwu Timur Tahun
2016 -2020

Tahun

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Opini BPK terhadap | Hasil Opini | WTP | WTP | WTP | WTP -

laporan keuangan BPK
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021

No Indikator Satuan

2. Persentase SILPA

Tabel 2.298 Persentase SILPA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020
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No | Indikator | Sat Tahun
0 | Indikafor | afuan 2016 2017 2018 2019 2020
1 Total Rp. 116.897.939.276 | 156.064.014.35 | 104.962.745.58 | 47.504.000.000
SILPA 5 0,05
2 Total Rp 1.553.764.811.7 1.544.366.403. 1.591.059.131. 1.609.008.544. 1.489.289.489.1
APBD 38 790 709,95 799,42 13,78
3 Persentas % 7,52 10,11 6,60 2,95
e SILPA
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020
3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)
Tabel 2.299 Persentase Belanja Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun
2016 -2020
Tahun
. Satu
e | melhEtEr | o 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Rp 330.917.120.31 |284.673.024.086 | 310.555.245.73 |312.312.308.825 | 313.785.939.
Belanja 5,70 2 11
Bidang 955,00
Urusan
Pendidikan
2 Total Rp 1.553.764.811. | 1.544.366.403. 1.591.059.131. 1.609.008.544. | 1.489.289.489.
APBD 738 790 709,95 799,42 | 11378
3 Persentas % 21,30 18,43 19,52 19,41 | 21.14
e belanja
pendidikan

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Belanja kesehatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kab. Luwu Timur

sudah memenuhi amanat undang undang yaitu sebesar 10 persen dari APBD.

Persentase belanja kesehatan di Kab. Luwu Timur selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.300 Persentase Belanja Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016

-2020
Tahun
o || [eliEer |- SEE 2016 2017 2018 2019 2020
1| Jumlah Rp 220.594.628 | 255.380.571. | 325.136.710. | 314.815.234. | 350.546.382.
Belanja .237,65 440,24 388,94 479,98 276,34
Bidang
Urusan
kesehatan
2 | Total Rp 1.553.764.8 | 1.544.366.40 | 1.591.059.13 | 1.609.008.54 | 1.489.289.48
APBD 11.738 3.790 1.709,95 4.799,42 9.113,78
3 | Persentas % 14,20 16,54 20,44 19,57 23,62
e belanja
kesehatan

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020
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5. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Tabel 2.301 Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak
Langsung Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun

N diatey SEE 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ei'g;ﬁ : Rp 970.118.456.935 | 925.930.102.982 | 964.180.144.168,04 | 920.441.419.62516 | '09-584.321.679,35
2 | Belanja tidak Rp 719.705.167.434,43

langsung 583.646.354.803 618.436.300.808 626.869.987.541,91 688.567.125.174,26

Total APBD 1.553.764.811.738 | 1.544.366.403.790 1.591.059.131.709,95 1.609.008.544.799,42

4 Perbandingan % 62,44 : 37,56 59,96 : 40,04 60,60 : 39,40 57,21:42,79 56,28 : 43,72
antara belanja
langsung
dengan
belanja tidak
langsung

Rp 1.489.289.489.113,78

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Penetapan APBD

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah maupun dalam regulasi terbaru yakni PP No. 12
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala
Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD

paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Berdasarkan capaian 5 tahun terakhir, terlihat bahwa dalam penetapan APBD
Pemerintah Kab. Luwu Timur tahun 2016 sampai dengan 2020, telah dilaksanakan
sesuai aturan yang ada yakni rata-rata ditetapkan di bulan Desember tahun
sebelumnya yang dilaksanakan dengan adanya Kordinasi dan Sinergi yang baik
dengan seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dalam setiap tahapan penyusunan hingga penetapan APBD Kab. Luwu Timur, serta
Kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Kab. Luwu Timur sehingga
APBD dapat ditetapkan tepat waktu yakni sebelum sebelum tanggal 31 Desember,

Hal ini sudah menjadi komitmen bersama antara pihak eksekutif (Kepala Daerah
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beserta jajarannya) serta DPRD Kab. Luwu Timur yang akan dipertahankan terus

di tahun-tahun mendatang. Data penetapan APBD sebagai berikut :

Tabel 2.302 Penetapan APBD Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020

. Tahun
No | Indikator | Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
1 |Penetapan | Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
APBD Waktu/Tidak | Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
Tepat Waktu | (Perda (Perda (Perda (Perda (Perda
Nomor 7 Nomor 6 Nomor 10 Nomor 3 Nomor 9
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
20186, 2017, 2018, 2019, 2020,
tentang tentang tentang tentang tentang
perubahan | perubahan | perubahan | perubahan | perubahan
APBD APBD APBD APBD APBD
Tanggal 25 | Tanggal 23 | Tanggal 15 | Tanggal 11 | Tanggal 19
Oktober Desember oktober Oktober Oktober
2016) 2017) 2018) 2019) 2020)
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020
2.1.34.3 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1. Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan

Tabel 2.303 Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan Kab.
Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 | 2019 | 2020
1 | Rata-rata lama pegawai Hari 5 5 5 5 4
mendapatkan pendidikan
dan pelatihan

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal.

Tabel 2.304 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kab.
Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah ASN Yang Orang 603 1.477 2249 | 2960 | 3.211
Mengikuti pendidikan
danpelatihan formal
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JumlahTotal ASN

Orang

4.003 3.906 3.854

Persentase

ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
formal

%

15,06 37,81 58,35

74,15

82,61

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Struktural

Tabel 2.305 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan

Struktural Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun

No Indikator Satuan 5516 T 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah pejabat ASN Orang 287 319 401 463 465

Yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan

struktural
2 | Jumlah Total Pejabat Orang 512 497 510 550 528
3 | Persentase pejabat % 56,05 | 64,19 | 80,02 | 84,18 | 88,07

ASN yang telah

mengikuti pendidikan

dan struktural

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi

pada instansi pemerintah dalam hal ini instansi daerah yaitu perangkat

daerah Kab. Luwu Timur yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas, Badan Daerah, dan Lembaga teknis daerah. JPT di

lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas JPT madya, dan JPT

pratama.

Tabel 2.306 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

. Tahun

No LblLEi Salan  "oo16 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Jumlah jabatan Jabatan 26 23 27 30 27
pimpinan tinggi
pada instansi
pemerintah

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020
5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
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Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan, yang terdiri atas :

a. Jabatan administrator; dimana pejabatnya bertanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan, atau disebut juga pejabat eselon lII.

b. Jabatan pengawas; dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, atau disebut juga
pejabat eselon IV.

c. Jabatan pelaksana; dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2.307 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu
Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
N mellEeT Sawan [ on1e T 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah Jabatan Jabatan 1076 755 665 802 787

administrasi pada
instansi pemerintah
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas :

a. Jabatan fungsional keahlian; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli
pertama.

b. Jabatan fungsional keterampilan: penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Tabel 2.308 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi
Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | Tahun
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2016 2017 2018

1 | Jumlah Pemangku Jabatan | 2415 2654 2679 2640 2572
jabatan fungsional
tertentu pada instansi
pemerintah

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.309 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kab. Luwu Timur Tahun

2016-2020
_ Tahun
No Indikator Satuan [ 2016 [ 2017 [ 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah kelitbangan Buah N/A N/A N/A N/A 2

yang di tindaklanjuti

2 | Jumlah kelitbangan Buah N/A N/A N/A N/A 12
dalam renja
perangkat daerah
3 | Persentase % N/A N/A N/A N/A 16,67
pemanfataan hasil
kelitbangan
Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Persentase Perangkat Daerah Yang Di Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi
Daerah

Tabel 2.310 Persentase Perangkat Daerah Yang Di Fasilitasi Dalam Penerapan
Inovasi Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

_ Tahun
No Indikator Satuan [ 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 [ 2020
1 | Jumlah perangkat OPD N/A N/A N/A N/A 9

daerah yang di fasilitasi

2 | Jumlah total perangkat OPD N/A N/A N/A N/A 39
daerah

3 | Persentase perangkat % N/A N/A N/A N/A 23,08
daerah yang di fasilitasi
dalam penerapan
inovasi daerah

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020
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2.1.3.4.5 Pengawasan

1. Persentase Tindaklanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai
ditindaklanjuti  dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil
pemeriksaan. Terkait dengan adanya temuan hasil pemeriksaan dikarenakan
pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang
disebabkan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur di
masing-masing perangkat daerah dalam memahami prosedur dan ketentuan yang
berlaku khususnya bagi para pegawai pengelola keuangan. Angka peningkatan
capaian kinerja indicator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan
antara lain adanya respon dan koordinasi aktif dari perangkat daerah untuk
menindaklanjuti rekomendasi temuan dan peran aktif Inspektorat Daerah dalam
melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan laporan keuangan dan

aset.

Tabel 2.311 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 —

2020
) Tahun

NE el Sawan a8 2017 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah temuan Temuan 376 284 366 383 44

yang ditindak lanjuti
2 | Jumlah total temuan | Temuan 451 316 455 521 190
3 Persentase tindak % 83,37 89,87 80,44 73,51 23,16

lanjut temuan

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Tabel 2.312 Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 —

2020
. Tahun
N sl Salan 501671 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah ASN yang Orang 0 0 0 0 0
dikenai sanksi
2 Jumlah total ASN Orang 4,003 | 3.906 | 3.854 | 3.992 | 3.877
3 Persentase % 0 0 0 0 0
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pelanggaran
pegawai

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Jumlah Temuan BPK

Tabel 2.313 Jumlah Temuan BPK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

Tahun
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah temuan Temuan 9 7 6 23 8
BPK
Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2020
2.1.3.4.6 Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di

Sulawesi Selatan sampai saat ini telah menunjukkan adanya sinergitas antara

program kerja pemerintah daerah dan DPRD yang diindikasikan dengan

ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD dan

terintegrasinya program kerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi

legislasi

dan fungsi anggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah.

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Alat Kelengkapan
DPRD Provinsi/Kab/Kota

2.

Tabel 2.314 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Alat Kelengkapan

DPRD Provinsi/Kab/Kota Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

. Tahun
No Indiikator Salian o516 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Tersedianya Rencana Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada
Kerja Tahunan Pada ada
Setiap Alat Alat
Kelengkapan DPRD
Provinsi/Kab/Kota

Sumber : Sekretariat DRPD Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Tersusun Dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk

Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi

W
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Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun

Dokumen Rencana Tahunan (RKP)

Tabel 2.315 Tersusun Dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD
Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan

Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima
Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP)

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

program program
kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi
pengawasan, fungsi
pembentukan perda,
dan fungsi anggaran
dalam dokumen
rencana lima tahunan
( RPIMD) maupun
dokumen rencana
tahunan ( RKPD )

= Tahun

i atuan

No Imefleiter 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 Tersusun dan Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada
terintegrasinya ada

4. Terintegrasi

Pengawasan,

Sumber : Sekretariat DRPD Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi

Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen

Tabel 2.316 Terintegrasi Program Program DPRD Untuk Melaksanakan

Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam

Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

melaksanakan fungsi
pengawasan,

pembentukan perda dan

anggaran ke dalam
dokumen perencanaan
dan dokumen anggaran
setwan DPRD

) Tahun
No Indikator Satuan 15016 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Terintegrasi program Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada
program DPRD untuk ada

Sumber : Sekretariat DRPD Kab. Luwu Timur Tahun 2020
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2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap
indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran
konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari
beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai
berikut.

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per
kapita)

Tabel 2.317 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut
Kelompok Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-

2020
No Kelompok Makanan 2018 2019 2020
1 | Padi-padian 75120 71073 78302
2 | Umbi-umbian 5571 4305 4946
3 | Ikan/Udang/Cumi/Kerang 57916 59081 61130
4 | Daging 13679 17237 22960
5 | Telur dan Susu 34302 32557 36218
6 | Sayur-sayuran 29659 30070 33293
7 | Kacang-kacangan 8329 7947 9077
8 | buah-buahan 29438 52146 41223
9 | Minyak dan Kelapa 11294 10721 11522
10 | Bahan minuman 18977 15770 19515
11 | Bumbu-bumbuan 11322 11247 11423
12 | konsumsi lainnya 10451 9700 9510
13 | Makanan dan minuman jadi 131541 149819 132090
14 | Rokok 74471 80383 73199
Total 512070 471673 471209

Sumber: BPS Luwu Timur Dalam Angka 2019,2020 dan 2021

2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non

pangan).

Tabel 2.318 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan
Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018- 2020
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No Kelompok Makanan 2018 2019 2020
1 | Perumahan dan fasilitas rumah tangga 259821 285199 312676

2 | Aneka komoditas dan jasa 96361 130518 144749

3 | pakaian, alas kaki dan tutup kepala 31921 42827 43357

4 | Komoditas tahan lama 104373 114233 119061

5 | pajak, pungutan dan asuransi 44537 59684 95941

6 | Keperluan pesta dan upacara/kenduri 22617 11394 25743
Total 559630 643855 741527

Sumber: BPS Luwu Timur Dalam Angka 2019, 2020 dan 2021

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Tabel 2.319 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kab. Luwu Timur Tahun

2016-2020
: Tahun
Indikator Satuan

No 2016 2017 2018 2019 2020

Panjang Jalan Km 1889,273 | 1889,273 | 1889,273 | 1889,273 | 1889,273
2 Jumlah Unit 2423 2442 2576 2650 2807

Kendaraan
3 Rasio Panjang % 77,97 77,37 73,34 71,29 67,31

Jalan Per

Jumlah

Kendaraan

2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.320 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kab. Luwu Timur Tahun 2016 — 2020

Tahun
No Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah Orang 259.867 273.615 300.227 376.958 290.241
orang
2. Jumlah Ton 300.227 376.958 290.241 290.241 253.796
Barang
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020
3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kab. Luwu Timur, jumlah
orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal setiap tahunnya meningkat,

selengkapnya pada tabel berikut.
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Tabel 2.321 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

N6 | Uraian 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Orang Brng Orang Brng Orang Brng Orang Brng Orang Brng
1. Dermaga | 131000 | 47237 |143129 | 48118 |135425 | 39753 | 76733 | 26600 | 37782 | 13001
2. Bandara | 16712 |182902 | 17060 |161174 | 23712 |161174 | 22934 | 28182 | 6018 | 84923
3. Terminal [112155 | 20387 (113426 | 21458 |141090 | 21458 |277291 | 55459 |209996 | 41099
4 Jumlah |249867 | 250526 |273615 |230750 |300227 |222385 |376958 290241 |253796 |139023
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus

diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator

yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat

dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Angka kriminalitas

Tabel 2.322 Angka Kriminalitas Tahun 2015-2019 Kabupaten Luwu Timur

No |[Jenis Kriminal 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah kasus

1. Narkoba 15 24 6 3 4
Jumlah kasus

2. Pembunuhan ) 2 1 3 )

3 Jumlah Kejahatan 20 20 12 6 6
Seksual

4. | Jumlah kasus 217 229 59 117 56
Penganiayaan

5. | Jumlah kasus 116 192 105 127 53
Pencurian

6. Jum_lah kasus 18 50 13 0 0
Penipuan

7 Jumlah kasus ) 1 1 0
Pemalsuan uang 0
Total Jumlah

8. | Tindak Kriminal 386 518 197 256 119
Selama 1 Tahun

9. | Jumlah Penduduk | 280.689 283.609 295.904 299.975 300.078
Angka

10. | Kriminalitas 0,13 0,18 0,06 0,08 0,03
(8)/(9)

Sumber : Polres Luwu Timur, 2019
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b. Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.323 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2020

No Uraian Il un
2018 2019 2020
1 | Demonstrasi Politik 2 1 7
2 | Demonstrasi Ekonomi 22 20 14
3 | Demonstrasi Mogok Kerja 9 8 7

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Luwu Timur 2021

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah
yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental
akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada,
memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang Oada.
Pembangunan SDM di Luwu Timur diarahkan untuk menyiapkan SDM yang
terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan Ilaju
pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas

tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 2.324 Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Di Kabupaten Luwu Timur

2018-2020
. . Tahun
No Tingkat Pendidikan 5018 2019 5020
1 | Maksimum SD 55,579 47,052
2 | SLTP 29,327 21,428
3| SLTA Umum 32,721 33,198
4 | SLTA Kejuruan 9,469 12,732
5 | Diploma 4131 5,015
6 | Universitas 12,783 17,811
Jumlah 150,700 143,676 157,509

W
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Ketergantungan, danKelompok Umur di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Kelompok Umur Tahun |
2016 2017 2018 2019 2020

0 - 14 tahun 86,149.00 85,330 86,960 85,815 86,518

65+ 12,718 13,190 14,379 14,861 14,794

15 - 64 tahun 195,111 197,384 198,636 199,698 200,727
Jumlah penduduk 98,867 98,520 101,339 100,676 101,312
Usia tidak Produktif

Rasio

Ketrgantungan 50.67 49.91 51.02 50.41 50.47

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Selanjutnya guna memberikan gambaran capaian kinerja RKPD tahun
sebelumnya dilakukan evaluasi mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status
dan kedudukan pencapaian Kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan
realisasi RPIJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh
masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban

APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Pengusulan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 harus mencerminkan
kinerja yang terukur terhadap pencapaian indikator tujuan dan sasaran
pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang
merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah dan berbasais sistem informasi. Adapun
Indikasi Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RKPD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 berdasarkan IKU RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2. 326 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
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Target
. I Capaian
; Indikator Kinerja R — Perangkat Daerah
No. Tujuan/Sasaran (tujuan/impact/outcome) Satuan I:;nheunna Realisasi Penaggungjawab
2020
1 2 3 4 5 6 7

Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Berbasis
Stabilitas Keamanan Wilayah dan N

ilai Nilai Budaya. (M1)

Sumber Daya dan Didukung Oleh

Meningkatkan
produksi sektor-
sektor
perekonomian,

Laju pertumbuhan

Distan, DKP2, Disdagkopukm,

M1.T1 kuall_tas ekonomi (Tanpa % 8,62 1,25 Distransnakerin
kesejahteraan h
) Tambang Disparbudmudora
sosial, dan
apresiasi
kebudayaan
daerah (T1)
Meningkatnya
MLTLS1 Eirggxgsljs';'g:ng’ Laju Pertumbuhan % 8,62 125 Distan, DKP2, Disdagkopukm,
R Ekonomi Tanpa Tambang DistransnakerinDisparbudmudora
perekonomian
(S1)
Kontribusi Sektor
Perdagangan terhadap % 9,29 7,23 Disdagkopukm
PDRB
Kontribusi Sektor
Pertanian terhadap % 23 42,20 Dinas Pertanian
PDRB
Zﬁr.se”tase Koperasi % 85 7575 | Disdagkopukm
tif
0,387
Indeks Gini Nilai 0,40-0,30 d(athlbgp)s Bapelitbangda
2020
Ig‘r%ﬁtai‘j/:)ga“ggwa” % 2,25 4,46 Distransnakerin
(l;/l;r;;gtgkatnya P_ersentas_e pend_ud_uk ) )
M1.T1.S2 p diatas garis kemiskian % 92.91 93,15 Dinas Sosial P3A
kesejahteraan %)
masyarakat (S2)
PDRB Perkapita (juta Rp) Juta Rp 114,74 70,49%* Semua SKPD
Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai 105,41 - Dinas Pertanian
Meningkatnya
apresiasi nilai-
nilai budaya yang Jumlah Penyelenggaraan
M1.T1.S3 mendukung Festival Seni Budaya Event 1 0 Disparbudmudora
perekonomian pada tahun-n
serta ketahanan
budaya (S3)
éig:iggiﬁ%ndzgia Orang 3.162 0 Disparbudmudora
Terpeliharanya
keamanan Persentase penegakan
M1.7T1.54 wilayah dan % 100% 84,61 Dinas Satpol PP dan Damkar
- PERDA (%)
ketertiban umum
(S4)
Misi 2 : Mendorong peningkatan investasi daerah (M2)
Mewujudkan iklim Persentase Kenaikan
investasi yang Nilai Realisasi Investasi
M2.T3 menarik bagi PMDN pada tahun-n % 20 173,35
PMDN dan PMA
(T3)
Meningkatnya
M2.73.S5 realisasi investasi Jumlah investor PMDN Investor 136 21 Dinas PM dan PTSP
daerah (SH)
Nilai investasi PMDN Juta Rp 1.034.312 1.636.201 Dinas PM dan PTSP
Jumlah investor PMA Investor 7 5 Dinas PM dan PTSP
o . usb .
Nilai Investasi PMA Ribu 146.408 166.860 Dinas PM dan PTSP

Misi 3 Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestaria

n sumber daya

alam dan lingkungan hidup (M3)

M3.T4

Mengakselerasi
kemajuan
kawasan strategis
daerah dan

Ketaatan terhadap
RTRW

%

85 9,26
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Target
. - Capaian
! Indikator Kinerja R N Perangkat Daerah
No. Tujuan/Sasaran (tujuan/impact/outcome) Satuan I:;nheunna Realisasi Penaggungjawab
2020
1 2 3 4 5 6 7
pengendalian
pemanfaatan
ruang (T4)
Terkendalikannya
pemanfaatan Jumlah/luas kawasan
ruang dalam strategis dan Kawasan
M3.T74.S6 mendukung g Kawasan 14 - Dinas PU PR
cepat tumbuh yang
perkembangan berkembang
kawasan strategis
(S6)
Ketaatan terhadap o o ’
RTRW % 85% 9,26 Dinas PU PR
Memelihara
kelestarian
lingkungan hidup, Indeks Kualitas
M3.T5 sumberdaya alam Lingkungan Hidup % 73,00 86,87
dan penanganan Daerah (IKLHD)
perubahan iklim
(T5)
Terpeliharanya
Eﬁlisj‘;”:r? hidu Indeks Kualitas
M3.75.57 ekung P | Lingkungan Hidup % 73,00 86,87 Dinas Lingkungan Hidup
dan
Daerah (IKLHD)(%)
keanekaraman
hayati (S7)
Misi 4 Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi (M4)
Meningkatkan
kualitas manusia
M4.T6 khususnya pada | |\, % 72,55 73,22 Bapelitbangda dan seluruh SKPD
aspek pendidikan
dan kesehatan
(T6)
Meningkatnya
derajat
M4.76.58 pendidikan dan | Angka Rata-Rata Lama | ..., 8,9 8,80 Dinas Pendidikan
B Sekolah
derajat kesehatan
(S8)
Angka Harapan lama | g, 13,8 12,83 Dinas Pendidikan
Sekolah
Angka Melek Huruf % 94,82 95,30 Dinas Pendidikan
Angka Harapan Hidup Tahun 70,07 70,53 Dinas Kesehatan
Misi 5 Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah (M5)
Menguatkan
fiukungan Persentase Jalan
infrastruktur Kabupaten dalam
M5.T7 wilayah bagi paten % 40 40,80
: . Kondisi Baik (> 40
intekoneksitas KM/ Jam)
dan pergerakan
antar wilayah (T7)
Terpenuhinya
kebutuhan
infrastruktur jalan
dan jembatan ) .
dalam Proporsi panjang
M5.77.S9 jaringan jalan dalam Km 1.616,37 770.896 Dinas PU PR
menghubungkan R
. kondisi baik
wilayah serta
akses  distribusi
produk utama
(S9)
Terpenuhinya
Ls(glroaur:;har;.'aarana Jumiah pengguna
M5.T7.S10 p terminal, pelabuhan dan Orang 170.454 253.796 Dinas Perhubungan
perhubungan
bandara (orang)
dalam
pergerakan
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Target
. - Capaian
! Indikator Kinerja R N Perangkat Daerah
No. Tujuan/Sasaran (tujuan/impact/outcome) Satuan I:;nheunna Realisasi Penaggungjawab
2020
1 2 3 4 5 6 7
manusia dan
barang (510)
Menguatkan
dukungan
infrastruktur : )
Rasio rumah layak huni o DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
M5.T8 perumahan/ %) % 85,30 86,65 | PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
permukiman dan
sumberdaya air
(T8)
Terpenuhinya
kebutuhan Persentase rumah
M5.7T8.511 infrastruktur tangga (RT) berakses air % 84,22 53,70 Dinas PU PR
sumberdaya  air bersih (%)
(S11)
Terpenuhinya
kebutuhan
M5.78.512 infrastruktur Rasio rumah layak huni % 85.30 17,54 Dinas Perkimtan
perumahan dan (%)
permukiman
(512)
Rasio pemukiman layak % 87,59 75,74 | Dinas Perkimtan
huni (%)
Persentase rumah o . .
berakses listrik (%) % 87,84 91,81 Dinas Perkimtan
Misi 6 Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik (M6)
Menguatkan
pelaksanaan
M6.T9 re_forma§| N_|Ia| _ Akuntabilitas Nilai ce B
birokrasi dan Kinerja
kinerja pelayanan
publik (T9)
Meningkatnya
perwujudan tata o
M6.T9.513 | kelola Opini = BPK  tehadap | WTP wrp BPKD beserta seluruh SKPD
. Laporan Keuangan (2019)
pemerintahan
yang baik (S13)
. . L L Sekretariat Daerah Bagian
Nilai Laporan EKPPD Nilai Tinggi Tinggi Pemerintahan
N_ilai _ Akuntabilitas Nilai cc B Sekret_aria_t Daerah Bagian
Kinerja Organisasi
Indeks Reformasi o 30,33 Sekretariat Daerah Bagian
Birokrasi Nilai 56,70 (2019) | Organisasi
Meningkatnya Indeks kepuasan .
M6.79.514 kinerja pelayanan masyarakat atas Nilai Sggigkat Sggigkat g;geDlltbangda beserta seluruh
publik (S14) pelayanan publik (IKM)
Misi 7 Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama (M7)
Mengkondisikan
kehidupan
:)Z“rfﬁi ek(:-)arrt} Jumlah insiden terkait
M7.T10 P hubungan antar ummat Kasus 0 0
serta daya rekat
. beragama
sosial dalam
kemajemukan
(T10)
Mengkondisikan
kehidupan
L Cakupan pengelola
religius dan .
berbudi ekerti rumah ibadah dan
M7.710.S15 p pendidikan agama yang % 80 94,63 Sekretariat Daerah Bagian Kesra
serta daya rekat
) mendapatkan
sosial dalam N .
. bantuan/insentif
kemajemukan
(S15)
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Target
. - Capaian
! Indikator Kinerja R N Perangkat Daerah
No. Tujuan/Sasaran (tujuan/impact/outcome) Satuan I:Ianheunna Realisasi Penaggungjawab
2020
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah insiden terkait . .
hubungan antar ummat Kasus 0 0 Sekretariat Daerah Bagian Kesra
b dan Satpol PP dan Damkar
eragama
Misi 8 Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah (M8)
Mengembangkan
sistem kerjasama
m::g:;?:: dalam Jumlah inovasi daerah
M8.T11 : . g yang diterapkan pada Inovasi 1 1
inovasi dan
. tahun-n
akselerasi
pembangunan
daerah (T11)
Berkembangnya
) Jumlah dokumen . .
M8.T11.516 kerjasama daerah kerjasama dengan pihak MoU 2 2 BapeltbangQa dan Sel_«retanat
dengan berbagai ang terealisasikan Daerah Bagian Pemerintahan
pihak (S16) Y
Berkembangnya Jumlah inovasi daerah
M8.T11.S16 sistem inovasi yang diterapkan pada Inovasi 1 1 Bapelitbangda
daerah (S17) tahun-n

Sumber: Laporan hasil evaluasi Rkpd Kab.Luwu Timur 2020

2.2.1 Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD

Secara umum dapat digambarkan proses perubahan terhadap progam dan
kegiatan serta alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan
belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah
disepakati dalam dokumen anggaran dari seluruh tahapan proses perencanaan dan
penganggaran dengan beberapa kali melakukan refocusing anggaran seperti pada

grafik dan tabel berikut.

Grafik 2. 18 Perubahan Jumlah Program dan Kegiatan Pada Tahapan

Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Tahun 2020
B Program M Kegiatan

1702

W

RKPD

APBD
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2.2.2 Konsistensi Anggaran RKPD

Jumlah anggaran pendapatan yang direncanakan pada Perubahan APBD
2020 mengalami penurunan sebesar Rp49,836,768,908.87 setara 3.28% dari nilai
pendapatan yang ditargetkan pada APBD Pokok sebesar Rp1,519,918,715,988.00.
Adapun yang memengaruhi penurunan pendapatan ini, yakni: 1) Pendapatan Asli
Daerah berkurang sebesar Rpl11,358,437,011.87 setara -3,79% 2) Dana
Perimbangan berkurang sebesar Rp66,379,788,896.00 setara -7,72%.

Menurunnya anggaran pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi
oleh Retribusi Daerah yang turun sebesar Rp2,293,571,525.00, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun sebesar Rpl1,664,788,000.00 dan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah turun sebesar Rpl11,190,077,486.87.
sedangkan yang memengaruhi menurunnya pendapatan pada sektor Dana
Perimbangan, yakni: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus turun masing-
masing sebesar Rp62,842,138,000.00 (10,92%) dan Rp34,562,485,323.00
(18,43%).

Untuk anggaran belanja daerah juga mengalami penurunan sebesar
Rp85,794,285,127.18 (5,46%) dari rencana belanja daerah yang ditetapkan pada
APBD Pokok 2020. Belanja Tidak Langsung turun sebesar Rp28,888,464,404.98
(3,86%) sedangkan Belanja Langsung turun sebesar Rp56,905,820,722.20
(6,93%). Hal ini dilakukan sebagai upaya penanganan pandemic Covid-19 di
Kabupaten Luwu Timur. Refocusing bertujuan untuk memaksimalkan anggaran
pada Perangkat Daerah yang diserahi tugas melindungi masyarakat dimasa
pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) serta mengamankan daya beli
masyarakat/pemulihan ekonomi daerah. Menurunnya anggaran pada Belanja Tidak
Langsung, dipengaruhi oleh Belanja Pegawai yang turun signifikan sebesar
Rp34,109,222,543.60 (7,56%) sedangkan menurunnya anggaran Belanja
Langsung dipengaruhi akibat turunnya Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp9,225,897,430.00 (1,77%) dan Belanja Modal  turun sebesar
Rp48,749,251,292.20 (16,28%). Pembiayaan daerah juga mengalami penurunan
sebesar Rp38,957,516,218.31 (59,79%).

Pada tahun anggaran 2020 mengalami 4 (empat) kali pergeseran, yakni:
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1. Pergeseran | dilakukan pada tanggal 6 April 2020 melalui Peraturan Bupati
Luwu Timur Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

2. Pergeseran Il dilakukan pada tanggal 23 April 2020 melalui melalui Peraturan
Bupati Luwu Timur Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2020;

3. Pergeseran lll dilakukan pada tanggal 10 Juli 2020 melalui melalui Peraturan
Bupati Luwu Timur Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2020;

4. Pergeseran IV dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020 melalui melalui
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan Kelima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Untuk mengetahui keselarasan anggaran pada dokumen perencanaan dan
penganggaran (pendapatan, belanja dan pembiayaan) pada tahun anggaran 2020
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 327 Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah TA.

2020
No Uraian Jumlah Anggaran .'!um_lah Anggaran Belanja lah Anggaran Total An
Pendapatan Belanja Tidak Belanja Langsung Pembiayaan ggaran
Langsung

1 APBD 1,519,918,715,988.00 748,593,631,839.41 821,484,440,220.55 50,159,356,071.96 1,570,078,072,059.96
2 PERGESERAN I 1,519,918,715,988.00 749,212,929,493.41 820,865,142,566.55 50,159,356,071.96 1,570,078,072,059.96
3 PERGESERAN II 1,274,026,817,087.71 740,006,475,759.00 548,222,181,182.36 14,201,839,853.65 1,288,228,656,941.36
4 PERGESERAN III 1,313,457,912,087.71 740,006,475,759.00 587,653,276,182.36 14,201,839,853.65 1,327,659,751,941.36
5 PERUBAHAN APBD 1,470,081,947,079.13 719,705,167,434.43 764,578,619,498.35 14,201,839,853.65 1,484,283,786,932.78
6 PERGESERAN IV 1,475,087,649,260.13 719,705,167,434.43 769,584,321,679.35 14,201,839,853.65 1,489,289,489,113.78

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

W
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2.2.3 Evaluasi Hasil Capaian RKPD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan Kkegiatan
pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan
yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah,
menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi
target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil

atau keluaran yang direncanakan n.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau
keluaran yang direncanakan

4.  Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program atau kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja
pembangunan daerah

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

pelaksanaan program dan kegiatan renja perangkat daerah tahun 2020
selanjutnya dilakukan Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana
Program/kegiatan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi
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anggaran tersebut maka digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat

pada tabel berikut:

Tabel 2. 328 Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun

2020

Kriteria Penilaian . Interval nilai Realisasi Kinerja
No ) o Simbol

Realisasi Kinerja 1 Tahun
1 Sangat Tinggi ST 91 % < 100 %
2 Tinggi T 76 % <90%
3 Sedang S 66 % <75 %
4 Rendah R 51% < 65%
5 Sangat Rendah SR <50 %

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan
keuangan kegiatan pada Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020, maka untuk tingkat
capaian kinerja RKPD diperoleh nilai 94,62%, sedangkan untuk realisasi anggaran
nilainya mencapai 96,49%. Apabila menggunakan kategori interval 1 tahun sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017,
Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 termasuk dalam kategori
“Sangat Tinggi”, dan hasil realisasi anggaran termasuk pada kategori “Sangat
Tinggi”. Namun demikian, rendahnya realisasi anggaran dan capaian
kinerja tersebut disebabkan beberapa faktor, sehingga diperlukan optimalisasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dalam rangka percepatan realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan OPD agar tidak menimbulkan SILPA dalam
jumlah yang besar Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing

Perangkat Daerah terlihat pada tabel 2.329 berikut :
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Tabel 2. 329 Pengukuran Capaian Anggaran Dan Kinerja Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Rencana Belanja Realiasi Belanja Sisa Anggaran C?pa"?‘”
N SKPD % Kate Kinerja
o Belanja Tidak Belanja Belanja Tidak Belanja gori Kate
Langsung (Rp) | Langsung (Rp) Lt Langsung (Rp) | Langsung (Rp) Uzl Rp b b ori
_ _ 9=8/5* . 12=11/5
1 2 & 4 5=3+4 6 7 8=6+7 100 10 11=5-8 *100 13 14
1 | Dinas Pendidikan 179,423,194,137.00 134,362,745,818.00 313,785,939,955.00 176,624,923,407.00 140,803,769,989.00 317,428,693,396.00 101.16 ST (3'a4126705)3'4 1.16 33 ST
2 Dinas Kesehatan 68,570,574,905.00 160,828,081,399.34 229,398,656,304.34 68,083,781,770.00 145,076,270,263.22 213,160,052,033.22 92.92 ST 16’2273185_6204’ 7.08 %i ST
3 RSUD | La Ga|igo 22,806,911,059.00 104,103,017,094.00 126,909,928,153.00 22,268,627,393.00 103,259,380,459.00 125,528,007,852.00 08.91 ST 1’331’830‘3 1.09 %‘é T
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 7,869,002,098.00 173,605,463,841.51 181,474,465,939.51 7,433,970,888.00 160,166,542,374.97 167,600,513,262.97 92.35 ST 13,873,952, 7.65 90. ST
Ruang 676.54 68
5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 2,564,262,285.00 22,697,638,052.00 25,261,900,337.00 2,293,944,722.00 21,735,239,858.34 24,029,184,580.34 95.12 ST 1,232,715,7 4.88 96. ST
dan Pertanahan 56.66 99
6 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam 3,835,117,550.00 11,725,837,850.00 15,560,955,400.00 3,812,808,210.00 11,504,701,035.00 15,317,509,245.00 08.44 ST 243,446,155 1.56 99. ST
Kebakaran .00 18
7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,846,197,115.00 2,633,435,440.00 4,479,632,555.00 1,727,824,524.00 2,468,540,654.33 4,196,365,178.33 03.68 ST 283'2:3377'376 6.32 %3 ST
8 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 825,055,378.00 1,237,567,279.00 2,062,622,657.00 824,118,711.00 1,215,874,042.00 2,039,992,753.00 98.90 ST 22'6%%904- 1.10 %77 ST
9 Dinas SQSiaI’ Pemberdayaan Perempuan 2,209,474,002.00 4,952,637,750.00 7,162,111,752.00 2,159,428,709.00 4,884,635,305.00 7,044,064,014.00 98.35 ST 118,047,738 1.65 99. ST
dan Perlindungan Anak .00 31
1 Dm?S Traqsmlgrash Tenaga Kerja dan 2,828,302,608.00 2,523,919,500.00 5,352,222,108.00 2,593,402,368.00 2,456,909,390.00 5,050,311,758.00 94.36 ST 301,910,350 5.64 97. ST
0 | Perindustrian .00 17
i Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 3,065,127,300.00 8,180,281,225.00 11,245,408,525.00 2,765,173,788.00 7,745,368,970.39 10,510,542,758.39 93.47 ST 734'8§f'766 6.53 287 ST
;‘ Dinas Lingkungan Hidup 2,504,836,500.00 5,113,381,180.00 7,618,217,680.00 2,487,645,187.00 5,006,530,284.00 7,494,175,471.00 98.37 ST 124’081 g 209 1.63 i% ST
é Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,096,736,100.00 2,581,810,041.00 4,678,546,141.00 2,053,795,107.00 2,511,362,129.00 4,565,157,236.00 97.58 ST 113'3(?08'905 2.42 993 ST
31' Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,982,107,879.00 2,767,153,400.00 4,749,261,279.00 1,953,685,565.00 2,566,485,114.00 4,520,170,679.00 95.18 ST 229’038’600 4.82 %49 ST
1 | Dinas Pengendalian Penduduk dan 1,837,289,749.00 7,236,543,850.00 9,073,833,599.00 1,789,912,166.00 6,488,294,029.00 8,278,206,195.00 91.23 ST 795,627,404 8.77 99. ST
5 | Keluarga Berencana .00 90
é Dinas Perhubungan 2,445,697,000.00 4,669,504,772.00 7,115,201,772.00 2,287,693,867.00 4,618,359,131.14 6,906,052,998.14 97.06 ST 209'13?773 2.94 3‘:‘{_ ST
1 Dinas Komunikasi dan Informatika 1,902,857,027.80 5,197,444,438.00 7,100,301,465.80 1,877,307,550.00 4,953,837,810.00 6,831,145,360.00 96.21 ST 269,156,105 3.79 97. ST
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- o ’ . Capaian
Rencana Belanja Realiasi Belanja Sisa Anggaran 2Lk
N Kate Kinerja
SKPD — - — - % -
0 Belanja Tidak Belanja Belanja Tidak Belanja gori Kate
Total (Rp) Total (Rp) Rp % % :
Langsung (Rp) | Langsung (Rp) Langsung (Rp) | Langsung (Rp) ori
9=8/5* 12=11/5
1 2 & 4 5=3+4 6 7 8=6+7 10 11=5-8 a8 14
100 *100

7 .80 35
1 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 2,351,933,065.00 3,967,487,742.50 6,319,420,807.50 2,291,516,596.00 3,899,540,710.40 6,191,057,306.40 97.97 ST 128,363,501 2.03 65. s
8 | dan Menengah .10 66
1 Dinas Penanam_an Modal dan Pelayanan 2,074,960,175.00 1,656,923,275.00 3,731,883,450.00 1,868,608,264.00 1,495,481,468.00 3,364,089,732.00 90.14 ST 367,793,718.00 9.86 9L ST
9 | Terpadu Satu Pintu 48
2 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 3,072,980,639.00 16,068,926,576.00 19,141,907,215.00 2,550,946,594.00 14,653,981,150.82 17,204,927,744.82 89.88 T 1,936,979,470.1 10.12 94. ST
0 | Kepemudaan dan Olahraga 8 69
2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,100,938,224.97 1,183,334,800.00 3,284,273,024.97 2,003,850,067.00 1,163,210,027.00 3,167,060,094.00 96.43 ST 117,212,930.97 3.57 99. ST
1 95
g Dinas Pertanian 19,056,326,072.00 22,344,051,723.00 41,400,377,795.00 18,723,081,878.00 18,955,914,967.00 37,678,996,845.00 91.01 ST 3'721'320'950'0 8.99 92% ST
2 Badan Perencanaan, Penelitian dan 3,512,689,900.00 3,401,614,000.00 6,914,303,900.00 3,348,366,291.00 2,957,743,161.00 6,306,109,452.00 91.20 ST 608,194,448.00 8.80 91. ST
3 | Pengembangan Daerah 99
2 6,099,853,170.6 99.
4 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 326,578,855,160.66 5,776,248,271.00 332,355,103,431.66 320,835,262,712.00 5,419,987,549.00 326,255,250,261.00 98.16 ST 6 1.84 53 ST
2 Badan Kepegawalan _dan Pengembangan 2,486,456,300.00 7,416,785,900.00 9,903,242,200.00 2,321,131,914.00 7,023,853,086.00 9,344,985,000.00 94.36 ST 558,257,200.00 5.64 85. T
5 | Sumber Daya Manusia 93
2 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 767,758,112.00 767,758,112.00 677,321,850.00 677,321,850.00 88.22 T 90,436,262.00 11.78
6
2 Sekretariat Daerah 8,482,676,268.00 21,960,783,623.00 30,443,459,891.00 7,553,819,735.00 19,453,894,918.40 27,007,714,653.40 88.71 T 3,435,745,237.6 11.29 92. ST
7 0 38
; Sekretariat DPRD 14,651,434,175.00 16,228,555,798.00 30,879,989,973.00 13,870,912,099.00 15,620,714,281.00 29,491,626,380.00 95.50 ST 1'388'323'593'0 450 982 ST
§2) Kecamatan Burau 2,049,561,830.00 730,904,688.00 2,780,466,518.00 1,990,740,033.00 715,448,685.00 2,706,188,718.00 97.33 ST 74,277,800.00 2.67 3% ST
g Kecamatan Wotu 1,870,199,747.00 922,636,899.00 2,792,836,646.00 1,863,331,333.00 850,456,860.00 2,713,788,193.00 97.17 ST 79,048,453.00 2.83 %53 ST
?— Kecamatan Tomoni 2,213,704,668.00 2,008,742,230.00 4,222,446,898.00 2,187,059,328.00 1,997,932,622.00 4,184,991,950.00 99.11 ST 37,454,948.00 0.89 %82 ST
g Kecamatan Mangkutana 1,862,416,710.00 584,287,900.00 2,446,704,610.00 1,780,843,477.00 577,358,720.00 2,358,202,197.00 96.38 ST 88,502,413.00 3.62 387 ST
g Kecamatan Tomoni Timur 1,378,307,758.00 627,822,400.00 2,006,130,158.00 1,333,223,628.00 616,609,696.00 1,949,833,324.00 97.19 ST 56,296,834.00 281 %?_) ST
2 Kecamatan Kalaena 1,494,207,000.00 747,626,818.00 2,241,833,818.00 1,458,996,280.00 742,086,797.00 2,201,083,077.00 98.18 ST 40,750,741.00 1.82 %3 ST
3 | Kecamatan Angkona 1,724,294,250.00 513,017,380.00 2,237,311,630.00 1,700,951,150.00 508,213,592.00 2,209,164,742.00 98.74 ST 28,146,888.00 1.26 97. ST
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Rencana Belanja Realiasi Belanja Sisa Anggaran qual_an
N Kate Kinerja
SKPD — - — - % -
0 Belanja Tidak Belanja Total (Rp) Belanja Tidak Belanja Total (Rp) gori R % % Kate
Langsung (Rp) | Langsung (Rp) p Langsung (Rp) | Langsung (Rp) p p ori
- _ 9=8/5* —c 12=11/5
1 2 & 4 5=3+4 6 7 8=6+7 100 10 11=5-8 %100 a8 14
5 43
2 Kecamatan Malili 2,102,803,637.00 1,932,232,200.00 4,035,035,837.00 1,990,837,796.00 1,863,964,056.24 3,854,801,852.24 95.53 ST 180,233,984.76 4.47 ?.76 S
3 Kecamatan Wasuponda 1,454,564,020.00 734,408,700.00 2,188,972,720.00 1,432,810,614.00 710,159,928.00 2,142,970,542.00 97.90 ST 46,002,178.00 2.10 100 ST
g Kecamatan Towuti 2,109,413,800.00 1,140,731,500.00 3,250,145,300.00 2,011,397,585.00 1,096,891,783.00 3,108,289,368.00 95.64 ST 141,855,932.00 4.36 285 ST
g Kecamatan Nuha 2,030,882,596.00 1,949,934,526.00 3,980,817,122.00 1,972,570,388.00 1,734,880,162.80 3,707,450,550.80 93.13 ST 273,366,571.20 6.87 395 T
g Inspektorat 5,665,060,634.00 3,270,801,800.00 8,935,862,434.00 5,453,593,725.00 3,199,436,460.00 8,653,030,185.00 96.83 ST 282,832,249.00 3.17 %?; ST
JUMLAH 719,705,167,434.43 769,584,321,679.35 1,489,289,489,113.78 704,259,217,269.00 732,719,861,519.05 1,436,979,078,788.05 96.49 ST 52'31011410'325' 351 962 ST
Sumber : Laporan Hasil Evaluasi RKPD kab. Luwu Timur Tahun 2020
11 -227
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Adapun Kendala utama atau permasalahan yang dihadapi oleh masing-
masing Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja RKPD Tahun 2020 maupun

realisasi keuangan sebagai berikut:

Tabel 2. 330 Permasalahan Kinerja dan Keuangan yang dihadapi Masing-
masing Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020

Masalah Kinerja ‘ Masalah Keuangan

Dinas Pendidikan

. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah: Realisasi kinerja yang melebihi 100% dikarenakan
disesuaikan dengan jumlah orang yang pergi
melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

. Kunjungan Kerja Dalam Daerah : Realisasi kinerja
yang melebihi 100% dikarenakan disesuaikan dengan
jumlah orang yang pergi melaksanakan kunjungan kerja
dalam daerah

. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga :
Utang/retensi
. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala

sekolah, guru, penjaga sekolah : Utang/retensi

. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik : Kegiatan
pelatihan kompentesi tidak dilaksanakan karena pandemi
covid 19,

. Pemberian bantuan operasional pendidikan non
formal : Realisasi kinerja yang melebihi 100% dikarenakan
penerima BOP Non formal disesuaikan dengan Jumlah
peserta didik paket A, B dan C yang terdapat didapodik

. Pelaksanaan kegatan penilaian dan penetapan
angka kredit : Realisasi kinerja yang melebihi 100%
dikarenakan disesuaikan dengan jumlah orang yang
mengusulkan dan memenuhi persyaratan untuk kenaikan
pangkat

. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di
bidang pendidikan : Pembayaran di triwulan 1 merupakan
pembayaran beasiswa tahap 2 yang tidak dibayarkan pada
2019, dikarenakan realisasi yang melebihi target sehingga
dialihkan ke tahun anggaran berikutnya

Terdapat sisa pembayaran sebanyak 710 orang yang
belum dibayarkan dikarenakan anggaran yang tidak
mencukupi

. Belanja Gaji dan Tunjangan : Penganggarannya
melebihi target pegawai yang dibayarkan

. Belanja Tambahan  Penghasilan PNS
Penganggarannya melebihi target pegawai yang
dibayarkan

. Belanja Penghasilan Lainnya : Penganggarannya
lebih rendah dibandingkan tunjangan sertifikasi yang
dibayarkan

. Penyusunan  Dokumen  Perencanaan dan
Penggaran SKPD : terdapat SPJ yang telah di GU kan
namun tidak diproses dikeuangan

. Pembangunan gedung sekolah 1. Belanja
pengadaan tanah/lahan untuk penambahan lokasi
sekolah SDN 116 Mabasi Kec. Burau Rp 100.000.000
karena tidak terjadi kesepakatan harga dengan pemilik
tanah

2.Untuk belanja pengadaan bangunan, terdapat sisa
penawaran oleh rekanan dari pagu anggaran yang
disediakan sebesar Rp 60.312.500

. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga :
1. Utang/Retensi yang tidak diurus oleh rekanan

2. Beberapa rekanan yang melaksanakan kegiatan
hilang kontak

3. Nama paket :

a. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 2 Malili (utang
perencanaan)

b. Utang/retensi

. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala
sekolah, guru, penjaga sekolah : 1. Utang/Retensi yang
tidak diurus oleh rekanan 2. Beberapa rekanan yang
melaksanakan kegiatan hilang kontak

3. Nama paket : a. Rehab rumah guru SDN 103
Lumbewe Kec. Burau

b. Rehab rumah guru SDN 114 Batangnge Kec. Burau

. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik : Anggaran
disediakan untuk belanja operasional persiapan
kegiatan di triwulan 4, namun tidak dilaksanakan karena
masih dalam pandemi covid 19.

Dinas Kesehatan

. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Reproduksi : ada 3 indikator yang belum capai target yaitu:
1.Cakupan K4 (krn adanya pandemi sehingga kunjungan
ibu hamil berkurang dan masih tingginya kasus abortus),
2.Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan,
3.Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Jumlah ibu

. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Reproduksi : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Alat Tulis
Kantor Rp 560.000 , 2. Belanja Jasa Pelayanan Rp
149.027.732, 3. Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber Rp 12.000.000 , 4. Belanja
Cetak Rp 900.000, 5. Belanja Sewa Hotel/Penginapan
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Masalah Kinerja

Masalah Keuangan

bersalin yg memang kurang dibanding jumlah proyeksi
sasaran)

. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan
Remaja : ada 2 indikator yang belum capai target yaitu: 1.
Cakupan kunjungan bayi (29hari - 11bulan) 2. Cakupan
pelayanan kesehatan balita (12 - 59 bulan), karena adanya
pandemi sehingga kunjungan bayi balita berkurang dan
tidak adanya pelaksanaan posyandu

. Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah : kegiatan
skrining kesehatan tidak dilaksanakan karena adanya
pandemi covid-19 & pemerintah menerapkan belajar dari
rumah

. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah :
ada 2 indikator yang belum capai target yaitu: Persentase
baduta yang mendapat imunisasi lanjutan karena
Beberapa sasaran tidak datang ke Posyandu dan Petugas
tidak efektif melakukan DOFU efek Pandemi covid 19
(Pelayanan imunisasi kurang maksimal) dan Persentase
anak sekolah dasar yang mendapat imunisasi BIAS karena
beberapa sasaran tidak datang ke sekolah untuk
divaksinasi, dengan alasan sakit, penolakan orang tua &
sasaran berada di luar wilayah Luwu Timur (disebabkan
anak sekolah masih belajar dari rumah).

. Pencegahan dan Penanganan Pandemik Covid-19 :
melebihi target karena kasus covid-19 yang semakin
bertambah

. Pengendalian Penyakit Tidak Menular : ada 2
indikator yang belum capai target yaitu: Persentase
penanganan penderita hipertensi dan Persentase
penanganan penderita diabetes melitus. Karena selama
masa pandemi covid 19 kunjungan ke puskesmas
berkurang dan kegiatan luar gedung ditiadakan sehingga
capaian skrining tidak tercapai.)

. Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk
Usia Produktif : semua indikator belum capai target karena
selama masa pandemi covid 19 kunjungan ke puskesmas
berkurang dan kegiatan luar gedung ditiadakan sehingga
capaian skrining tidak tercapai.

. Peningkatan  kualitas pelayanan kesehatan:
indikator jumlah puskesmas yang re-akreditasi yang tidak
capai target karena tidak terlaksananya survey akreditasi.
Sdgkn workshop pendukung akreditasi dan pendampingan
akreditasi telah terlaksana di 17 puskesmas

. Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan :
1zin operasional untuk Rumah Sakit Awal Bros Sorowako
belum dikeluarkan karena belum memenuhi syarat untuk
diberikan rekomendasi izin operasional RS tipe C dan
masih sementara proses

. kemitraan asuransi kesehatan masyarakat : Adanya
pengurangan kepesertaan segmen PBI yang dibiayai oleh
APBD Lutim setelah dilaksanakan validasi data. Nik yang
tidak valid dinonaktifkan kepesertaannya. Termasuk
masyarakat yg sdh pindah, meninggal dan masy yg tidak
melakukan perekaman ulang.

. kemitraan peningkatan kualitas dokter dan
paramedis : Banyak tenaga kontrak lulus CPNS dan Lulus
pendidikan dokter ahli sehingga kontrak berhenti

. Pengadaaan puskesmas keliling: ada 3 unit
ambulans (puskesmas keliling), 1 mobil PSC untuk di
Dinkes, 1 mobil untuk PKM Angkona dan 1 mobil untuk
PKM Bone Pute

. Peningkatan  puskesmas pembantu menjadi
puskesmas : Pustu Bone Pute menjadi Puskesmas Bone
Pute

Rp 8.700.000 , 6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Rp 940.000, 7. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
sebesar rp. 152.50.000, 8. Belanja Makanan dan
Minuman Pasien sebesar Rp. 40.155.000, 9. Belanja
Makan dan Minum kegjatan sebesar Rp. 1.170.000, 10.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
5.997.000

. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan
Remaja : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Air sebesar Rp. 1.500.000, 2. Belanja
Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 4.925.000,
3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.
845.000

. Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat : Belanja
yang ada sisa: 1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.
554.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
sebesar RP. 3.615.000

. Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah : kegiatan
skrining kesehatan tidak dilaksanakan karena adanya
pandemi covid-19 & pemerintah menerapkan belajar
dari rumah

. Pembinaan upaya kesehatan kerja : hanya satu
belanja yang kurang terealisasi yaitu belanja perjalanan
dinas dalam daerah

. Pelayanan kesehatan olahraga : tidak ada satu
pun belanja yang terealisasi

. Pelayanan pemeliharaan kesehatan : Belanja
yang ada sisa: 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah sebesar Rp. 2.420.000, 2. Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 1.505.000

. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk : Belanja
yang ada sisa: 1. Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering) sebesar Rp. 1.200.000, 2.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sebesar Rp.
17.487.325, 3. Belanja Jasa Upah Kerja sebesar Rp.
38.000.000, 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
sebesar Rp. 16.512.025, 5. Belanja Pemeliharan
Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.000.000.

. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja
Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp. 750.000, 2.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
7.725.000, 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
sebesar Rp. 2.190.000

. Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik : Belanja yan ada sisa: 1. Belanja
Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar Rp. 1.500.000, 2.
Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp.
900.000, 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
sebesar Rp. 23.260.000, 4. Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah sebesar Rp. 516.958.

. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
(P2B2)/Zoonosis : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja
Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp 1.200.000, 2.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
20.164.550, 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
sebesar Rp. 34.925.000.

. Pengendalian Penyakit Tidak Menular : Belanja
yang ada sisa: 1. Belanja Cetak sebesar Rp. 1.200.000,
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
230.000, 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
sebesar Rp. 2.405.000

. Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi
Penduduk Usia Produktif : Belanja yang ada sisa: 1.
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. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu :
Rehab Pustu Kasintuwu, Maliwowo, Landangi dan
Bantilang

. Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan
: tidak dilakukan pengadaan lagsung sehingga sebagian
anggaran tidak terpakai

. Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan
Kesehatan indikator Persentase Puskesmas yang
melakukan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar
belum capai target, karena ada 1 pkm yang belum
melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar yaitu
pkm parumpanai

. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya melebihi target karena adanya
anggaran/ dana DAK untuk kegiatan pengawasan yang
cukup besar dibanding tahun sebelumnya.

. Penyediaan jasa kebersihan kantor : ada
penambahan tenaga kebersihan sebanyak 6 orang

. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan : setelah perubahan bertambah 96
Eksemplar, sehingga target juga bertambah menjadi 96

. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
: Rapat koordinasi keluar derah sangat selektif karena
situasi Pandemi Covid-19 dan target berkurang menjadi 36
kali

. Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis : Jumlah upah jasa bertambah 38
orang setelah perubahan, sehingga target juga bertambah
menjadi 734 orang

J Kunjungan kerja dalam daerah : Perjalanan dinas
dibatasi dan selektif selama Pandemi Covid-19

. penyediaan makan minum : Krn peserta rapat
dibatasi jumlahnya mengikuti prosedur protokol kesehatan
& sebagian rapat dilaksanakan secara virtual

J Pembangunan rumah dinas : Rumah dinas di PKM
Lakawali dan PKM Parumpanai

. Pembangunan gedung kantor : Landscape & rabat
beton jalan instalasi gudang farmasi

. Pengadaan kendaraan dinas/operasional : 2 motor
untuk bidan desa (PKM Parumpanai & PKM Tomoni) & 3
motor trail (1 untuk bendahara barang dan 2 untuk PPK).

Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp.
2.580.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
sebesar Rp. 9.570.000, 3. Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah sebesar Rp. 640.000

. Pengembangan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan : Belanja yang ada sisa
yaitu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.
7.475.000

. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan:
Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Air sebesar Rp. 1.500.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah sebesar Rp. 2.290.000

. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan:
Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Bahan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 300.000, 2. Belanja
Jasa Upah Kerja sebesar Rp. 1.200.000, 3. Belanja Jasa
Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber  sebesar  Rp.
61.400.000, 4. Belanja Penggandaan sebesar Rp.
1.000.000, 5. Belanja Sewa Hotel/Penginapan sebesar
Rp. 12.370.000, 6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
sebesar Rp. 26.680.000, 7. Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Air sebesar Rp. 1.500.000, 8. Belanja Sewa
Sarana Mobilitas Udara sebesar Rp. 21.000.000, 9.
Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp.
48.760.000, 10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah sebesar Rp. 8.240.000, 11. Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 1.1460.000. Kegiatan
survei Re Akreditasi tidak terlaksana karena adanya
pandemi covid-19 sehingga puskesmas yang diusulkan
tahun re akreditasi tahun 2020 di pending

. Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan:
Belanja yang ada sisa yaitu Belanja Makan dan Minum
Kegiatan sebesar Rp. 350.000, Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 280.000

. kemitraan peningkatan kualitas dokter dan
paramedis : Belanja yang ada sisa yaitu Belanja Jasa
Upah Kerja sebesar Rp. 228.500.000

o Pembangunan puskesmas pembantu : retensi

o Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan
Kesehatan: Belanja yang ada sisa yaitu Belanja Bahan
Obat-Obatan sebesar Rp. 1.052.804.014

. Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan
Perbekalan Kesehatan : Belanja yang ada sisa: 1.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp.
650.000, 2. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar
Rp. 4.500.000, 3. Belanja Makan dan Minum Kegiatan
sebesar Rp. 1.500.000, 4. Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah sebesar Rp. 33.466.650, 5. Belanja
Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 9.647.650

. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan :
Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Sewa
Hotel/Penginapan sebesar Rp. 8.000.000, 2. Belanja
Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp. 83.058.000,
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.
16.640.000, 4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
sebesar Rp. 565.000, 5. Belanja Pengadaan Alat
Kedokteran Umum sebesar Rp. 73.133.341, 6. Belanja
Pengadaan Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp. 2.314.404,
7. Belanja Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
sebesar Rp. 80.286.849, 8. Belanja Pengadaan Alat
Kesehatan Perawatan sebesar Rp. 1.898.212.246, 9.
Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Patologi sebesar
Rp. 11.017.999,98

. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kesehatan : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Alat Tulis
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Kantor sebesar Rp. 111.000, 2. Belanja Makan dan
Minum Kegiatan sebesar Rp. 300.000, 3. Belanja
Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 580.000, 4.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.
16.305.542

. Pemutakhiran Data Sumber Daya Manusia
Kesehatan : Belanja yang ada sisa yaitu Belanja
Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 5.065.000

. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Belanja yang
ada sisa: 1. Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya sebesar Rp. 480.000, 2. Belanja
Paket/Pengiriman sebesar Rp. 250.000 dan belanja
paket

. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja air sebesar
Rp. 224.4700, 2. Belanja listrik sebesar Rp.
14.144.699, belanja ini sifatnya disediakan dan
dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan

. Penyediaan jasa kebersihan kantor : Belanja yang
ada sisa: 1. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan
Pembersih sebesar Rp 50.000, 2. Belanja Jasa Upah
Kerja sebesar Rp. 58.000.000, (belanja upah tidak
terealisasi karema SK upah jasa terlambat di terima
sehingga tidak ada dasar untuk pembayaran)

. Penyediaan Alat Tulis Kantor : Belanja alat tulis
kantor sisa sebesar Rp. 7.786.013

. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan :
Belanja yang ada sisa: 1. Belanja cetak sebesar Rp.
2.800.000, 2. Belanja penggandaan sebesar Rp.
2.810.800

. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor : Belanja Alat Listrik
Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) sisa sebesar
Rp. 1.036.500.

. Kunjungan kerja dalam daerah : Belanja yang ada
sisa: 1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar Rp.
4.500.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
sebesar Rp. 48.359.650

. penyediaan makan minum : Belanja yang ada
sisa: 1. Belanja makan minum tamu sebesar Rp.
2.170.000 , 2. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
sebesar Rp. 7.500.000

. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Belanja yang sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar
Rp. 19.640.000 ( Sisa kontrak )

. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional : Belanja yan ada sisa: 1. Belanja Jasa
Service sebesar Rp. 10.150.000, 2. Belanja Bahan
Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas sebesar Rp. 665.000,
3. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan sebesar Rp.
2.374.508

. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja
penggandaan sebesar Rp. 240.000, 2. Belanja makan
minum kegiatan sebesar Rp. 1.500.000

. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan
akhir tahun : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja perjalanan
dinas dalam daerah sebesar Rp. 4.035.000, 2. Belanja
makan minum kegiatan sebesar Rp. 1.530.000

RSUD | LAGALIGO
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. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Jasa
kebersihan pihak ke-3 mulai dilaksankan mulai bulan
maret 2020 karena proses pelaksanaan pihak ke-3 mulai
dilaksankan hingga penetapan penyedianya butuh waktu,
jadi sementara kegiatan kebersihan sudah berjalan sejak
tanggal 1 januari sehingga utk antisipasinya dilaksankan
melalui anggaran BLUD selama 2 bulan pertama.

. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/
Teknis Lainnya : Jumlah tenaga upah jasa yang telah terbit
SK nya adalah upah jasa yang lama (perpanjangan) = 396
orang. Penambahan 90 orang Target =386 Orang. Jumlah
keseluruhan melebihi target karena kebutuhan SDM RS

. Pemeliharaan & Pemulihan Pelayanan Kesehatan
RS : 1. Capaian kinerja 89,45% (realisasi kinerja 19.735
shift petugas sedangkan target kinerja 22.211) hal ini
disebabakan adanya pegawai diunit-unit pelayanan yang
terinfeksi covid-19 sehingga ruangan/ petugas tidak
memberikan pelayanan (Petugas isman) otomatis jumlah
kebutuhan shift jaga berkurang.

2. Sedangkan pada jumlah pengantaran jenazah realisasi
melampaui target yaitu 638 rujukan (110,8%) dari target
576 hal ini disebabkan angka kematian rumah sakit agak
meningkat, tambahan ini adalah pasien luar daerah
sebanyak 49 pasien.

. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah
Sakit : 1. Capaian kinerja kunjungan pasien HD 93,27%
atau 1.840 kunjungan dengann target 1.978. Hal ini
disebabkan ada kerusakan mesin HD sehingga pelayanan
HD tidak optimal.

2. Jumlah pasien JKD terealisasi 61 pasien JKD dari target
60 pasien JKD, karena masih ada masyrakat yang belum
terdaftar sebagai peserta BPJS.

. Pelayanan Transfusi Darah Rumah sakit
mengurangi kegiatan luar gedung dikarenakan adanya
kasus Covid-19, dan lebih sering melaksankan kegiatan
didalam gedung

. Peningkatan Kompetensi Tenaga kesehatan RS :
Target kinerja belum tercapai 73%, hal ini disebabkan
tenaga narasumber kegiatan tidak bersedia datang karena
pandemi  covid-19  belum  berkurang kasusnya,
direncanakan 3 kali kegiatan hanya terealisasi 2 kegiatan.

. Bimbingan Teknis Workshop dan Seminar
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit : Realisasi kinerja
141,4% melampaui target hal ini disebabkan kegiatan
selama pandemi lebih banyak secara zoom / webinar yang
kontribusinya lebih rendah sehingga bisa penambahan
jumlah peserta bimtek dari yang direncanakan

. Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien
Rujukan : Realisasi kinerja tidak capai (50%) disebabkan
adanya pandemi covid yang belum berakhir meskipun
rumah sakit telah mengajukan permintaan tenaga
spesialis tapi Tenga spesialis/ Bagian tidak bersedia/
menolak untuk ber MOU dengan rumah sakit.

. Peningkatan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit : 1.
Target kinerja tidak tercapai (59,4%) disebabkan pandemi
covid-19 yang berlangsung sejak bulan maret hingga akhir
tahun, sehingga rs membuat kebijakan ada pembatasan
pelayanan (medis dan paramedis pemberi pelayanan juga
meminta ada pengaturan pelayanan poliklinik untuk
mengurangi tingkat resiko penularan di rumah sakit
sehingga hari pelayanan spesialis tidak setiap
har).disamping adanya kondisi masyarakat takut untuk
datang berobat ke rumah sakit,

. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Realisasi
anggaran untuk bulan pertama dan kedua menggunakan
anggaran BLUD, selanjutnya menggunakan dana APBD
sesuai kontrak.

. Penyusunan  Dokumen  Perencanaan dan
Penganggaran SKPD : Realisasi 98,6%. Masih ada sisa
pada rek perjalanan dinas dimana nilai yang tersisa tidak
cukup untuk melaksankan 1 (satu) kali perjalanan dinas
sehingga menjadi sisa anggaran dari kegiatan.

. Pemeliharaan & Pemulihan Pelayanan Kesehatan
RS : Realisasi anggaran 98%, tidak maksimalnya
realisasi ini ada pada rekening belanja uang lembur
(shifft jaga) petugas, hal ini disebabkan petugas yang
jaga diperawatan (total shiff jaga) berkurang akibat
petugas rumah sakit banyak yang terinfeksi/ kontak
dengan penderita covid-19 sehingga tugas jaga
diruangan ditiadakan (petugas
diliburkan/isman/dirawat). jadi serapan anggaran
disesuaikan dengan shiff yang dilaksankan.

. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Rumah Sakit : Realisasi anggaran 98,5% disebabkan
anggran belanja untuk covid-19 ada beberapa yang tidak
terealisasi 100% seperti :

- Pada anggaran lembur petugas ruang covid-19 tidak
terealisasi 100% karena ada yang sifatnya disediakan
(dokter spesialis) dan jumlah petugas tidak masuk shiff
berkurang karena terkonfirmasi positif covid.

- Disediakan Anggaran makan minum petugas selama
pandemi covid namun jumlah tenaga bertugas
berkurang karena ada petugasnya yang terinfeksi covid-
19.

. Pelayanan Transfusi Darah : Selama pandemi
covid-19, kegiatan luar gedung dikurangi sehingga ada
sisa anggaran perjaanan dinas.

. Peningkatan Kompetensi Tenaga kesehatan RS:
Realisasi anggaran 69,07%, belum capai target
disebabkan ada 1 kegiatan yang direncanakan tidak
terlaksana karena pelaksana kegiatan tidak bersedia
datang dengan

. Bimbingan Teknis Workshop dan Seminar
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Realisasi
anggaran 89,4% tidak capai 100% disebabkan kegiatan
bimtek lebih banyak secara webinar dimana biaya
kontribusi lebih rendah dan tidak dibayarkan biaya
perjalanan dinasnya sehingga ada sisa anggaran untuk
perjalanan dinas

. Pembangunan dan Pengembangan Bangunan
Rumah Sakit : Realisasi keuangan 98,5%, ini disebabkan
adanya dana pembangunan untuk retensi sebesar 5%

. Pengadaan bahan-Bahan Logistik RS : Realisasi
keuangan 77,6% karena BBM anggarannya sifatnya
disediakan. Saat ini kondisi dilapangan :

1. Genset RS 1 rusak dan jarang mati lampu sehingga
pemakaian BBM genset berkurang

2. Selama Pandemi Covid-19 Keg perjalanan dinas
berkurang sehinga kebutuhan BBM kendaraan dinas
berkurang

. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS : Realisasi
anggaran 97,6%, ada sisa dari kontrak (belanja alkes
untuk covid-19), hal ini disebabkan penganggaran di
perubahan sehingga ada keterbatasan waktu dan
ketersediaan alat dipenyedia, alat direncanakan utk
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2. Realisasi pendapatan melampaui target (114,3%)
disebabkan klaim rs tahun 2020 hanya minus 2 bulan
(tahun 2019 klaim minus 4 bulan), selain itu tarif klain
pasien covid cukup baik sehingga mendongkrak capaian
PAD BLUD, juga tahun 2020 rumah sakit menargetkan PAD
BLUD agak rendah dengan melihat jumlah kunjungan.

dibeli kosong jadi ppk membeli alkes merk yang lain
dengan fungsi yang sama dengan harga yang berbeda.

. Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien
Rujukan : Realisasi anggaran tidak tercapai karena
anggaran disediakan untuk 6 spesialis tapi terbayar
hanya untuk 3 spesialis, pembayaran sesuai dengan
tenaga spesialis yang ber MOU sehingga ada sisa
anggaran (realisasi 76,3%)

Dinas Pekerjaan Umu

m dan Penataan Ruang

. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terealisasi 44 unit dari Target 51 unit , kegiatan ini
bersifat anggaran disiapkan

. Penyediaan Makanan dan Minuman : Terealisasi
540 kotak dari Target 720 kotak

. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terealisasi pemeliharaan sesuai target, 1 unit kantor
dinas PU-PR

. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional : Terealisasi pemeliharaan sesuai
target, 19 unit kendaraan dinas/operasional

. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran : Dokumen perencanaan terealisasi 100%
(6 dokumen)

. Pembangunan Jalan : Untuk target peningkatan
jalan aspal dan beton sudah terpenuhi namun peningkatan
jalan kerikil | belum terpenuhi karena masih ada pekerjaan
yang belum selesai per 31 Desember 2020

. Penyusunan Sistem Informasi/Database Irigrasi :
Keterbasan sumber daya manusia (SDM) dan minimalnya
kapasitas SDM

d Penguatan Peran Komisi Irigrasi : Terealisasi 2
dokumen  dari Target 2 dokumen ( 2 kali rapat komir)

. Penguatan Peran Petugas O dan P Jaringan Irigrasi :
batal karena pengurangan anggaran

. Penyusunan Sistem Informasi/data Base Jaringan
Air Bersih/Air Limbah : batal karena pengurangan
anggaran

. Pengelolaan air bersih : batal karena pengurangan
anggaran
. Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Strategis : Terealisasi 2 dokumen KHLS dari Target 2
dokumen

. Penyediaan Sarana Bangunan dan Lingkungan
Publik : Capaian kegiatan sebesar 50,00 % ,target 2 unit
dan terealisasi 1 unit , lunit belum terealisasi yaitu
pembangunan gedung pemerintahan Desa Libukan
Mandiri belum

. Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Usaha
Jasa Konstruksi : Terealisasi 58 rekomendasi dari Target
70 rekomendasi , kegiatan ini bersifat anggaran disiapkan
terkait rekomendasi surat izin jasa konstruksi (SIUJK)

. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa
Konstruksi : batal karena pengurangan anggaran

. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengawas : batal
karena pengurangan anggaran

. Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi :
batal karena pengurangan anggaran

. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja :
Realisasi keuangan disesuaikan dengan biaya
pemeliharaan

. Penyediaan Makanan dan Minuman : Realisasi
keuangan disesuaikan dengan jumlah kotak

. Penyusunan  Dokumen  Perencanaan dan
Penganggaran : Realisasi belanja jilid sekitar 47,60%
dan penggandaan sekitar 77,35%

. Pembangunan Jalan : Realisasi keuangan
disesuaikan dengan bobot pekerjaan

. Penyusunan Sistem Informasi/Database Irigrasi :
Anggaran perjalanan dinas tidak terealisasi 100%

. Penguatan Peran Komisi Irigrasi : Anggaran sewa
mobilitas darat  karena terbatas P3A yang hadir dan
perjalanan dinas tidak terealisasi sesuai target

. Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup
Strategis : Honor tim pokja penyusun dokumen KHLS
tidak dapat dibayarkan karena standar biaya honor tidak
ada dalam SK tim pokja penyusun dokumen KHLS

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
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. Gaji dan Tunjangan : Pencairan dilakukan sesuai
jumlah pegawai yang ada

. Tambahan Penghasilan Lainnya pencairan
tambahan penghasilan setiap bulannya dilakukan setiap
awal bulan berikutnya

. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Adanya
ketidaksesuaian pengklasifikasian surat masuk dan surat
keluar dengan aturan pada Peraturan Bupati No. 21
Tahun 2019 tentang Pola Klasifikasi Arsip Daerah.

. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik : Untuk pembayaran biaya rekening air dan listrik
dibayarkan berdasarkan beban tagihan sehingga
anggaran bersifat disediakan sehingga terdapat sisa
anggaran.

o Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Ketersediaan jaringan listrik dengan input tegangan yang
tidak stabil menyebabkan rentannya kerusakan peralatan
kerja terutama peralatan elektronik.

o Penyediaan Alat Tulis Kantor : Data Persedian Alat
Tulis Kantor yang tidak update

. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan :
Ketersediaan barang cetak dan penggandaan yang ada
belum dapat sepenuhnya menunjang untuk tertib
andiminstrasi.

o Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor : Ketersediaan jaringan listrik dengan
input tegangan yang tidak stabil menyebabkan rentannya
kerusakan  komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor.

o Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan : Pada penyediaan bahan bacaan
dan perundang-undangan masih ada beberapa media
baik koran/majalah yang belum dapat di akomodir.

o Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
: Pandemi Covid-19, sehingga ada beberapa rapat-rapat
dan koordinasi tidak terlaksana

. Monitoring dan Evaluasi : Adanya keterbatasan SDM
dan kurangnya jumlah aparatur dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian kegiatan monitoring dan
evaluasi triwulanan kantor.

. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dilaksanakan sesuai kebutuhan

. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional : Biaya pemeliharaan kendaraan roda
enam (sunderlift) cukup tinggi disebabkan karena umur
kendaraan yang sudah lebih dari 10 tahun.

. Bimbingan  Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan Beberapa diklat dilaksanakan
menggunakan anggaran BKPSDM, dan selama pandemi
bimbingan teknis dilakukan via virtual sehingga realisasi
keuangan hanya 29,06%

. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD : Volume
makan minum rapat pada kegiatan ini yang berkurang
karena jumlah peserta rapat dibatasi sesuai prokol
kesehatan Covid-19, sehingga realisasi anggaran tidak
mencapai 100%

. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah : Pengumpulan laporan yang kadang
terlambat, hal ini dikarenakan kurangnya jabatan
pelaksana yang ada pada sub bagian perencanaan

. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Pembelian
materai pada tahun 2020 dibelanjakan sesuai
kebutuhan, sehingga sebagian anggaran tidak
terealisasi

. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik : Untuk pembayaran biaya rekening air dan
listrik dibayarkan berdasarkan beban tagihan sehingga
anggaran bersifat disediakan sehingga terdapat sisa
anggaran.

o Penyediaan jasa kebersihan kantor : pencairan
upah jasa setiap bulannya dilakukan setiap awal bulan
berikutnya, sehingga anggaran pada Triwulan Il
terealisasi pada Triwulan IV

. Penyediaan makanan dan minuman : Untuk
pembayaran biaya rekening makanan dan minuman
rapat dan kegiatan sehingga anggaran bersifat
disediakan

. Kunjungan kerja dalam daerah : ‘'Jumlah
kunjungan kerja volume lebih sedikit karena kunjungan
kerja dilaksanakan oleh pejabat eselon Il dan eselon llI,
dalam rangka pendampingan bersama pejabat-pejabat
terkait, sehingga untuk realisasi kinerja hanya dibawah
90% dan realisasi keuangan diatas 90%

. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
realisasi keuangan berdasarkan nilai penawaran dari
penyedia yang dituangkan dalam kontrak, sehingga pada
kegiatan ini ada sisa anggaran

. Penyusunan  Dokumen  Perencanaan dan
Penganggaran SKPD : Keterlambatan memasukkan SPJ
sehingga belanja penggandaan tidak terealisasi dan
volume makan minum rapat pada kegiatan ini yang
berkurang karena jumlah peserta rapat dibatasi sesuai
prokol kesehatan Covid-19, sehingga realisasi anggaran
tidak mencapai 100%

. Identifikasi area pemakaman : kegiatan ini telah
terlaksana, SPJ tidak terealisasi karena Pegawai yang
menangani kegiatan ini meninggal
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. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan
Perumahan : Penyelesaian fisik kegiatan yang terlambat

. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah
Sederhana Sehat: Ketidak akuratan informasi dari PDAM
mengenai jaringan pipa yang ada diperumahan nelayan,
sehingga anggaran yang tidak terealisasi

. Koordinasi  Pengawasan  dan Pengendalian
Pelaksanaan Peraturan Bidang Perumahan : Kurangnya
jumlah aparatur dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan peraturan bidang perumahan,
sehingga perjalanan dinas untuk melakukan pengawasan
tidak terealisasi

o Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman :
Pada kegiatan ini yang terlaksana DED, sedangkan untuk
fisik pelaksanaannya ditunda karen ada pengurangan
anggaran akibat Pandemi Covid-19

. Pembangunan Jalan Kawasan Permukiman
Pembangunan jalan melebihi target, hal ini dikarenakan
ada beberapa kegiatan fisik yang terealisasi,
diprioritaskan pada pekerjaan lapis pondasi jalan seperti
pengerasan dan pengkerikilan, karena situasi eksisting
tidak mendukung dilaksanakan pekerjaan rapat paving

o Pembangunan Jembatan Permukiman
Pembangunan jembatan melebihi target karena
sebahagian rencana awal plat duicker, diestimasi 8 meter,
namun lebar plat duicker terealisasi harus menyesuaikan
dengan lebar jalan yang ada yaitu untuk pemukiman
dengan lebar 6 meter, sehingga jumlah titik unit plat
duicker melebihi target awal yang ditetapkan

. Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong
Permukiman : pembangunan drainase melebihi target
awal karena kebutuhan dimensi drainase pada lokasi di
kawasan pemukiman lebih kecil dari dimensi drainase
yang umum ditarget pada saat pengusulan, hal ini
didesain sesuai kebutuhan debit air limbah rumah tangga
pada pemukiman. Karena dimensinya mengecil sehingga
berdampak pada volume dan panjang drainase yang
terealisasi

. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Permukiman :
Dimensi pada turap dilapangan tinggi, sehingga
dibandingkan anggaran yang disediakan tidak dapat
mencapai target

. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permukiman
melebihi target kerena dilapangan sebagian kondisi jalan
hanya membutuhkan sedikitperbaikan, misalnya hanya
permukaan jalan hanya dilapisi mortal/beton hanya 10
cm, sehingga meyebabkan realisasi bertambah

. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Permukiman :
pemeliharaan jembatan melebihi target karena beberapa
bangunan kerusakan hanya terletak pada platnya saja,
yang awalnya estimasi dengan pondasi dan plat

. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-
Gorong Permukiman : pemeliharaan drainase melebihi
target, karena kondisi lapangan hanya perbaikan pada
permukaan hanya dilakukan plesteran saja, atau Cuma
lantai drainase saja yang dikerjakan, sehingga target
panjang melampaui

. Rehabilitasi/Pemeliharaan  Turap/Talud/Bronjong
Permukiman : yang dilaksanakan pada kegiatan ini hanya
Detail  Engineering  Design, karena mengalami
pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19

. Penyusunan  dan Pemutakhiran Database
Perumahan dan Kawasan Permukiman : kegiatan ini
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dilaksanakan tetapi data koordinat dan traking GPS dan
Foto PSU yang terbangun belum lengkap, dikarenakan
pegawai yang menagani kegiatan ini meninggal dunia,
sehingga tidak dapat terealisasi baik kinerja maupun
keuangannya

. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan : Kurangnya
personil dan mobil skylift untuk pemenuhan kebutuhan
pemeliharaan lampu se Kabupaten Luwu Timur

. Subsidi Listrik Bagi MBR : tidak terealisai karena
terkendala SK Bupati penetapan calon penerima dan Mou
dengan pihak PLN

. Persertifikatan Tanah Aset Daerah kegiatan
persertifikatan melebihi target dikarenakan, anggaran
yang disediakan menyesuaikan perhitungan luasan
perbidang dari BPN dan biayanya berdasarkan masing-
masing luas persil yang akan disertifikatkan

o Penyediaan Sarana Pengamanan Tanah Aset
Pemerintah Daerah : Telah terealisasi 100%

o Penyelesaian Konflik Pertanahan : kegiatan ini
sifatnya disediakan, berdasarkan laporan yang masuk

o Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi : kegiatan ini
sifatnya disediakan, berdasarkan usulan yang masuk

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dalam
pencapaian target kinerja sangat bergantung pada jumlah
surat masuk, sehingga sulit untuk menetapkan target
secara tepat. Pencapaian lebih atau kurang dari target pun
tidak menggambarkan keberhasilan atau
ketidakberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini. seperti
capaian tahun 2020 sebesar 1.077 surat dari target 1.000
surat atau persentase sebesar 107,7%, jika dilihat dari
capaiannya sangat tinggi namun tidak bisa dikatakan
berhasil.

. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
persenjataan/keamanan Perpanjangan Surat Izin
Penggunaan 5 (lima) unit senjata setiap 5 (lima) Tahun
harus dilakukan dengan pemeriksaan fisik secara
langsung oleh Polda SulSel di Makassar dan Mabes Polri
di Jakarta. Namun dengan kebijakan larangan
melaksanakan kegiatan keluar daerah akibat covid 19
sehingga pengurusan izin tidak dapat dilaksanakan ke
Jakarta

. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari
Kegiatan Masyarakat : Kegiatan ini merupakan Patroli
dalam rangka Pengendalian Kebisingan dan Gangguan
dari kegiatan Masyarakat agar tetap dalam kondisi tertib
dan tenteram. Jumlah Patroli yang dilakukan oleh Seluruh
Satpol PP Kecamatan dan Patroli Khusus oleh PRC
sebanyak 1.250 Kali pada Tahun 2020. dari kegiatan
Patroli tersebut sebanyak 448 Patroli yang berpotensi
mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum. dan
semua potensi gangguan tersebut dapat ditindaklanjuti
dengan penyelesaian. dari uraian tersebut diperoleh
capaian sebesar 35,84% dari target 35,00%. sehingga
capaiannya melebihi target.

. Penindakan Non-yustisial Pelanggaran Peraturan
Daerah : Pada Tahun 2020, jumlah kasus pelanggaran
Perda yang diregistrasi dalam buku register Perkara
sebagai laporan pelanggaran Perda sebanyak 26 kasus.
Dari 26 kasus tersebut, 17 kasus telah diselesaikan
melalui penindakan Non-Yustisi antara lain dengan Surat
Teguran/Peringatan dan Penutupan Usaha. dari capaian
tersebut diperoleh Realisasi kegiatan sesuai dengan
formulasi indikator sebesar 65,38% dari Target sebesar

. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik : Realisasi keuangan sebesar 82,75% dari
Target Tahun 2020. Realisasi tersebut menyesuaikan
dengan tagihan rekening (pasca-bayar) yang sifatnya
disediakan.

. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan :
Realisasi Keuangan sebesar 67,30%. Anggaran kegiatan
ini sifatnya disediakan, namun untuk penyediaan belanja
cetak kurang terserap karena Cetak Spanduk untuk
peringatan HUT atau Hari-Hari Besar dimasa pandemi
covid-19 kurang.

. Penyediaan bahan logistik kantor : Realisasi
Keuangan sebesar Rp554.200 dari Jumlah Anggaran
sebesar Rp1.000.000 atau 55,42%. Rendahnya
Realisasi keuangan disebabkan oleh karena anggaran
biaya disiapkan untuk pengisian BBM Genset dan Mesin
Babat, namun Peralatan tersebut jarang digunakan.
selain itu pengisian tabung gas Elpiji 12Kg yang ke-4
direncanakan akhir Desember namun belum habis.

. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
persenjataan/keamanan Anggaran kegiatan ini
disiapkan untuk perpanjangan surat izin penggunaan
senjata (per tahun) dengan pemeriksaan fisik oleh Polda
SulSel dan Mabes Polri. Namun dengan kebijakan
larangan melaksanakan kegiatan keluar daerah akibat
covid 19 sehingga pengurusan izin tidak dapat
dilaksanakan.

. Penyusunan laporan keuangan semesteran
Realisasi Keuangan sebesar 86,06%. Anggaran yang
kurang terserap adalah Belanja Penggandaan Laporan
Keuangan, dari Anggaran yang disediakan sebesar
Rp1.190.100,- terealisasi hanya Rp594.300,-.
Kurangnya realisasi anggaran belanja penggandaan
disebabkan oleh karena Dokumen Laporan Keuangan
Semester | hanya digandakan untuk kebutuhan
pelaporan kepada Pimpinan dan belum disampaikan
kepada seluruh pejabat struktural.

. Penindakan yustisial pelanggaran peraturan
daerah : Pembatasan dalam masa Pandemi Covid-19
mengakibatkan beberapa Kasus Pelanggaran Perda
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50,00% sehingga diperoleh Capaian melebihi target yaitu
sebesar 130,76%. Pelanggaran Perda yang tidak
terselesaikan akan dilakukan dengan Penindakan Yustisi.

. Penindakan yustisial pelanggaran peraturan daerah
: Pada Tahun 2020 jumlah kasus yang dapat dilimpahkan
ke Pengadilan sebanyak 5 kasus. Atau capaian sebesar
19,23% dari target sebesar 36,00%. Pembatasan dalam
masa Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa Kasus
Pelanggaran Perda tidak dapat diselesaikan.

. Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran : Masih
ada kecamatan (WMK) yang belum memiliki unit pemadam
kebakaran sehingga jarak posko dengan lokasi kejadian
jauh mengakibatkan waktu respon 15 menit tidak dapat
dicapai. Semua kejadian kebakaran yang tidak dapat
mencapai waktu respon adalah kebakaran lahan, dengan
peralatan dan perlengkapan yang tidak memadai serta
akses jalan menuju lokasi maka sulit untuk mencapai
waktu respon. selain itu jumlah petugas siaga setiap posko
tidak memenuhi standar jumlah berdasarkan standar
mutu SPM dengan jumlah minimal 6 Orang, namun yang
terjadi banyak posko yang hanya disiagakan 5 Orang. hal
ini terjadi karena dukungan anggaran yang minim untuk
pemenuhan SPM.

. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam
Kebakaran Pengadaan Unit Pemadam Kebakaran
merupakan KP 1 yang mana pada Tahun 2020 telah
dianggarkan untuk pengadaan 1 (satu) unit yang
pelaksanaannya telah memasuki proses pengadaan pada
tahap SPPBJ, namun karena adanya Refocusing Program
Kegiatan imbas dari Pandemi Covid19 sehingga dilakukan
pembatalan pengadaan. oleh karena itu sisa target
kembali menjadi 2 (dua) unit atau capaian sebesar 75%.

. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman
Kebakaran Kegiatan ini dibatalkan karena adanya
refocusing dan rasionalisasi anggaran pada Perubahan
APBD

. Peningkatan Kapasitas Aparatur Satlinmas
Kegiatan ini dibatalkan akibat adanya kebijakan larangan
pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang
imbas dari Pandemi Covid-19. sehingga anggarannya
direfocusing kedalam kegiatan penanganan Covid-19.

tidak dapat diselesaikan. Anggaran yang disiapkan untuk
menyelesaikan pelimpahan Perkara Tindak Pidana
Ringan Pelanggaran Perda sebanyak 8 kasus, namun
sampai dengan Akhir Tahun hanya 5 kasus yang dapat
dilimpahkan atau diselesaikan melalui penindakan
Yustisi, sehingga Anggaran yang disediakan untuk
menyelesaikan 3 Kasus sesuai dengan Rencana Aksi TW
IV tidak dapat terserap.

. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam
Kebakaran : Jumlah Anggaran kegiatan ini sebesar
Rp43.757.000,- yang terdiri dari Administrasi Proyek
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang dibatalkan
Rp6.257.000,- dan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor
Operasional Pemadam Kebakaran pada Perubahan
Anggaran sebesar Rp37.500.000,-. Untuk rencana
pengadaan Motor sesuai dengan Spesifikasi senilai Pagu
Anggaran namun tidak tersedia di Aplikasi, sehingga
dibelanjakan Unit yang ada di Aplikasi dengan harga
Rp.32.600.000,- atau 88,80% dari Pagu Anggaran. Jadi
realisasi keuangan kegiatan ini menyesuaikan dengan
nilai kontrak.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Jumlah surat yang
masuk dan keluar tidak bisa diprediksi pada tahun 2020,
sehingga dari angka yang kami targetkan 350 buah surat
yang terealisasi sebanyak 362 buah menyebabkan
capaian kinerja melebihi angka 100%

. Penyediaan Makanan dan Minuman : untuk tahun
2020 kegiatan penyediaan makan dan minum sudah kami
kurangi setengah dari anggaran pokok dan tersisa untuk
persiapan rapat di bulan - bulan berikutnya namun pada
akhir tahun 2020 covid-19 mulai kembali merebak di
masyarakat sehingga pertemuan rapat kantor tidak rutin
dilaksanakan untuk mengurangi penyebaran covid
sehingga capaian kinerja tidak tercapai

. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol,
Ormas, LSM dan OKP : Untuk tahun 2020 SKT yang terbit
melebihi target yang telah ditentukan sebanyak 95 unit
SKT dan realisasi sebanyak 100 unit, hal ini tidak bisa
diprediksi karna selain ormas dan LSM yang mendaftar
juga Kelompok tani / nelayan serta rumah ibadah semakin
banyak yang terbentuk dan mendaftarkan kelompoknya ke
kesbangPol untuk dibuatkan SKT.

. Rencana Penggunaaan dan Pelaporan Bantuan
Keuangan Partai Politik : untuk capaian kinerja 100%

. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : untuk realisasi
keuangan 100%

. Penyediaan Makanan dan Minuman : karena
tidak rutinnya pelaksanaan rapat kantor sehingga
mempengaruhi realisasi keuangan

. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol,
Ormas, LSM dan OKP : untuk realisasi keuangan baik
yakni di atas 90%

. Rencana Penggunaaan dan Pelaporan Bantuan
Keuangan Partai Politik masih tersisa belanja
penggandaan yang dananya dipersiapkan untuk
menggandakan SPJ dana banpol dari 10 partai politik
yang ada, tetapi dari 10 parpol tersebut telah
menggandakan masing - masing SPJ nya sehingga
belanja ini tidak terpakai

. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
: realisasi keuangan tidak mencapai target dikarenakan
masih ada sisa anggaran perjalanan dinas dalam dan
luar daerah, yang masing - masing sisa dari belanja
tersebut tidak bisa digunakan untuk 1 kali perjalanan

. Pendidikan Bela Negara : untuk realisasi
keuangan mencapai 98,47% karna belanja perjalanan
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. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) :
Capaian kinerja 100%

. Pendidikan Bela Negara : Capaian kinerja 0%, untuk
kegiatan ini rencananya dilaksanakan pada bulan maret di
Kab. Gowa namun adanya covid - 19 yang muncul di awal
tahun 2020 yang membatasi berkumpulnya orang banyak
dan larangan keluar masuk daerah untuk sementara
waktu, sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan dan
anggarannya mengalami refocusing anggaran

. Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial : Capaian kinerja 100%

dinas dibelanjakan untuk melakukan koordinasi
persiapan kegiatan bela negara

. Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan
Konflik Sosial : kegiatan ini sifatnya dipersiapkan untuk
memfasiitasi penyelesaian konflik yang terlapor/terdata
di kesbangpol, dari target 2 kali pertemuan tapi hanya 1
kali yang terlaksana sehingga anggaran pada kegiatan
ini masih tersisa yakni belanja honor narasumber dan
belanja makan minum rapat

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Realisasi kinerja 88.87
%, karena capaian nomor surat menyurat yang
diagendakan sebanayak 1333 nomor dari target 1500
nomor surat yang diagendakan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor : Kegiatan
ini Tidak dilaksanakan karena anggarannya mengalami
Refocusing dalam rangka penaganan Covid 19

Pembeinaan Taruna Siaga Bencana : Kegiatan ini Tidak
dilaksanakan karena anggarannya mengalami Refocusing
dalam rangka penaganan Covid 19.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
rasionalisasi anggaran

Pembeinaan Taruna Siaga Bencana : rasionalisasi
anggaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

. Belanja Pegawai : Target output dari belanja ini
adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 18
org dan terealisasi hanya 16 org sehingga capaian hanya
88,88 %. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi
pejabat dan staf serta ASN yang meninggal dunia

. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Indikator kegiatan
ini adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang
diagenda dengan target sebanyak 850 surat dan
terealisasi 484 surat dengan capaian 56,94%. Hal ini
disebabkan karena selama pandemi Covid-19, beberapa
kegiatan di OPD mengalami penghapusan dan refocussing
sehingga berpengaruh terhadap jumlah persuratan yang
ada.

J Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air &
Listrik : Indikator kegiatan ini adalah jumlah rekening
bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan dengan
target sebanyak 42 rekening dan terelisasi 32 rekening
dengan capaian kinerja 76,19%.Hal ini disebabkan karena
rekening telepon kantor ( Nomor ON CALL) terblokir
sehingga tidak terbayarkan selama 10 bulan (10 rekening)

. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Indikator kegiatan adalah Jumlah ATK yang disediakan
sebanyak 47 jenis dan terealisasi 35 jenis dengan capaian
kinerja 74,47%. Capaian yang tidak sesuai dengan target
disebabkan karena beberapa item ATK yang direncanakan
sebelumnya ternyata tidak dibutuhkan namun tetap
disediakan karena disesuaikan dengan pearalatan kantor
yang ada. Dan faktor lainnya adalah terdapat item ATK
yang dibutuhkan/digunakan lebih dari yang direncanakan.
Dan pemakaian ATK tersebut disesuaikan dengan
kebutuhan kantor

. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah : Target output kegiatan ini adalah pelaksanaan
rapat-rapat koordinasi & konsultasi sebanyak 36 kali dan
terealisasi sebanyak 80 kali. Realisasi yang melebihi dari
target disebabkan karena terdapat beberapa
undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya
ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat
biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak
dibayarkan melalui APBD

. Belanja Pegawai: Terdapat sisa anggaran sebesar
Rp 118.372.591,- yang tidak terealisasi disebabkan
karena terjadi mutasi pejabat dan staf sebanyak 3 orang
dan 1 org meninggal dunia.

. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air &
Listrik: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.848.408
terdiri dari belanja listrik Rp 4.945.393,- belanja air Rp
2.268.400,- dan belanja telepon Rp. 1.634.615,-.
Realisasi keuangan yang tidak sesuai dengan target yang
direncanakan disebabkan karena adanya rekening
telepon kantor (ON CALL) yang tidak terbayarkan karena
terblokir. Sedangkan untuk pembayaran rekening listrik
juga terdapat SILPA karena pemakaian token listrik
untuk Gudang Logistik berkurang pemakaiannya
sehingga pembiayaannya juga berkurang karena
beberapa peralatan terhubung dengan aliran listrik
kantor BPBD. Demikian juga halnya dengan pembayaran
rekening air.

. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja:
Penggunaan anggaran untuk perbaikan peralatan kantor
disesuaikan dengan kondisi peralatan yang ada
sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan
kebutuhan

. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan:
Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.267.800 yang
terdiri dari belanja cetak Rp. 3.155.000,- dan belanja
penggandaan Rp. 112.800,- Realisasi keuangan yang
tidak sesuai dengan target disebabkan karena selama
masa pandemi, banyak kegiatan yang sebelumnya
membutuhkan cetak baliho dan spanduk menjadi
tertunda karena kegiatan tersebut tidak terselenggaran.
Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja cetak
tersebut disesuaikan dengan kebutuhan

. Penyediaan Makanan dan Minuman: Terdapat
sisa anggaran sebesar Rp 2.187.500 terdiri dari belanja
makanan dan minuman rapat. Rp 2.177.500,- dan
makanan & minuman tamu Rp 10.000,-. Hal ini
disebabkan karena selama pandemi covid-19, kegiatan
pertemuan/rapat yang sifatnya mengumpulkan banyak
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Masalah Kinerja

Masalah Keuangan

. Kunjungan Kerja Dalam Daerah Target dari
kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dalam daerah
yang dilaksanakan sebanyak 253 kali dan terealisasi 460
kali. Realisasi fisik yang melebihi dari target disebabkan
karena adanya efisiensi anggaran atas biaya transportasi
yang dianggarkan untuk setiap orang, dimana perjalanan
yang dilakukan menggunakan kendaraan
dinas/operasional, hanya menggunakan biaya BBM saja.
Penggunaan anggaran pada kegiatan ini juga disesuaikan
dengan kebutuhan dan persuratan yang ada.

. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :
Kegiatan ini dihapus pada saat Refocusing Anggaran
dengan pertimbangan memaksimalkan peralatan yang
ada dan kegiatan ini tidak mendesak

. Pembangunan Taman, lapangan/fasilitas parkir :
Kegiatan ini ditambah pada saat perubahan anggaran
untuk mengakomodir pembayaran Retensi 5% atas
Pekerjaan Fisik Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas
Parkir yang dilaksanakan pada tahun 2019

. Bimbingan  Teknis  Implementasi  Peraturan
perundang-undangan : Kegiatan ini dihapus pada saat
Refocusing Anggaran dengan pertimbangan bahwa selama
pandemi Covid-19, kecil kemungkinan untuk pelaksanaan
Diklat/Bimtek

. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
dengan Dana Non APBD : Indikator kegiatan adalah
Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi
dan Rekonstruksi dengan target 90% dengan realisasi
86,54 %. Target yang tidak tercapai disebabkan karena
Terkendala adanya pandemi Covid 19, sehingga
pengimputan e-proposal terkait Dana RR yang
direncanakan dilaksanakan di Mks dan Jakarta tertunda.

. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana : Berdasarkan INPRES Nomor 4
Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi
Anggaran dan PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan
Covid-19 maka dilakukan

. Penyuluhan Penyebaran Informasi Dan
Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana :Dalam rangka
pencegahan penyebaran Covid-19, makan kegiatan ini
dihapuskan karena kegiatan ini sangaat rentan terhadap
penyebaran virus  Corona karena melibatkan/
mengumpulkan banyak orang.

orang intensitasnya berkurang untuk menekan

penyebaran virus

. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah: Penggunaan anggaran perjalanan dinas
disesuaikan dengan undangan

. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor:
Kegiatan ini dihapus pada saat Refocusing Anggaran
dengan pertimbangan kegiatan tidak mendesak

o Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional: Penggunaan anggaran disesuaikan
dengan kondisi kendaraan dinas/operasional

. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
perundang-undangan: Kegiatan ini dihapus pada saat
Refocusing Anggaran dengan pertimbangan bahwa
selama pandemi Covid-19, kecil kemungkinan untuk
pelaksanaan Diklat/Bimtek Keluar Daerah

. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan
Akhir Tahun: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.
651.500 yaitu belanja makanan & minuman rapat. Hal
ini disebabkan karena selama masa pandemi, intensitas
rapat/pertemuan dikurangi dan beberapa kegiatan rapat
digabungkan dalam satu pelaksanaan.

. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah: Terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 585.000 yaitu belanja makanan & minuman rapat.
Hal ini disebabkan karena selama masa pandemi,
intensitas rapat/pertemuan dikurangi dan beberapa
pelaksanaan rapat digabungkan dalam satu kegiatan.

. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana:
Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 31.821.050 yang
terdiri dri belanja makanan & minuman rapat Rp
7.500.000, makanan & minuman tamu Rp 900.000,
makanan & minuman kegiatan Rp 2.700.000,
perjalanan dinas dalam daerah Rp 6.925.200 dan
perjalanan dinas luar daerah Rp 13.755.850. Kegiatan
ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran
disesuaikan dengan kejadian bencana. Anggaran ini
disediakan untuk mengantisipasi kejadian bencana di
akhir tahun.

. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan
Bencana: Kegiatan ini sifatnya disediakan dan
penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kejadian
bencana.

. Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana:
Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 28.440.000 yang
terdiri dari belanja BBM Rp 1.450.000. .Belanja cetak Rp
1.500.000, Makanan & Minuman rapat Rp 6.750.000,
Makanan & Minuman tamu Rp 6.750.000, Makanan &
Minuman kegiatan Rp 7.300.000 dan Perjalanan dinas
dalam daerah Rp 4.710.000. Sisa anggaran yang cukup
besar disebabkan karena selain kegiatan ini juga
terdapat anggaran yang digunakan yaiitu Dana BTT yang
digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan Posko Covid-
19. Jadi anggaran pada kegiatan ini sebagai
pendamping. Selain itu anggaran ini juga disediakan
untuk mengantisipasi kegiatan berposko ketika terjadi
bencana